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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah
Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini
telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi

keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna
laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti



DAFTARISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
RINGKASAN

L.
IL.

II1.
IV.

V.

VI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
F. Pengungkapan Penting Lainnya

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1

. LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja

. LRA Belanja Dalam Rangka COVID-19

. Neraca Percobaan Kas dan Akrual

. Tindak Lanjut atas Temuan BPK

. Daftar Saldo Rekening Pemerintah

. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan

™ O M omg 0O W o>

. Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb

—

Telaah Laporan Keuangan

iii

N NN O G W e

46
68
76
78



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO | LANTAI 11, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon [ selaku
UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan
Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan
Audited Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan

tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti
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Ringhasan laporan Kevangan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Audited Tahun Anggaran 2023 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari
2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebesar Rp35.557.630.163.612,00 atau mencapai 99,07 persen dari estimasi Pendapatan-
LRA sebesar Rp35.889.754.515.000,00.
Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.480.034.444.624,00 atau
mencapai 99,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22.593.014.070.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31
Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp78.240.352.961.253,00; yang
terdiri atas: Aset Lancar sebesar Rp 43.382.841.371.137,00; Investasi Jangka Panjang (neto)
sebesar Rp10.233.934.609.931,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.197.274.372.481,00; Piutang
Jangka Panjang (neto) sebesar Rp34.414.600,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar
Rp13.426.268.193.104,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp22.556.516.257.477,00 dan
Rp55.683.836.703.776,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-
LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.590.590.605.767,00
sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22.032.368.601.605,00 sehingga terdapat surplus
dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.558.222.004.162,00. Jumlah surplus Kegiatan Non
Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp96.867.632.624,00 dan Rp
0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp13.655.089.636.786,00.



Ringhasan Laporan me«gam

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah
sebesar Rp40.653.782.064.617,00 ditambah surplus-LO sebesar 13.655.089.636.786,00.
kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas defisit
Rp756.477.974,00 ditambah transaksi antar entitas sebesar surplus Rp1.374.208.524.399,00
sehingga Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp15.030.054.639.159,00 dan Ekuitas entitas
pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.683.836.703.776,00.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,
Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2023 disusun dan

disajikan dengan menggunakan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

31 DESEMBER 2023

ANGGARAN

REALISASI

31 DESEMBER 2022

Growth %
REALISASI

PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajal B.1
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA B.2.
Belanja Operasi
Belanja Pegawai B.3
Belanja Barang B.4
Belanja Modal B.5
JUMLAH BELANJA

35.889.754.515.000
35.889.754.515.000

80.208.189.000
22.069.438.989.000
443.366.892.000
22.593.014.070.000

35.557.630.163.612
35.557.630.163.612

75.324.206.780
21.967.174.121.431
437.536.116.413
22.480.034.444.624

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan

99,07

93,91
99,54
98,68

REALISASI

36.191.165.857.439
36.191.165.857.439

286.815.947.635
37.153.042.889.620
171.555.668.757
37.611.414.506.012

-1,75%

-73,74%
-40,87%
155,04%
-40,23%
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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Nersca

II. NERACA

Dalam Rupiah)

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas pada Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Uang Muka Belanja (prepayment)

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Paj|
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

Fenyisindain riutdng 1iuak 1erwdgi - pagldi Lancar

Tagihan

Tuntntan Darhandaharaan /Toantutan Canti
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN
PERBENAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Um

Dureri

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegia
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Diragukan Realisasinya

Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan
Diragukan
Tertagih

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap

PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tagihan TP/TGR
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR

Jumlah Piutang J F

ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
Aset Lain-Lain
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga
Pendapatan Diterima di Muka
Uang Muka dari KPPN
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang BLU kepada BUN
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

C1
C3
C.4
C.5

C.6
C.7
Cc.8

C.9

C.11
C.12

C.14

C.15
C.16
C.17
C.18

C.19

C.20

C.23
C.24
C.25
C.26
Cc.27
C.28
C.29

C.21
C.22

C.30
C31
C.32
C.33
C.34
C.35

C.36
C.37
C.38
C.39

C.40

C41

% NAIK
31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 NAIK/TURUN (TURUN)
26,999,593 7,721,142 19,278,451 249.68%
9,818,134,618 5,882,390,135 3,935,744,483 66.91%
31,805,963,615,669 | 24,557,304,394,286 7,248,659,221,383 29.52%
8,867,103,195,682 3,057,426,608,776 5,809,676,586,906 190.02%
2,089,282,144,332 1,559,968,031,629 529,314,112,703 33.93%
57,197,160 1,019,845,910 (962,648,750) -94.39%
587,180,096,355 457,355,338,948 129,824,757,407 28.39%
256,205,006 412,966,823 (156,761,817) -37.96%
(252,138,939) (129,878,993) (122,259,946) 94.13%
4,066,067 283,087,830 (279,021,763) -98.56%
12,000,000 12,000,000 - 0.00%
(60,000) (60,000) - 0.00%
11,940,000 11,940,000 - 0.00%
6,446,545,338 - 6,446,545,338 100.00%
(32,232,727) = (32,232,727) 100.00%
6,414,312,611 - 6,414,312,611 100.00%
16,979,669,050 17,374,861,469 (395,192,419) -2.27%
43,382,841,371,137 | 29,656,634,220,125 | 13,726,207,151,012 46.28%
1,299,899,736,679 1,332,605,202,696 (32,705,466,017) -2.45%
8,019,775,521,545 6,640,289,050,977 1,379,486,470,568 20.77%
1,237,505,000,000
(261,801,663,542) (167,148,325,297) (94,653,338,245) 56.63%
(21,071,190,476)
(40,372,794,275) (33,201,445,255) (7,171,349,020) 21.60%
10,233,934,609,931 | 7,772,544,483,121 1,244,956,317,286 16.02%
9,179,987,122,830 9,072,828,813,486 107,158,309,344 1.18%
1,868,094,238,213 1,636,741,890,276 231,352,347,937 14.13%
2,188,851,669,204 2,061,188,950,999 127,662,718,205 6.19%
1,114,536,000 1,114,536,000 - 0.00%
12,881,015,778 12,056,073,376 824,942,402 6.84%
37,863,584,959 13,133,398,275 24,730,186,684 188.30%
(2,091,517,794,503)|  (1,866,450,361,632) (225,067,432,871) 12.06%
11,197,274,372,481 | 10,930,613,300,780 266,661,071,701 2.44%
1,862,811,088 1,907,443,863 (44,632,775) -2.34%
(1,828,396,488) (1,639,612,264) (188,784,224) 11.51%
34,414,600 267,831,599 (233,416,999) -87.15%
875,112,569,306 846,281,903,677 28,830,665,629 3.41%
1,348,604,387 - 1,348,604,387
21,009,926,971 - 21,009,926,971
13,112,690,253,718 7,118,197,617,793 5,994,492,635,925 84.21%
30,795,913,946 25,462,113,898 5,333,800,048 20.95%
(614,689,075,224) (582,035,565,260) (32,653,509,964) 5.61%
13,426,268,193,104 | 7,407,906,070,108 6,018,362,122,996 81.24%
144,007,613,353 21,556,184,910 122,451,428,443 568.06%
1,186,095,245 1,505,831,273 (319,736,028) -21.23%
26,999,593 7,721,142 19,278,451 249.68%
1,227,820 22,232,325 (21,004,505) -94.48%
145,221,936,011 23,091,969,650 122,129,966,361 528.89%
22,411,294,321,466 | 15,091,091,871,466 7,320,202,450,000 48.51%
22,411,294,321,466 | 15,091,091,871,466 7,320,202,450,000 48.51%
22,556,516,257,477.00  15,114,183,841,116 7,442,332,416,361
55,683,836,703,776 | 40,653,782,064,617 15,030,054,639,159 36.97%

55,683,836,703,776

40,653,782,064,617

15,030,054,639,159
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II1. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)
URAIAN CAT 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1| 35.590.590.605.767 36.218.862.875.413
JUMLAH PENDAPATAN 35.590.590.605.767 36.218.862.875.413
BEBAN
Beban Pegawai D.2 220.973.294.660 419.768.971.328
Beban Persediaan D.3 15.571.035.582 19.128.041.784
Beban Barang dan Jasa D.4| 20.926.320.742.713 33.418.804.649.147
Beban Pemeliharaan D.5 302.501.989.112 239.957.908.760
Beban Perjalanan Dinas D.6 150.633.639.040 167.593.547.085
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 312.966.366.427 298.675.373.107
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.8 103.401.534.071 48.805.993.969

JUMLAH BEBAN

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
Pendapatan PNBP
Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan
SURPLUS/DEFISIT LO

D.9

D.10

4.48 8(

(3.376.888.240)
100.244.520.864

(2.764.411.127)
98.975.674.437

96.867.632.624 96.211.263.310

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan




e

- LAPORAN
- PERUBAHAN
EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN TA 2023
UAPPA-E | DITJEN PERBENDAHARAAN
Audited




IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lupora Perliabin Eluuitas

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI
EKUITAS

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

CAT

E.2

e3

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

LAIN-LAIN

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

E.4

ES5

31 DES 2023

40,653,782,064,617

31 DES 2022

38,057,945,123,283

(Dalam Rupiah)

NAIK/TURUN

2,595,836,941,334

13,655,089,636,786 1,702,339,653,543 | 11,952,749,983,243 14.24%
756,477,974 (231,788,347,392) 232,544,825,366 | -100.33%
(252,230,220) = (252,230,220)

- 117,846,300 (117,846,300)
(20,035,435) (212,827,655,997) 212,807,620,562 -99.99%
1,028,743,629 (19,078,537,695) 20,107,281,324 | -105.39%
1,374,208,524,399 1,125,285,635,183 248,922,889,216 | 452.06%
15,030,054,639,159 2,595,836,941,334 | 12,434,217,697,825 20.88%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana

Strategis

Cartatan atas LAW% W

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari
konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan
Negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh
langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi.
Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket
Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan
organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan
perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kemeneterian Keuangan
selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan
kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran,
dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan
organisasi reorganisasi dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan
nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan
Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian
Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional, suatu Perubahan
organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda
namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-
fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama
sekali baru. "Core function"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan
fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas
Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang
luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran.
Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit
Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat
Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan
pengelolaaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan
Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengelolahan Data

Informasi Keuangan Regional.
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Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37
Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan
Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi
perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor
pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal.
Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II
pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi organisasi baru
tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor [ Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran,
pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan
tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas
dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas
dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di bidang
pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan
anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan

anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan
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keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah;
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi “Menjadi

pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”/ “To be

a world-class state treasury manager.” Untuk mewujudkannya akan

dilakukan misi sebagai berikut:

Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan
optimal;

Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan
akuntabel

Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel,
transparan dan tepat waktu;

Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang

andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.01/2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan,
standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

Direktorat Sistem Manajemen Investasi;

Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem
manajemen investasi.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.
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6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.

8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi
perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan

Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor

Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb

terdapat juga 4 satker Kantor Pusat dan 3 Satuan Kerja Badan Layanan

Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah 223 satuan kerja. Rincian

entitas tersebut tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan. Tugas unit

vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi,
bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan
laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe Al dan A2;

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,
serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan
dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;
Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban
anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara
lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan
perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan

atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
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anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan,
dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan
penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian
investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan,
penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah,

penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan

keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai

tugas yaitu:

1.

Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):
Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara
melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan
akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan
kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas,
efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
negara.

Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP):
Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah.

Satuan Kerja Komite Investasi Pemerintah (KIP)

Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS):

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan
Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP):
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Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha
mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan
Hidup (BPDLH):

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di
bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon,
jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelauatan dan
perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2

Jakarta Pusat.

Pada Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dan 22 Indikator Kinerja

Utama (IKU), yang diukur pada Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

SIS(;)IdKeU Sasaran Strategis/IKU Target | Realisasi Indeks

Stakeholder (30.00) 114.95

Perbendaharaan Negara yang optimal 114.95
Indeks Optimalisasi Kas

la-CP terhadap Blljmga Utang 3.20 4.00 120.00

1b-CP Indeks opini BPK atas LKPP 4.00 4.00 120.00

1c-CP Indeks integritas organisasi 97.69 106.03 108.54

Customer (20.00) 109.27

Dukungan Manajemen yang efektif 113.24
Tingkat pemenuhan

2a-CP kepuasan pengguna 100.00 115.75 115.75
layanan
Tingkat Peningkatan

2b-CP Kapasitas Pengelola 100.00 120.00 120.00
Keuangan Negara

2c-N Tingkat Kemandirian BLU 82.50 87.24 105.75

Belanja negara yang berkualitas 105.30

32-CP Indeks. Efektivitas Investasi 430 435 101.16
Pemerintah

3b-CP Nilai kinerja pelaksanaan 90.00 94.17 104.63
anggaran K/L

3e-N Nilai Kinerja Penyaluran 90.00 99.27 11030
Dana Transfer Ke
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| Daerah | |
Internal Process (25.00) 113.36
Formulasi kebijakan perbendaharaan yang kredibel 117.96
4a-CP | Tingkat —  efektivitas | 40 60]  11796 117.96
implementasi kebijakan
Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah
100.00
pusat dan TKD
Tingkat efektivitas
monitoring dan evaluasi
5c-CP perencanaan penganggaran 100.00 100.00 100.00
belanja pemerintah pusat
dan TKD
Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN 110.03
sehat & produktif
6a-CP Indeks keberhasilan inklusi 100.00 101.87 101.87
sektor
Indeks digitalisasi
6b-CP pengelolaan keuangan 3.14 387
negara ' 120.00
Persentase  penyelesaian
rekomendasi BPK atas
6¢c-CP LKPP dan LK BUN yang 90.00 97.43 108.26
telah ditindaklanjuti
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal 112.09
7a-cp | ndeks efektivitas | 10000 |  112.09 112.09
pelaksanaan tugas
Learning and Growth (25.00) 115.36
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam
: ) 115.55
ekosistem kolaboratif
Tingkat kualitas
8a-CP pengelolaan SDM  dan 100.00 117.97 117.97
peningkatan well being
Persentase  penyelesaian
8b-CP program IS Kemenkeu 92.00 100.00 108.70
Tingkat implementasi
8c-N Penajaman Tugas Treasury, 80.00 99.53 120.00
Regional Economist, dan
Financial Advisor
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal 116.18
Tingkat kualitas
9a-CP pengelolaan Keuangan 100.00 116.18 116.18
BA015
Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif 116.23
Indeks Kualitas
10a-CP Pengelolaan Sistem TIK 100.00 116.23 116.23
Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif 113.49
Tingkat Pemenuhan unit
11a-CP | kerja terhadap kriteria ZI- 100.00 110.49 110.49
WBK
Indeks Efektivitas Unit
11b-CP | Kepatuhan Internal 82.00 95.52 116.49
(UKI) '
Nilai Kinerja Organisasi 113.52
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Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melaksanakan Piloting aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem
perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi
modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul
bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan
pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal
Perbendaharaan ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang
struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi
wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang

diberikan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan
Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan
dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
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(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan
historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan
dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah

sebagai berikut:

e Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).
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Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Pengelolaan BMN

o Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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Aset

Aset Lancar

Cabﬂku¢dk414¢wm1sKaww%ay

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya Kklasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang

dan Aset Lainnya.

e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

e Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

= harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;

» harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;

» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.
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Aset Tetap

Cartatan atas LAW% W

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap

mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai

satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang
nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR)
peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur
menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
menjadi nilainya sama dengan atau lebih  dari
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR)
gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak
diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai
beban kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah  melakukan penilaian kembali (revaluasi)

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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Piutang
Jangka
Panjang

Cartatan atas LAW% W

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset
tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, jaringan
dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada
Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik
Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap
pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan
pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi
dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya,
dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu
penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei
lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei
lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan
baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal
nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku
sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang
ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata
ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari
entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain
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Investasi
Jangka
Panjang

Cartatan atas LAW% W

adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah
yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau Kkelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas)
bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai
karakteristik BLU.

Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam bentuk tagihan
atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir
diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja Bagian
Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat
oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan
atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan

penginvestasian diakui dan dicatat oleh BLU sebagai
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Aset Lainnya

Kewajiban

Cartatan atas LAW% W

reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan
/Diinvestasikan menjadi Investasi Non Permanen Lainnya di

Neraca.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Cara Perolehan Aset Tak Berwujud:

a. Pembelian;

b. Pengembangan secara internal;
c. Pertukaran;

d. Kerjasama;

e. Donasi/hibah;

f. Warisan Budaya/Sejarah.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas;
b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.

Amortisasi Aset Tak Berwujud:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik
Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah
Pusat berdasarkan SAP berbasis Akrual dilaksanakan mulai

Tahun Anggaran 2016.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka
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Ekuitas

Cartatan atas LAW% W

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih

dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan

sebagai berikut :

g. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir
(lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih
bayar dari BPDPKS atas permohonan pengembalian kelebihan
bayar dari eksportir.

h. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha
Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada
BPDPKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

i.  Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset
ditandatangani oleh BPDPKS dan Lembaga riset sebesar
pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap Il dan
[l diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.

j.  Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan
dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan

telah diverifikasi oleh PPK.

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
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Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

Penyusutan

Aset Tetap

Citatan atar Laporan Kevangpan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang
pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas
Uraian Penyisihan
Piutang
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%
Kurang Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 0
0
Lancar Pertama tidak dilakukan pelunasan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Diragukan 50%
Kedua tidak dilakukan pelunasan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah

Macet 100%
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/DJKN

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan No0.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah
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Implementasi
Akuntansi
Pemerintah

Berbasis Akrual

Cartatan atas LAW« W

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan

pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014

yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas

sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan
penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam
Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat
dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian

akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun

24



Akuntansi
Penanganan
Pandemi

COVID-19

Cartatan atas LAW% W

2015.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan

mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemi

COVID-19 sebagai berikut:

1.

Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN
dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan
keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas
pelaporan;

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan sistem
aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual;

Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan
pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat;

Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan
transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19
secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari
peristiwa luar biasa;

Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat
menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam
penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat

menjadi bagian dari laporan keuangan.
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran lingkup Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya
kenaikan belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Perubahan pagu

berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

31 Desember 2023
Anggaran Awal Anggaran Revisi

Pendapatan
Pendapatan Rp  35.649.259.831.000 | Rp 35.889.754.515.000
Pendapatan Rp 35.649.259.831.000 Rp 35.889.754.515.000

Belanja

Belanja Pegawai Rp 81.680.789.000 | Rp 80.208.189.000
Belanja Barang Rp 804.632.703.000 | Rp 793.368.565.000
Belanja Modal Rp 320.675.503.000 | Rp 382.712.571.000
Jumlah Belanja Rp 1.206.988.995.000 | Rp 1.256.289.325.000

Belanja BLU
Belanja Barang-BLU Rp 5.629.937.513.000 | Rp 21.276.070.424.000
Belanja Modal-BLU Rp 5.494.668.000 | Rp 60.654.321.000
Jumlah Belanja-BLU Rp 5.635.432.181.000 | Rp 21.336.724.745.000

Total Jumlah Belanja Rp 6.842.421.176.000 Rp 22.593.014.070.000

Sedangkan perubahan pagu estimasi pendapatan anggaran per kelompok
pendapatan dan pagu anggaran belanja per jenis belanja adalah sebagai
berikut:

a. Pendapatan

31 Desember 2023
Naik/Turun

Anggaran Awal Anggaran Revisi

Pendapatan

Pendapatan Jasa Layanan Umum 34.813.360.764.000 | 34.849.691.684.000 | 36.330.920.000

Pendapatan Hibah BLU - 37.921.982.000 | 37.921.982.000
Pendapatan BLU Lainnya 835.899.067.000 1.002.135.199.000 | 166.236.132.000
Pendapatan Dari Penjualan

Pengelolaan BMN luran Badan - 5.650.000 5.650.000
Usaha

Pendapatan Bunga Pengelolaan ) i 0
Rekening Perbankan

Pendapatan Denda - - 0
Pendapatan Lain-Lain - - 0

Pendapatan 35.649.259.831.000 35.889.754.515.000 240.494.684.000
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b. Belanja

PWJMAAA ata1 Dos-Dos Realisasi AW

31 Desember 2023

Anggaran Awal

Anggaran Revisi

Naik/Turun

Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

60.077.748.000

51.890.899.000

-8.186.849.000

Belanja Lembur

21.603.041.000

27.207.290.000

5.604.249.000

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/
Kegiatan)

1.110.000.000

1.110.000.000

Jumlah Belanja Pegawai 81.680.789.000 80.208.189.000 -1.472.600.000
Belanja Barang Non BLU
Belanja Barang Operasional 175.987.146.000 185.537.963.000 9.550.817.000
Belanja Barang Non Operasional 47.218.966.000 55.044.179.000 7.825.213.000
Belanja Barang Persediaan 15.981.701.000 16.053.620.000 71.919.000
Belanja Jasa 140.438.606.000 111.635.558.000 -28.803.048.000

Belanja Pemeliharaan

312.623.368.000

301.644.278.000

-10.979.090.000

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 111.566.616.000 121.107.641.000 9.541.025.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri 816.300.000 2.345.326.000 1.529.026.000
Jumlah Belanja Barang Non BLU 804.632.703.000 793.368.565.000 -11.264.138.000
Belanja Modal Non BLU
Belanja Modal Tanah 199.903.000 199.903.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.539.546.000 195.850.057.000 3.310.511.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.299.960.000 130.850.410.000 31.550.450.000
Belanja Modal Lainnya 28.835.997.000 55.812.201.000 26.976.204.000
Jumlah Belanja Modal Non BLU 320.675.503.000 382.712.571.000 62.037.068.000
Jumlah Belanja Non BLU 1.206.988.995.000 1.256.289.325.000 49.300.330.000
Belanja BLU

Belanja Barang-BLU 5.629.937.513.000

21.276.070.424.000

15.646.132.911.000

Belanja Modal-BLU 5.494.668.000

60.654.321.000

55.159.653.000

Jumlah Belanja BLU 5.635.432.181.000

21.336.724.745.000

93.014.070.000

15.701.292.564.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN

Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan

31 Desember 2023

Anggaran Awal

Anggaran Revisi

D Negara dan Risiko
4802 | Komunikasi Edukasi dan Standardisasi 905.300.000 855.678.000
4803 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 6.947.682.000 6.631.417.000

4804 | Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara

4.587.289.000

3.941.155.000

Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4805 Negara

33.984.000

33.984.000

4806 | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

186.275.000

125.503.000

6212 | Komunikasi Edukasi dan Standardisasi

38.167.519.000

36.345.006.000

6213 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko

15.036.520.000

17.221.932.000

6214 | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara

1.703.691.000

1.619.958.000

Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6215 3.446.240.000 3.437.361.000
Negara

6216 | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 9.347.946.000 9.415.473.000

Jumlah Belanja Program CD 80.362.446.000 79.627.467.000

LK UAPPA E-1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED




Pw&m ata1 Dos-Dos Realisasi QW

KEGIATAN

31 Desember 2023

Anggaran Awal

Anggaran Revisi

WA | Program Dukungan Manajemen
4711 | Legislasi dan Litigasi 128.600.000 324.150.000
4715 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 530.105.340.000 610.889.563.000
4718 | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 4.744.186.000 7.275.573.000
4719 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 151.054.279.000 154.417.282.000
4722 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 1.099.800.000 1.237.167.000
Internal
4725 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 437.198.344.000 398.076.794.000
Jumlah Belanja Program WA 1.124.330.549.000 1.172.220.529.000
Jumlah Rupiah Murni 1.204.692.995.000 1.251.847.996.000
WA | Program Dukungan Manajemen
4712 | Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 5.398.363.366.000 20.799.622.540.000
4836 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 21.950.857.000 31.130.201.000
4837 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 74.349.813.000 76.105.690.000
4838 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 1.718.180.000 1.998.424.000
Internal
4839 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 1.981.150.000 1.731.400.000
4713 | Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 19.896.682.000 19.896.682.000
4714 | Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 18.359.502.000 221.356.374.000
4716 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 15.524.211.000 63.702.942.000
4717 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 11.942.024.000 18.712.236.000
4720 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 31.302.667.000 42.808.785.000
4721 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 33.344.834.000 50.388.946.000
4723 Iiﬁ:f:l(])laan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 442.016.000 442.016.000
4724 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 725.080.000 736.080.000
Internal
4726 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 300.000.000 300.000.000
4727 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 436.155.000 1.463.605.000
6886 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 4.795.644.000 6.328.824.000
Jumlah Belanja BLU 5.635.432.181.000 21.336.724.745.000
Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan
CD o
Negara dan Risiko
6213 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko - 1.327.162.000
Jumlah Belanja Program CD - 1.327.162.000
WA | Program Dukungan Manajemen
4719 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 2.296.000.000 3.114.167.000
4725 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi - =
Jumlah Belanja Program WA 2.296.000.000 3.114.167.000
Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri 2.296.000.000 4.441.329.000

Jumlah 6.842.421.176.000 22.593.014.070.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31

Rp35.557.630.163.612,00  Desember 2023 adalah sebesar atau mencapai
dari  estimasi  pendapatan yang  ditetapkan  sebesar
RP35.889.754.515,00. Pendapatan  lingkup Direktorat  Jenderal

Perbendaharaan terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan

Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-
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lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

31 DESEMBER 2023
Estimasi o
P Realisasi % Real Angg.

Usaha Pendapatan Penjualan Hasil o
Produksi Non Litbang Lainnya 213.849.380 RIS
Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung i 245.770.774 100,0%
dan Bangunan
Pen(.iapatan dari Penjualan Peralatan dan i 1.660.203.565 100,0%
Mesin
Pe'ndapatan dari Pemindahtanganan BMN i 469.441.673 100,0%
Lainnya
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan 5.650.000 1.293.216.202 22888,8%
Bangunan
Pendapatan Penyelesalan.Gantl Kerugian ) 30.000.000 100,0%
Negara Terhadap Pegawai
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian i : 100,0%
Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga s
Penda.patan Dend'a Penyelesaian i 309.217.868 100,0%
Pekerjaan Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai i 255.931.900 100,0%
Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Barang ) 391.803.969 100,0%
Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun i 168.910.766 100,0%
Anggaran Yang Lalu
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non o
TP/TGR Pensiunan PNS 7:625.560 LI
gg?ierlmaan Kembali Persekot/Uang Muka 686.568.012 100,0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain - 301.730.477 100,0%

Sub total 5.650.000 6.034.270.146 106801,2%

31 DESEMBER 2023

Uraian

Estimasi Realisasi % Real
Pendapatan Angg.

Pendapatan Jasa Layanan Umum 252.666.941.000 263.379.033.609 104,2%
Pendapatan Investasi
Sps"/’v?fpata“ Dana Perkebunan Kelapa 34.430.680.000.000 32.393.330.489.134 94,1%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 1.002.135.199.900 2.369.305.407.394 236,4%
RLII
Penerimaan Kembali Belanja Barang o
BLU Tahun Anggaran Yang Lalu : EOC0SS 008 0SS Coones
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus 166.344.743.000 204.555.952.778 123,0%
Lainnya
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-
Lembaga/Badan Usaha - Uang 37.921.982.000 224.703.422.899
Pendapatan Lain-lain BLU - 1.697.597.318 100,0%

Jumlah BLU 35.889.748.865.900 35.557.054.911.185 99,1%
Pengembalian Pendapatan

- 5.459.017.719

Jumlah Netto 35.889.754.515.900 35.557.630.163.612
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Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami

penurunan sebesar

dibandingkan realisasi pendapatan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2022.

Uraian Akun

31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Per Akun

31 Desember 2022

NAIK

(TURUN)%

Perubahan

424136

Pendapatan Investasi

263.379.033.609,00

212.890.810.827,00

23,72%

50.488.222.782,00

424138

Pendapatan Dana
Perkebunan Kelapa Sawit

32.393.330.489.134,00

34.715.185.248.903,00

-6,69%

- 2.321.854.759.769,00

424139

Pendapatan Pengelolaan
Dana Khusus Lainnya

204.555.952.778,00

4.023.291.037,00

4984,29%

200.532.661.741,00

424215

Pendapatan Hibah Terikat
Luar Negeri-Lembaga/Badan
Usaha - Uang

224.703.422.899,00

71.485.033.447,00

214,34%

153.218.389.452,00

424911

Pendapatan Jasa Layanan
Perbankan BLU

2.369.305.407.394,00

1.073.094.199.995,00

120,79%

1.296.211.207.399,00

424915

Penerimaan Kembali Belanja
Barang BLU Tahun Anggaran
Yang Lalu

100.083.008.053,00

99.798.661.210,00

0,28%

284.346.843,00

424919

Pendapatan Lain-lain BLU

1.697.597.318,00

608.657.277,00

178,91%

1.088.940.041,00

425119

Pendapatan Penjualan Hasil
Produksi Non Litbang
Lainnya

213.849.380,00

102.233.000,00

109,18%

111.616.380,00

425121

Pendapatan dari Penjualan
Tanah, Gedung, dan
Bangunan

245.770.774,00

30.335.674,00

710,17%

215.435.100,00

425122

Pendapatan dari Penjualan
Peralatan dan Mesin

1.660.203.565,00

2.476.184.882,00

-32,95%

815.981.317,00

425129

Pendapatan dari
Pemindahtanganan BMN
Lainnya

469.441.673,00

2.093.793.030,00

-77,58%

1.624.351.357,00

425131

Pendapatan Sewa Tanah,
Gedung, dan Bangunan

1.293.216.202,00

2.400.258.810,00

-46,12%

1.107.042.608,00

425791

Pendapatan Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara
Terhadap Pegawai

30.000.000,00

166.092.939,00

-81,94%

136.092.939,00

425811

Pendapatan Denda
Penyelesaian Pekerjaan
Pemerintah

309.217.868,00

476.100.615,00

-35,05%

166.882.747,00

425911

Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai Tahun Anggaran
Yang Lalu

255.931.900,00

333.195.712,00

-23,19%

77.263.812,00

425912

Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran
Yang Lalu

391.803.969,00

116.929.180,00

235,08%

274.874.789,00

425913

Penerimaan Kembali Belanja
Modal Tahun Anggaran Yang
Lalu

168.910.766,00

4.436.052.418,00

-96,19%

4.267.141.652,00

425931

Pendapatan Setoran dari Sisa
Utang Non TP/TGR
Pensiunan PNS

7.625.560,00

7.625.560,00

425991

Penerimaan Kembali
Persekot/Uang Muka Gaji

686.568.012,00

1.356.778.483,00

-49,40%

670.210.471,00

425999

Pendapatan Anggaran Lain-
lain

301.730.477,00

92.000.000,00

227,97%

209.730.477,00

PENGEMBALIAN PENDAPATAN

424919|Pendapatan Lain-lain BLU 340.663.719,00

424911|Pendapatan Jasa Layanan 5.118.354.000,00
Perbankan BLU

Total Pengembalian Pendapatan 5.459.017.719,00

Total Pendapatan

35.557.630.163.612,00 36.191.165.857.439,00

-1,75%

- 633.535.693.827,00

Penurunan Pendapatan terbanyak berasal dari akun Pendapatan Dana

Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini disebabkan karena perubahan tarif pungutan

dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk

turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022

tentang Perubahan Ketiga atas PMK 103 /PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
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Realisasi Belanja
Rp22.480.034.444.624,00
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Kementerian Keuangan, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan
tarif terendah USD 0 s.d. 55 untuk pengenaan harga Crude Palm Oil (CPO)
dibawah atau sama dengan USD 680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240
untuk pengenaan harga CPO diatas USD 1430/ton. Adanya perubahan
kebijakan dasar penetapan Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan
sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022 dimana sebelumnya
mengggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang menggunakan harga
CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median (Harga CPO CIF
Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia) serta perkembangan harga
CPO yang cenderung mengalami penurunan karena telah pulihnya suplai
minyak nabati pesaing dan penurunan permintaan dari beberapa negara
menyebabkan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138)
sebesar Rp32.393.330.489.134,00 atau 94,1 persen dari estimasi
pendapatannya. Selain itu, terjadi penurunan pendapatan untuk satuan kerja
non BLU merupakan pendapatan bunga pengelolaan rekening perbankan pada
satker Kantor Pusat DJPb.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
NAIK

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022

(TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan
Pengelolaan BMN dan [uran Badan 3.882.481.594 7.129.373.167 -45,54%
Usaha
EZing::;nef;‘;g;‘aie“gemaa“ 30.000.000 166092939 |  -81,94%
Pendapatan Denda 309.217.868 476.100.615 -35,05%
Pendapatan Lain-Lain 1.812.570.684 6.366.921.197 -71,53%
Jumlah 6.034.270.146 14.138.487.918 -57,32%
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU 32.861.265.475.521 34.932.099.350.767 -5,93%
Pendapatan Hibah BLU 224.703.422.899 71.485.033.447 214,34%
Pendapatan BLU Lainnya 2.471.086.012.765 1.173.501.518.482 110,57%
Jumlah BLU 35.557.054.911.185 36.177.085.902.696 -1,71%
Pengembalian Pendapatan 5.459.017.719 58.533.175
Jumlah Netto 35.557.630.163.612 36.191.165.857.439 -1,75%

Realisasi Belanja Per Kegiatan per 31 Desember 2023

B.2. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar
atau (termasuk realisasi belanja

satker BLU) dari anggaran belanja sebesar Rp22.593.014.070.000,00. Pada

periode sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pengembalian belanja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar
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Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember

2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

31 DESEMBER 2023
ANGGARAN REALISASI

Belanja Pegawai 80.208.189.000 75.365.708.480 93,96
Belanja Barang 793.368.565.000 769.524.146.280 96,99
Belanja Modal 382.712.571.000 380.763.521.587 99,49
Jumlah 1.256.289.325.000 1.225.653.376.347 97,56
Belanja Barang-BLU 21.276.070.424.000 21.198.274.724.570 SRlEs
Belanja Modal-BLU 60.654.321.000 57.480.360.598 94,77
Jumlah BLU 21.336.724.745.000 |  21.255.755.085.168 99,62
Pengembalian Belanja - 1.374.016.894 100,00

Total Belanja

22.593.014.070.000

22.480.034.444.624

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

4 N
Komposisi Anggaran dan Realisasi 5
-y o ~
25000 s.d. 31 Desember 2023 (dalam miliar) S d
o o
o o
20000
15000
10000
o o -
0 o, 2 B 3 g
o0 ~ Q. o o a
e & e e« z &
| —
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja BLU
M Anggaran Rp80.208.189.000 Rp793.368.565.00 Rp382.712.571.00 Rp21.336.724.745

\_ Realisasi Rp75.365.708.480 Rp769.524.146.28 Rp380.763.421.58 Rp21.255.755.089

Terhadap pagu dan realisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut,
terdapat pagu anggaran sebesar Rp255.351.000,00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp101.474.351,00 atau 39,74 persen dari anggaran untuk
penanganan pandemi COVID-19 yang telah menggunakan akun khusus

penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut.
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Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Khusus Penanganan COVID-19
per 31 Desember 2023

31 DESEMBER 2023

ANGGARAN REALISASI

E:La;gfn?ac‘?“,llgD?fgraSional - Penanganan 75.996.000 66.837.270 | 87,95
E:La;gfn??:‘g“;f;legsediaan - Penanganan 10.546.000 |  10.165.680 | 96,39
lf;lanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID- 34.054.000 12.123.800 | 35,60
Jumlah 120.596.000 89.126.750 | 73,91
ggl‘e;F];?lBgarang BLU - Penanganan Pandemi 50.742.000 12.347.601 | 24,33

ggl‘a;illiajllgsa BLU - Penanganan Pandemi 84.013.000 )
Jumlah BLU 134.755.000 12.347.601 | 9,16
Pengembalian Belanja - - -
Total Belanja 255.351.000 101.474.351 39,74

Sedangkan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut

sumber dana/program/kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Per Kegiatan per 31 Desember 2023

KEGIATAN

31 Desember 2023

Anggaran Awal

Realisasi

Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan
CD o
Negara dan Risiko
4802 | Komunikasi Edukasi dan Standardisasi 855.678.000 807.027.200
4803 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 6.631.417.000 6.304.277.114
4804 | Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 3.941.155.000 3.807.214.587
4805 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 33.984.000 30.044.000
Negara
4806 | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 125.503.000 113.372.000
6212 | Komunikasi Edukasi dan Standardisasi 36.345.006.000 34.899.947.174
6213 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 17.221.932.000 16.376.506.790
6214 | Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara 1.619.958.000 1.433.765.369
6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3.437.361.000 3.247.232.633
Negara
6216 | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif 9.415.473.000 9.060.983.422
Jumlah Belanja Program CD 79.627.467.000 76.080.370.289
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31 Desember 2023

KEGIATAN
Anggaran Awal Realisasi
WA | Program Dukungan Manajemen
4711 | Legislasi dan Litigasi 324.150.000 283.548.200
4715 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 610.889.563.000 594.388.933.133
4718 | Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 7.275.573.000 6.690.784.924
4719 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 154.417.282.000 146.985.103.073
4722 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 1.237.167.000 1.113.601.355
Internal
4725 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 398.076.794.000 397.041.995.703
Jumlah Belanja Program WA 1.172.220.529.000 1.146.503.966.388
Jumlah Rupiah Murni 1.251.847.996.000 1.222.584.336.677
WA | Program Dukungan Manajemen
4712 | Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 20.799.622.540.000 20.748.770.766.043
4836 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 31.130.201.000 30.395.696.467
4837 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 76.105.690.000 65.347.176.132
4838 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 1.998.424.000 1.922.481.811
Internal
4839 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 1.731.400.000 1.727.431.329
4713 | Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 19.896.682.000 19.629.831.768
4714 | Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) 221.356.374.000 216.392.520.213
4716 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 63.702.942.000 60.369.870.286
4717 | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 18.712.236.000 17.003.379.616
4720 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 42.808.785.000 41.229.919.727
4721 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 50.388.946.000 48.149.216.647
4723 liizf::l)laan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 442.016.000 360.780.039
4724 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan 736.080.000 342.131.758
Internal
4726 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 300.000.000 299.977.500
4727 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 1.463.605.000 1.457.310.017
6886 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 6.328.824.000 2.356.595.824
Jumlah Belanja BLU 21.336.724.745.000 21.255.755.085.177
Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan
CD o
Negara dan Risiko
6213 | Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 1.327.162.000 959.417.770
Jumlah Belanja Program CD 1.327.162.000 959.417.770
WA | Program Dukungan Manajemen
4719 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 3.114.167.000 735.605.000
4725 | Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi - -
Jumlah Belanja Program WA 3.114.167.000 735.605.000
Jumlah Belanja Hibah Luar Negeri 4.441.329.000 1.695.022.770

Jumlah 22.593.014.070.000 22.480.034.444.624

Realisasi belanja neto sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami
penurunan sebesar 40,23 persen dari realisasi belanja neto sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022. Realisasi Belanja mengalami penurunan yang
signifikan pada Belanja pegawai dan belanja barang BLU.

Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena realisasi penyaluran
belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan. Pada tahun 2023
selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel
mengalami penurunan. Selisih HIP biodiesel dan HIP solar bulan Desember
2023 mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya menjadi sebesar
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Rp672,14/liter (diluar Ongkos Angkut dan Pajak Pertambahan Nilai), namun
jumlah pembayaran insentif biodiesel tahun 2023 mengalami penurunan.
Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2023 sebesar 12.263.783
kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai 8.687.761 kiloliter.
Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada
tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan
khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan
nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selama kurun waktu
delapan tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari
15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada tahun 2016, dan 30
persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah
dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1
Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan
menjadi 35 persen (B35). Namun demikian, implementasi B35 tersebut belum
dilakukan secara penuh karena masih memerlukan relaksasi sehingga
implementasi B35 baru dimulai efektif per 1 Agustus 2023. Kebijakan B35
tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industry
dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat
devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir
sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi
emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

Perbandingan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai

dengan 31 Desember 2023 dengan 2022 adalah sebagai berikut:

NAIK
URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TURUN)
- 0a
Belanja Pegawai 75.365.706.480 286.876.871.853 -73,73%
Belanja Barang 769.524.146.280 706.380.398.640 8,94%
Belanja Modal 380.763.521.587 166.163.164.864 129,15%
Jumlah 1.225.653.374.347 1.159.420.435.357 5,71%
Belanja Barang BLU 36.446.898.436.930 -41,84%
21.198.274.724.570
Belanja Modal BLU 5.392.503.893 965,93%
57.480.360.598
Jumlah BLU 21.255.755.085.168 36.452.290.940.823 -41,69%
Pengembalian Belanja 1.374.016.894 296.870.161

Jumlah Netto

22.480.034.442.621

37.611.414.506.019

-40,23%
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B.3 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan
RP75.824.206.780 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Dan Rp286.815.947.635,00. Realisasi belanja sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar
dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena pengalihan gaji terpusat

periode tahun 2023.
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TUI\ILI:JII:I(] %
Belanja Gaji Pokok PNS Rp - | Rp 165.431.434.320 -100,00%
Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp - | Rp 2.810.136 -100,00%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Rp - | Rp 10.501.265.768 -100,00%
Belanja Tunj. Anak PNS Rp - | Rp 3.088.146.514 -100,00%
Belanja Tunj. Struktural PNS Rp - | Rp 9.836.030.000 -100,00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp - | Rp 1.491.560.000 -100,00%
Belanja Tunj. PPh PNS Rp - | Rp 454219505 |  -100,00%
Belanja Tunj. Beras PNS Rp -|Rp 8.676.278.340 -100,00%
Belanja Uang Makan PNS Rp  49.569.790.430 | Rp  54.577.732.970 -9,18%
'?‘Zi?;jr?c’irll;gi{nl)gzir;:rpencil PNS = = 40025000 100.00%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Rp “|Rp 714.560.000 -100,00%
Belanja Tunjangan Umum PNS Rp - | Rp 6.110.805.000 -100,00%
Belanja Uang Lembur Rp 25.795.918.050 | Rp 25.952.004.300 -0,60%
Jumlah Belanja Kotor Rp 75.365.708.480 | Rp 286.876.871.853 -73,73%
Pengembalian Belanja Pegawai Rp 41.501.700 | Rp 60.924.218 -31,88%

Jumlah Belanja 75.324.206.780 286.815.947.635 -73,74%

B.4 Belanja Barang
Belanja Barang Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai
kp21.967.174.121.430,00 dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

dan Rp37.153.042.889.627,00.
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Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2023 31 Desember 2022 (TTJII\QIIIJ(N)
%

Belanja Barang Operasional Rp 177.857.258.393 | Rp 172.733.136.787 2,97%

Belanja Barang Non Operasional | Rp 52.054.257.899 | Rp 35.118.973.883 48,22%

Belanja Persediaan Rp 15.686.598.322 | Rp 18.232.914.977 | -13,97%

Belanja Jasa Rp 105.957.924.700 | Rp 97.645.613.318 8,51%

Belanja Pemeliharaan Rp 300.299.224.948 | Rp 237.676.918.681 26,35%

Belanja Perjalanan Dalam Negeri | Rp 115.062.305.281 | Rp 143.565.883.082 | -19,85%
Belanja Perjalanan Luar Negeri Rp 2.150.487.399 | Rp 1.406.957.906

Jumlah Belanja Rp 769.068.056.942 | Rp 706.380.398.634 8,87%

Belanja Kontribusi dan Kompensag Rp - | Rp = 0,00%

Belanja Barang BLU Rp 21.198.730.813.910 | Rp 36.446.898.436.936 | -41,84%

Jumlah Belanja BLU Rp 21.198.730.813.910 | Rp 36.446.898.436.936 | -41,84%

Pengembalian Belanja Rp 624.749.422 | Rp 235.945.943 | 164,78%

Jumlah Belanja 21.967.174.121.430 37.153.042.889.627

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami
penurunan 40,87 persen dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan

tanggal 31 Desember 2022.

Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena realisasi penyaluran
belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan. Pada tahun 2023
selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel
mengalami penurunan. Selisih HIP biodiesel dan HIP solar bulan Desember
2023 mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya menjadi sebesar
Rp672,14/liter (diluar Ongkos Angkut dan Pajak Pertambahan Nilai), namun
jumlah pembayaran insentif biodiesel tahun 2023 mengalami penurunan.
Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2023 sebesar 12.263.783
kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai 8.687.761 Kkiloliter.
Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada
tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan
khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan
nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selama kurun waktu
delapan tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari
15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada tahun 2016, dan 30
persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah
dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1

Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan
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menjadi 35 persen (B35). Namun demikian, implementasi B35 tersebut belum
dilakukan secara penuh karena masih memerlukan relaksasi sehingga
implementasi B35 baru dimulai efektif per 1 Agustus 2023. Kebijakan B35
tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 jutakiloliter biodiesel bagi industry
dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat
devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir
sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi

emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton COZ2.

Selain itu, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 di
lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan akun khusus
penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp101.474.351,00 atau 39,74 persen
dari pagu anggaran sebesar Rp255.351.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19

Per 31 Desember 2023
31 DESEMBER 2023

ANGGARAN REALISASI

Belanja Barang Operasional - Penanganan
Pandemi COVID-19
Belanja Barang Persediaan - Penanganan

75.996.000 66.837.270 | 87,95

Pandemi COVID-19 10.546.000 10.165.680 | 96,39
]fgelan]a Jasa - Penanganan Pandemi COVID- 34.054.000 12.123.800 | 35,60
Jumlah 120.596.000 89.126.750 | 73,91

Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi 50.742.000 12.347.601 | 24,33

COVID-19
Egl\z;;ngllgsa BLU - Penanganan Pandemi 84.013.000 i
Jumlah BLU 134.755.000 12.347.601 9,16
Pengembalian Belanja - - -
Total Belanja 255.351.000 101.474.351 39,74
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Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
dan Rp36.446.898.436.936,00. Realisasi belanja
barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan
sebesar dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022.
Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena realisasi penyaluran
belanja penyaluran insentif biodiesel mengalami penurunan. Pada tahun 2023
selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP biodiesel
mengalami penurunan. Selisih HIP biodiesel dan HIP solar bulan Desember
2023 mulai mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya menjadi sebesar
Rp672,14/liter (diluar Ongkos Angkut dan Pajak Pertambahan Nilai), namun
jumlah pembayaran insentif biodiesel tahun 2023 mengalami penurunan.
Volume penyaluran biodiesel s.d. 31 Desember 2023 sebesar 12.263.783
kiloliter dimana volume biodiesel yang dibayar mencapai 8.687.761 kiloliter.
Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat dalam penyerapan CPO pada
tingkat hulu dan mengurangi impor minyak solar sehingga diharapkan mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor perkebunan
khususnya perkebunan kelapa sawit dan terealisasinya salah satu kebijakan
nasional utama Pemerintah yaitu Mandatori Biodiesel. Selama kurun waktu
delapan tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari
15 persen (B15) pada tahun 2015, 20 persen (B20) pada tahun 2016, dan 30
persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah
dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1
Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan
menjadi 35 persen (B35). Namun demikian, implementasi B35 tersebut belum
dilakukan secara penuh karena masih memerlukan relaksasi sehingga
implementasi B35 baru dimulai efektif per 1 Agustus 2023. Kebijakan B35
tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industry
dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat
devisa sebesar USD 10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir
sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi

emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton COZ2.
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Rp437.536.116.413,00

PWZMAAA ata1 Dos-Dos Realisasi AW

Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NAIK
URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 145.698.826.680 | Rp 133.899.241.143 8,81%
Belanja Barang Rp 11.301.528.454 | Rp 9.295.209.503 21,58%
Belanja Jasa Rp 46.948.434.957 | Rp 50.184.304.088 -6,45%
Belanja Pemeliharaan Rp 1.510.255.263 | Rp 1.535.835.224 -1,67%
Belanja Perjalanan Rp 36.060.685.265 | Rp 22.636.819.400 59,30%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Rp 20749.226.038.375 | Rp 36.164.055.179.838 -42,62%
Kelapa Sawit
Bellan]a Penyediaan Barang dan Jasa BLU Rp - rp ) )
Lainnya
Belanja Barang Persediaan Barang Rp 566.216415 | Rp 603.914.790 -6,24%
Konsumsi - BLU
Belanja Pengelolaan Dana Program Rp 207.406.480.901 | Rp 64.427.184472 | 221,92%
Lingkungan Hidup
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Rp 12347601 | Rp 133.466478 -90,75%
COVID-19
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi 0
COVID-19 Rp - | Rp 127.282.000 -100,00%
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan i ) )
Pandemi COVID-19 Rp Rp

Jumlah Belanja Rp 21.198.730.813.911 | Rp 36.446.898.436.936 -41,8%
Pengembalian Belanja Rp 456.089.332 -

36.446.898.436.936

Jumlah Belanja 21.198.274.724.579 Rp

Selain itu, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada
satuan kerja BLU lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah
menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar
Rp12.347.601,00 atau 9,16 persen dari pagu anggaran sebesar
Rp134.755.000,00 engan rincian sebagai berikut.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang Khusus Penanganan COVID-19
Per 31 Desember 2023

31 DESEMBER 2023

ANGGARAN REALISASI

Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi

COVID-19 Rp  50.742.000 | Rp 12.347.601

Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID| Rp  84.013.000 | Rp

Total Belanja Rp 134.755.000 Rp 12.347.601

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
dan Rp171.555.668.757,00. Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022
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INAIN

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TURUN)
Belanja Modal Tanah Rp 199.773.000 | Rp - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 195.294.503.102 | Rp  73.363.622.899 | 166,20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - R SR _ )
Penanganan Pandemi COVID-19 P P
Belanja Pemasangan Nilai Peralatan dan Mesin Rp 4.910.000
Belanja Perjalanan Nilai Peralatan dan Mesin Rp 1.238.000
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | Rp 182.867.283 | Rp 34.844.000 =
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp  54.844.936.119 | Rp 14.339.979.684 | 282,46%

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rp ~ 74.664.460.233 | Rp  50.794.161.822 | 46,99%

Belanja Modal Lainnya Rp  54.639.603.954 | Rp  26.290.590.750 | 107,83%
3:;3/?;3‘;’1“:&?},2“31 AsetTetap Lainnya | p ) 937.377.896 | Rp  1.333817.709 | -29,72%
Jumlah Belanja Rp 380.763.521.587 | Rp 166.163.164.864 | 129,15%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU Rp 17.240.566.051 | Rp 3.188.136.023 | 440,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU Rp  37.364.274.160
Belanja Modal Lainnya BLU Rp 2.875.520.387 | Rp 2.204.367.870 30,45%
Jumlah Belanja BLU Rp 57.480.360.598 | Rp  5.392.503.893 | 965,93%
Pengembalian Belanja Rp 707.765.772 | Rp - -

Jumlah Belanja Total Rp 437.536.116.413 Rp 171.555.668.757 155,04%

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami
peningkatan sebesar dibandingkan realisasi belanja modal
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan realisasi belanja modal
secara umum disebabkan karena kenaikan belanja modal peralatan dan mesin

dan belanja modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp199.773.000 dan Rp0,00. Terdapat kenaikan Belanja Modal Tanah di
KPPN Gorontalo.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

INAIN

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TURUN)

Belanja Modal Tanah Rp 199.773.000 | Rp = =

Jumlah Belanja Kotor Rp 199.773.000 | Rp - -

Pengembalian Belanja Modal Rp - Rp - -
Jumlah Belanja Rp 199.773.000 Rp - -
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Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp195.477.370.385,00 dan Rp73.404.614.899,00. Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
mengalami kenaikan sebesar 166,33 persen dibandingkan realisasi belanja
modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Kenaikan ini disebabkan karena adanya belanja peralatan komputer terbesar
pada satker Kantor Pusat DJPb.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NAIK
URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TURUN)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 195.294.503.102 | Rp 73.363.622.899 | 166,20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin R IR
- Penanganan Pandemi COVID-19 P P
Belanja Pemasangan Nilai
Peralatan dan Mesin Rp | Re 4.910.000
Belanja Perjalanan Nilai Peralatan
dan Mesin Rp Rp 1.238.000
Belanja Penambahan Nilai Rp 182.867.283 | Rp 34.844.000 | 424,82%
Peralatan dan Mesin

Jumlah Belanja Kotor Rp 195.477.370.385 | Rp 73.404.614.899 166,30%‘
Pengembalian Belanja Rp - Rp

Jumlah Belanja Rp 195.477.370.385 73.404.614.899 166,30%

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp128.801.630.580,00 dan Rp65.134.141.506,00. Realisasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 97,75
persen dibandingkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Kenaikan ini disebabkan karena adanya pembangunan gedung lingkup DJPb
yang terbesar pada satuan kerja Kanwil DJPb Prov Kalimantan Utara, KPPN
Sumbawa Besar dan satker KPPN Balige, serta belanja renovasi untuk gedung

satker lingkup D]Pb.

LK UAPPA E-1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED



Belanja Modal Lainnya

Rp55.576.981.850,00

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin-BLU
Rp17.240.566.051,00

PWZAAM ata1 Dos-Dos Realisasi AW

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 (TUI\II(?JIII\I() %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 54.844.936.119 | Rp 14.339.979.684 282,46%

g:ﬁ‘r’; g”;:;gi‘;ﬁir:r?ahan Nilai Rp 74664460233 | Rp 50.794.161822 46,99%

Jumlah Belanja Kotor Rp 129.509.396.352 | Rp 65.134.141.506 98,83%
Pengembalian Belanja Rp 707.765.772 | Rp

Jumlah Belanja

Rp 128.801.630.580

Rp 65.134.141.506

97,75%

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp55.576.981.850,00 dan Rp27.624.408.459,00. Realisasi Belanja Modal
Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan
sebesar 101,198 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 32

Desember 2022
URAIAN JENIS BELANJA 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER2022 NAIK
(TURUN) %
Belanja Modal Lainnya Rp  54.639.603.954 | Rp  26.290.590.750 |  100,00%
Belanja Penambahan Nilai
Aset Tetap Lainnya dan/atau | Rp 937.377.896 | Rp 1.333.817.709 -29,72%
Aset Lainnya
Jumlah Belanja Kotor Rp 55.576.981.850 | Rp 27.624.408.459 101,19%
Pengembalian Belanja Modal | Rp - Rp - -

55.576.981.850

Jumlah Belanja Rp

27.624.408.459 101,19%

B.5.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp17.240.566.051,00 dan Rp3.188.136.023,00. Realisasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar
440,77 persen dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Kenaikan belanja ini disebabkan karena peningkatan kebutuhan peralatan dan
mesin dalam rangka operasional perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU
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Belanja Modal Gedung
dan Bangunan-BLU
Rp37.364.274.160,00

Belanja Lainnya - BLU
Rp2.875.520.387,00

PWZMM ata1 Dos-Dos Realisasi A%%AMM

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 NAIK (;;URUN)
0
Belanja Modal Perlatan dan Mesin BLU | Rp 17.240.566.051 | Rp 3.188.136.023 440,77%
Jumlah Belanja Kotor Rp 17.240.566.051 | Rp 3.188.136.023 441%
Pengembalian Belanja Rp - Rp - 0,00%

Jumlah Belanja 17.240.566.051 Rp 3.188.136.023

B.5.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan BLU sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp37.364.274.160,00 dan Rp0,00. Terjadi peningkatan
belanja modal Gedung dan Bangunan BLU di Tahun 2023 karena Pembangunan
Gedung kantor Pusat Investasi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Dr.GSS]
Ratulangi No.17 Gondangdia, Mentang, Jakarta Pusat.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan-BLU
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 NAIK (;URUN)
0
gillz;n]a Modal Gedung dan Bangunan Rp 37.364274.160 | Rp
Jumlah Belanja Kotor Rp  37.364.274.160 | Rp - 0%
Pengembalian Belanja Rp - Rp - 0,00%

Jumlah Belanja 37.364.274.160

B.5.7 Belanja Lainnya BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp2.875.520.387,00 dan Rp2.204.367.870,00. Realisasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 30,45
persen dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Lainnya-BLU
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN 31 DESEMBER 2023 31 DESEMBER 2022 NAIK (;URUN)
0
Belanja Modal Lainnya BLU Rp 2.875.520.387 | Rp 2.204.367.870 30,45%
Jumlah Belanja Kotor Rp 2.875.520.387 | Rp 2.204.367.870 30%
Pengembalian Belanja Rp - Rp - 0,00%

Jumlah Belanja 2.875.520.387 Rp 2.204.367.870 30,45%
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Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp26.999.593,00

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp9.818.134.618,00

PM«MM wtas Dos-Dos Neraca

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.999.593,00 dan Rp7.721.142,00.
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan
dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa
UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas
Negara per tanggal neraca. Rincian per satker disajikan dalam lampiran
Laporan keuangan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPN Tanjung Redep per 31
Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp26.999.593 dan
Rp7.721.142 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan 31 Desember 2023 31 Desember 2022

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP Rp 26.999.593 | Rp 7.721.142

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9.818.134.618,00 dan
Rp5.882.390.135,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung
jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo
rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek
yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak
tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari
pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor dan GUP-Kartu Kredit
Pemerintah yang belum dibayarkan ke Bank Penerbit KKP.

Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp 56.293.769 | Rp 4.842.284.230
Kas lainnya di BLU R 9.761.840.849 | R 1.040.105.905

Uraian
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Kas pada BLU
Rp31.805.963.615.669,00

Investasi Jangka Pendek-
BLU
Rp8.867.103.195.682,00

\ijdmm« atas Dos-Dos Neraca

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.805.963.615.669,00
dan .Kas pada Badan Layanan Umum merupakan
kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas
pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa

Sawit, Pusat Investasi Pemerintah dan BPD Lingkungan Hidup.

Keterangan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Kas dan Bank BLU Rp 2.668.363.615.669 | Rp  1.526.704.394.286
Setara Kas Lainnya - BLU Rp 29.137.600.000.000 | Rp 23.030.600.000.000
Jumlah Rp 31.805.963.615.669 | Rp 24.557.304.394.286

Rincian per satker Kas pada badan layanan umum disajikan sebagai berikut:
Keterangan 31 Desember 2023

Kas dan Bank - BLU
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

Rp 2.149.863.002.696

KELAPA SAWIT
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP | Rp 87.639.043.227
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH Rp 430.861.569.746

Jumlah Rp 2.668.363.615.669

Setara kas Lainnya - BLU

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP | Rp 1.367.600.000.000
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

Rp 27.770.000.000.000

Jumlah Rp 29.137.600.000.000
Total Rp 31.805.963.615.669

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.867.103.195.682,00 dan

Investasi Jangka Pendek - BLU merupakan
pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional
BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi

hasil dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Investasi dapat dicairkan/dikonversi dalam bentuk uang dalam jangka

waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
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Belanja Dibayar Dimuka
Rp2.089.282.144.332,00

b.

C.

\ijdmm« atas Dos-Dos Neraca

Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan

Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdiri dari:

a.

b.

Pada bulan Desember 2019, BPDPKS melakukan pembelian Surat Berharga
Negara (SBN) tradeable seri FR0063 dan FR0065 dengan nilai penempatan
Rp190.700.000.000,00. Kemudian pada awal tahun 2020 melakukan
pembelian SBN tradeable seri FR0064, FR0065, FR0076, FR0080, FR0082,
dan FRO083 dengan nilai penempatan Rp1.003.206.376.776,00. Pada tahun
2022 BPDPKS melakukan pembelian kembali SBN tradeable seri FR0O070,
FR0O077, FR0091 dan FRO093 dengan nilai penempatan
Rp492.173.300.000,00 dan pada tahun 2023 melakukan pembelian SBN
tradeable seri FR0056, FR0070, FR0077, FR0082, FR0084, FR0095,
FR0096 dan FR0098 dengan nilai penempatan Rp2.353.435.918.906,00.
Pada tahun 2023 BPDPKS melakukan penjualan SBN tradeable seri
FR0063, FR0064, FR0065, FR0O076, FR0O080, FR0082 dan FR0083 dengan
nilai sebesar Rp934.907.400.000,00 melalui Bank Rakyat Indonesia
sebagai bank kustodian sehingga total SBN yang dimiliki menjadi
Rp3.104.608.195.682,00. Atas penempatan tersebut, dicatat sebagai SBN
available for sale. Deposito dengan jangka waktu s.d. 6 bulan sebesar
Rp5.800.000.000.000,00 ditempatkan pada BRI.

Nilai Investasi Jangka Pendek - BLU PIP per 31 Desember 2023 sebesar
Rp1.200.000.000.000 berbentuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022
BPDP Kelapa Sawit 7.667.103.195.682 2.000.580.076.776
Pusat Investasi Pemerintah 1.200.000.000.000 1.056.846.532.000

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.089.282.144.332,00 dan

. Belanja di bayar di muka merupakan hak yang

masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa

telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima
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Uang Muka Belanja

(prepayment)
Rp57.197.160,00

Pendapatan yang masih
harus diterima

Rp587.180.096.355,00

P%j:dédhﬂ« atas Dos-Dos Neraca

seluruhnya. Rekapitulasi Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai

berikut:
Keterangan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) Rp 2.089.282.144.332 | Rp 1.557.868.953.830
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka (prepaid) Rp - | Rp 2.099.077.799
Jumlah Rp 2.089.282.144.332 | Rp 1.559.968.031.629

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 masing-masing adalah sebesar Rp57.197.160,00 dan

. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka
atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan
menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi uang muka belanja pada Ditjen
Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun
Belanja Pegawai dibayar dimuka (prepaid). Pengertian dari Persekot Gaji
adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang
dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran
persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-
125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi
Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan PER-41/PB/2016
tanggal 19 Oktober 2016, maka transaksi Uang Muka Belanja (prepayment)
hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment)
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp587.180.096.355,00 dan

. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan
hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan
tagihannya kepada penerima jasa. Rekapitulasi Saldo Pendapatan yang masih

harus diterima disajikan sebagai berikut:
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Piutang Bukan Pajak
Rp256.205.006,00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih -Piutang Bukan
Pajak defisit
Rp252.138.939

Pw;ﬁc&/tm« wtas Dos-Dos Neraca

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2023
BPD Perkebunan Kelapa Sawit Rp 151.821.150.415 | Rp  123.487.459.403
Pusat Investasi Pemerintah Rp 22.669.258.455 | Rp 18.544.307.936
BPD Lingkungan Hidup Rp 412.678.574.318 | Rp  315.319.780.609
Kanwil DJPb Jawa Tengah Rp 5.219.000 | Rp 3.791.000
KPPN Purworejo Rp 139.500 | Rp -
Kanwil DJPb Kalimantan Timur Rp 5.754.667 | Rp -

C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 masing-masing  adalah  sebesar = Rp256.205.006,00 dan
Rp412.966.823,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan
namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal
dari Piutang PNBP sebesar Rp256.205.006,00 dan Piutang Lainnya sebesar
Rp0,00. Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Kanwil D]JPb Prov. Kepulauan Riau Rp 121.627.095 | Rp 117.540.595
KPPN Tangerang Rp 134.577.911 | Rp 10.915.846

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember
2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar
Rp252.138.939,00 dan Rp129.878.993,00. Penyisihan piutang tak tertagih -
piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing

debitur. Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan

Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang Nila;epli:it:l? gk Penyoi/:ihan Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar Rp - 0,5% Rp -
Kurang Lancar Rp - 10% Rp -
Diragukan Rp - 50% Rp -
Macet Rp 252.138.939 100% Rp 252.138.939
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Bagian Lancar TP/TGR
Rp12.000.000,00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Bagian
Lancar TP/TGR defisit
Rp60.000,00

Piutang dari kegiatan
operasional Badan
Layanan Umum
Rp6.446.545.338,00

Pw;ﬁdmm« wtas Dos-Dos Neraca

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-
masing adalah sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp12.000.000,00. Bagian
Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan
pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.
Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) disajikan sebagai berikut:

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022

KPPN Cirebon Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar
Rp60.000,00 dan Rp60.000,00.

Penyisihan piutang tak tertagih - Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur.

Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan sebagai
berikut:

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp 60.000 | Rp

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan operasional badan layanan umum per tanggal 31
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar
Rp6.446.545.338,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau

pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah
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Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Piutang
dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp32.232.727,00

Persediaan

Rp16.979.669.050,00

Pw;ﬁdmm« wtas Dos-Dos Neraca

diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rekapitulasi Saldo
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai
berikut:

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022

Piutang dari kegiatan Operasional Rp 6.446.545.338
Badan Layanan Umum

C.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan
Operasional BLU

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 masing-masing adalah sebesar Rp32.232.727,00 dan Rp0,00. Piutang
bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa
terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan
pembayarannya. Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai
berikut:

Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang -
Piutang dari kegiatan Operasional BLU Rp 82.232.727

C.14 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-
masing adalah sebesar Rp16.979.669.050,00 dan Rp17.374.861.469,00.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31

Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Persediaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Barang Konsumsi Rp 16.618.765.911 | Rp 16.980.555.095
Barang untuk Pemeliharaan Rp 360.903.139 | Rp 394.306.374
Persediaan Lainnya Rp - | Rp -
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Dana Bergulir

Rp1.299.899.736.679,00

Investasi Non Permanen
BLU
Rp8.019.775.521.545,00

Pesjebasan atas Por-Pos Neraca

Saldo Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp1.299.899.736.679,00 dan

.Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk
dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan

tujuan lainnya. Saldo Dana Bergulir ini merupakan milik satuan kerja BLU BPD

Lingkungan Hidup.
Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Dana Bergulir Rp 1.299.899.736.679 | Rp  1.332.605.202.696
Jumlah Rp 1.299.899.736.679 | Rp 1.332.605.202.696

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp8.019.775.521.545,00 dan . Investasi jangka
panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu
lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara
berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo
Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi
Pemerintah yang berupa penyaluran dana bergulir kepada Lembaga
Penyalur/Linkage untuk pembiayaan ultra mikro yang dijamin dengan piutang
secara fidusia. Terdapat selisih Rp27 karena pembulatan yang tidak bisa masuk
dalam aplikasi SAKTI. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada Satker

Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:
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Pesjebasan atas Por-Pos Neraca

Pegadaian Rp 25.592.859.683
PNM Rp 7.235.632.183.898
Koperasi Syariah Annisa Rp 40.000.000
KSPPS Bhakti Huria Syariah Rp 200.000.000
KSPPS Mandiri Sejahtera Rp 466.666.666
KSP Karya Baitul Mandiri Rp 41.400.000.001
Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Rp 12.898.210.561
LKMA Mojo Agung Rp 405.000.000
LKMA Tani Makmur Rp 225.000.000
PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (Syariah) Rp 2.776.666.663
KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI (Syariah) Rp 443.333.337
Kopdit Pelangi Kasih Rp 4.986.666.667
Koperasi Al Manar Rp 1.550.000.000
KSPPS RAYA BANDA MADANI Rp 27.850.000.003
KSPPS Artha Bahana Syariah Rp 8.027.586.209
KSP Jujur Utama Mandiri Rp 857.142.857
KSP Sila Mukti Rp 1.371.428.572
KSP Sari Sedana Bali Rp 1.714.285.714
KSP KUD Mintorogo Rp 8.000.000.000
KSPPS Abdi Kerta Rahaja Rp 3.733.333.334
KSP GUNA PRIMA DANA Rp 3.266.666.666
PT LKM Gentha Persada Rp 232.000.000
KSPPS BMT Mitra Umat Rp 2.320.000.000
KSU Gapoktan Al Basiko I1 Rp 1.200.000.000
KSPPS BMT Jati Rp 500.000.000
PT LKM Batang Rp 7.000.000.000
KSPPS Benteng Mikro Indonesia Rp 60.000.000.000
KSPPS Mitra Dhuafa Syariah Rp 32.000.000.000
Koperasi Jasa Karya Abadi Rp 4.500.000.000
KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Rp 11.680.000.000
KSP Permata Siaga Rp 800.000.000
KSPPS BMT Al Ishlah Rp 150.000.000
KSPPS BMT Ibaadurrahman Rp 3.080.000.000
Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri Rp 400.000.000
KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri Rp 510.000.000
KSPPS BMT Ayyasi Rp 380.000.000
BMT Niaga Utama Rp 1.200.000.000
BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera Rp 600.000.000
KSP Karya Mandiri Rp 625.000.000
BAV Rp 511.141.490.743
Direct Lending Rp 20.000.000

Jumlah Rp 8.019.775.521.572
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Investasi Jangka Panjang
Non Permanen Lainnya

Rp8.019.775.521.545,00

Dana Bergulir
Diragukan Tertagih
defisit
Rp261.801.663.542,00

PWWMM wtas Dos-Dos Neraca

C.17 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2023
dan 31 2022 adalah
Rp1.237.505.000.000,00 dan RpO0,00.

Desember masing-masing sebesar
Investasi jangka panjang non
permanen lainnya adalah aset yang tidak dimiliki secara berkelanjutan atau
dengan jangka waktu tidak lebih dari lima tahun. Saldo Investasi Jangka
Panjang ini merupakan milik satuan kerja BPDPKS yang berupa Investasi pada
Surat Utang Negara (SUN) dengan kategori Hold to Maturity (HTM) senilai
Rp1.237.505.000.000,00. SUN dengan kategori HTM diniatkan untuk dimiliki
sampai jatuh tempo, dimana sebesar Rp1.028.105.000.000,00 jatuh tempo
pada tahun 2024 dan senilai Rp209.400.000.000,00 akan jatuh tempo pada

tahun 2026.

C.18 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar Rp261.801.663.542,00
dan Rp167.148.325.297,00. Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih ini

merupakan milik satuan kerja BLU BPD Lingkungan Hidup dengan rincian

sebagai berikut:

Kualitas Piutang Nilai Dana Bergulir % Penyisihan Nilai Penyisihan
Lancar Rp 712.554.991.866 0,5% Rp 3.562.774.959,3
Kurang Lancar Rp 23.141.634.008 10% Rp 2.314.163.401
Diragukan Rp (9.011.634.414) 50% Rp  (4.505.817.207)
Macet Rp 260.430.542.389 100% Rp 260.430.542.389
Lunas Pokok Rp (31.295.137) -

Dana DNS dalam keadaan macet sebagai penambah akumulasi penyisihan

piutang tak tertagih dan pengurang ekuitas (tidak menambah Beban
Penyisihan) yang dicatat sesuai dengan Nota Dinas Direktur APK nomor ND-
1102/PB.6/2022 tanggal 9 November 2022 Nilai ini meliputi penyisihan untuk
piutang pembiayaan FDB Sektor Kehutanan dan dana DNS eks KLH.
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Investasi Jangka Panjang
Non Permanen Lainnya
Diragukan Realisasinya

Rp21.071.190.476,00

Investasi Non Permanen
BLU Bentuk Tagihan
Diragukan Tertagih
defisit
Rp40.372.794.275,00

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp1.862.811.088,00

Pesjebasan atas Por-Pos Neraca

Atas beberapa piutang yang macet tersebut, telah dilakukan pengajuan
penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 472
Debitur dengan jumlah nilai Rp128.124.895.418 dengan rincian nilai pokok
Rp91.874.084.708, bunga Rp34.952.310.972, dan denda Rp1.298.499.737.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp21.071.190.476,00 dan . Saldo Investasi Jangka Panjang ini
merupakan milik satuan kerja BPDPKS yang berupa Investasi pada Surat Utang

Negara (SUN).

Saldo Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih Per 31
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar defisit
Rp40.372.794.275,00 dan . Investasi Non Permanen
Badan Layanan Umum diragukan tertagih merupakan estimasi penyisihan
tidak tertagih atas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada penyalur
maupun linkage. Saldo ini merupakan milik satuan kerja BLU PIP dengan
rincian penyisihan dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 158/PMK.06/2021 sebagai berikut:

%

Kualitas Piutang Nilai Investasi o Nilai Penyisihan
Penyisihan
Lancar Rp 8.016.892.188.238 0,5% Rp 40.084.460.941,2
Kurang Lancar Rp 2.883.333.334 10% Rp 288.333.333,4
Diragukan Rp - 50% Rp
Macet Rp - 100% Rp
il e R BT e Rp 8.019.775.521.572 Rp 40.372.794.274,6
Piutang Tak Tertagih p 8023775522 p A0.572-79%.27%

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar
Rp1.862.811.088,00 dan . Tuntutan Perbendaharaan
adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan
Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per
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Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - TP/TGR
defisit
Rp1.828.396.488,00

PWWMM wtas Dos-Dos Neraca

debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rekapitulasi

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai

berikut:
No Satker 31 Desember 2023 31 Desember 2022
1 |Kantor Pusat DJPb Rp 1.845.811.088 | Rp 1.878.443.863
2 |KPPN Cirebon Rp 17.000.000 | Rp 29.000.000
C.22 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar Rp1.828.396.488,00
dan Rp1.639.612.264,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan
Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing
piutang. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan

sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang Nilali):li:;;?:glg Jk % Penyisihan Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR
Lancar Rp 17.000.000 0,5% Rp 85.000
Kurang Lancar Rp ° 10% Rp
Diragukan Rp 34.999.200 50% Rp 17.499.600
Macet Rp 1.810.811.888 100% Rp 1.810.811.888
C.23 Tanah

Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp9.179.987.122.830,00 dengan kuantitas 1,723,797m? dan
Rp9.072.828.813.486,00 dengan kuantitas 1,722,925mz2. Rincian Mutasi Aset
Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi

mutasi adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022 3.000.000.000
Mutasi tambah:
Pembelian 3.075.000.000

LK UAPPA E-1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED



Tanah
Rp9.179.987.122.830,00

Peralatan dan Mesin

Rp1.868.094.238.213,00

Pw;it&/:m« wtas Dos-Dos Neraca

Mutasi Kurang:

Revaluasi Aset (125.000.000)
Penghapusan

Saldo Per 31 Desember 2023 5.950.000.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023

Nilai Buku Per 31 Desember 2023 5.950.000.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai:

SALDO PER 1]JANUARI 2023 SALDO PER 31 Desember 2023
BERTAMBAH BERKURANG
JUMLAH JUMLAH NILAI JUMLAH JUMLAH
A
TANAH PERSIL 1.692.377 9.025.605.925.486,00 | 19.886 121.684.573.544 19.240 14.726.037.200 1.693.023 9.132.564.461.830,00
TANAH NON PERSI]i 23555 34.558.987.000,00 6 = = = 23.561 34.558.987.000,00
LAPANGAN | 6.993 12.663.901.000,00 220 199.773.000 = > 7213 12.863.674.000,00

C.24 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.868.094.238.213,00 dan
Rp1.636.741.890.276,00. Mutasi Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan
dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO PER 1 JAN 2023 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 Desember 2023
URAIAN JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI

ALAT BESAR DARAT

ALAT BANTU 541 58.562.654.080 38 4.078.342.779 37 2.795.246.450 542 59.845.750.409
e PR 1.199|  181.706.926.860 181 58.495.307.512 150 36.351.698.371 1.230 203.850.536.001
Q;ﬁ;gﬁg:u‘“\"‘ DERATAIAR 184 292.060.427 61 135.273.999 48 101.123.214 197 326.211.212
ALAT BENGKEL BERMESIN 29 2.049.225.506 1 4.518.314.400 - - 30 6.567.539.906
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 57 133.580.636 1 1.155.000 1 181.000 57 134.554.636
ALAT UKUR 477 1.338.154.445 17 49.890.000 12 35.640.000 482 1.352.404.445
ALAT PENGOLAHAN 7 43.656.000 7 43.656.000 2 ]
ALAT KANTOR 29.849 122.016.563.634 812 8.866.074.292 805 4.477.570.023 29.856 126.405.067.903
ALAT RUMAH TANGGA 97.050 292.152.866.748 7.321 48.036.205.379 3.628 11.673.159.812 100.743 328.515.912.315
ALAT STUDIO 4463  115.215.062.278 658 54.669.868.049 439 21.925.685.981 45682 147.959.244.346
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Gedung dan Bangunan

Rp2.188.851.669.204,00

P%j:dédhﬂ« atas Dos-Dos Neraca

—. SALDO PER 1 JAN 2023 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2023
JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI

ALAT KOMUNIKASI| 1.266 5.825.383.832 51 635.425.090 31 87.849.340 1.286 6.372.959.582

PERALATAN PEMANCAR 112 28.842.206.064 31 10.997.685.000 23 6.771.975.986 120 33.067.915.078

PERALATAN KOMUNIKASI

NAVIGASI

ALAT KEDOKTERAN 152 561.327.695 115 350.449.531 105 318.236.501 162 602.540.725

ALAT KESEHATAN UMUM 8 19.181.080 4 174.870.550 4 176.689.550 8 17.362.080

UNIT ALAT LABORATORIUM - g 32 76.342.290 32 76.342.290

UNIT ALAT LABORATORIUM

KIMIA NUKLIR

ALAT LABORATORIUM FISIKA

ey 1 438.450.000 1 438.450.000

ALAT LABORATORIUM

LINGKUNGAN HIDUP

SENJATA API

ALAT KHUSUS KEPOLISIAN - g 12 159.077.990 12 159.077.990

KOMPUTER UNIT 17.193 225.688.224.551 9.711  119.953.460.471| 5.651 66.765.833.994 | 21.253 278.875.851.028

PERALATAN KOMPUTER 12.101 601.573.198.965 1.994 82.938.794.486| 992 11.681.890.469 | 13.103 672.830.102.982

ALAT EKSPLORAS| GEOFISIKA

ALAT PENGEBORAN NON MESIN

SUMUR 4 172.326.000 - = = 8 4 172.326.000

ALAT DETEKSI - g 1 3.401.193 1 3.401.193

ALAT PELINDUNG 10 10.450.000 - E = B 10 10.450.000

ALAT SAR 19 98.310.000 19 58.875.000 15 45.000.000 23 112.185.000

ALAT KERJA PENERBANGAN - g 47 641.080.071 47 641.080.071

UNIT PERALATAN

RSO 6 55.207.800 6 55.207.800

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

DARAT

PERALATAN OLAH RAGA 80 484.187.475 42 591.637.090 1 500.000 121 1.075.324.565

TANDA PENGHARGAAN BIDANG

OLAH RAGA

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan telah direklasifikasi ke kode
barang yang sesuai. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada

Laporan Barang Milik Negara.

Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 adalah Rp2.188.851.669.204,00 dan
. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan

per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan 4.066 2.061.188.950.999 81 163.721.525.276 82 36.058.807.071 | 4.065 2.188.851.669.204
BANGUNAN GEDUNG
TEMPAT KERJA 907 1.450.963.629.152,00 15 93.872.217.865 17 15.796.253.534 905 1.529.039.593.483,00
BANGUNAN GEDUNG
TEMPAT TINGGAL 2.958 571.082.488.944,00 61 68.450.395.173 61 20.012.859.537 | 2.958 619.520.024.580,00
TUGU/TANDA BATAS 201 39.142.832.903,00 5 1.398.912.238 4 249.694.000 202 40.292.051.141,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 disajikan pada

Laporan Barang Milik Negara.
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Jalan. Irigasi dan
Jaringan

Rp1.114.536.000,00

Aset Tetap Lainnya
Rp12.881.015.778,00

ihu~jd&zuxu atas Dos-Dos Neraca

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.114.536.000,00 dan

. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

MUTASI SALDO PER 31 DESEMBER
2023

SALDO PER 1 JANUARI 2023
URAIAN BERTAMBAH BERKURANG

JML NILAI JML  NILAI  JML  NILAI

Jalan dan Jembatan 1.463.875 479.879.000 - - - - 1.463.875 479.879.000
JALAN 1.463.801 479.879.000 = = - = 1.463.801 479.879.000
JEMBATAN 74 - - - - - 74 -
Irigasi 7 133.819.000 - - - - 7 133.819.000
BANGUNAN AIR IRIGASI 3 26.979.000 - - - - 3 26.979.000
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 1 4.671.000 - - - - 1 4.671.000
BANGUNAN AIR KOTOR 3 102.169.000 = = = = 3 102.169.000
Jaringan 5 500.838.000 - - - - 5 500.838.000
INSTALASI GARDU LISTRIK 3 463.219.000 - - - - 3 463.219.000
JARINGAN AIR MINUM 2 37.619.000 2 37.619.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 disajikan

pada Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 adalah Rp12.881.015.778,00 dan . Rincian Aset
Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp11.490.150.385,00
dan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp1.390.865.393,00. Aset Tetap
Renovasi adalah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari pengakuan belanja
modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satuan kerja. Mutasi transaksi

aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:
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Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp
37.863.584.959,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap defisit
Rp2.091.517.794.503,00

ijdﬁw wtas Dos-Dos Neraca

DO DO
0 D 0

Aset Tetap Renovasi 30( 10.675.172.282| 10( 5.785.335.175| 30| 4.970.357.072 10 | 11.490.150.385
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI

GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI 26| 5.033.694.826 6| 5.109.197.922| 25|4.766.719.702 7 5.376.173.046
;AEL,:C’;‘VI:;?ASI B RN ALY 2 144.058.750 2| 144.058.750

ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI 2| 5497418706 4| 676.137.253 3 59.578.620 3 6.113.977.339
Aset Tetap Lainnya 5713 1.380.901.094 3 9.964.299 = -| 5716 1.390.865.393
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 5.509 729.592.244 = = 5.509 729.592.244
KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN 105 233.149.900 = = 105 233.149.900
BARANG BERCORAK KESENIAN 93 352.230.550 3 9.964.299 96 362.194.849
ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 6 65.928.400 6 65.928.400

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 disajikan pada Laporan
Barang Milik Negara.

C.28 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp37.863.584.959,00 dan
. Saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan

pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai

sampai dengan tanggal neraca. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No. Uraian Nilai
1 |Kanwil Prov Papua Barat Rp 564.401.362
2 |Kantor Pusat DJPb Rp 1.899.768.753
3 |KPPN Jakartal Rp 394.193.149
4 |KPPN Surakarta Rp 69.247.000
5 |KPPN Sumbawa Besar Rp 6.481.368.109
6 |Kanwil DJPb Prov NTT Rp 31.931.346
7 |Kanwil DJPb Prov Kalimantan Timuy Rp 28.422.675.240

C.29 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 adalah masing-masing defisit Rp2.091.517.794.503,00 dan
. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan

kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset
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Aset Tak Berwujud
Rp875.112.569.306,00

P%j:dédhﬂ« atas Dos-Dos Neraca

Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah

sebagai berikut:
No Aset Tetap Nilai Perolehan AKm. Penyusutan Nilai Buku
1 |Peralatan dan Mesin Rp 9.072.828.813.486 | Rp 1.487.452.858.179 | Rp 7.585.375.955.307,00
2 |Gedung dan Bangunan Rp 1.636.741.890.276 | Rp 603.296.768.540 | Rp  1.033.445.121.736,00
3 |Jalan Irigasi dan Jaringan | Rp 1.114.536.000 | Rp 652.491.209 | Rp 462.044.791,00
4 |[Aset Tetap Lainnya Rp 12.056.073.376 | Rp 115.676.575 | Rp 11.940.396.801,00
Akumulasi Penyusutan Rp 10.722.741.313.138 | Rp  2.091.517.794.503 | Rp 8.631.223.518.635,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada

Laporan Barang Milik Negara.

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 adalah Rp875.112.569.306,00 dan

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki,
tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak
Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember
2015 berlaku mulai TA 2016. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember
2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022 846.281.903.677
Mutasi tambah:
Pembelian 55.270.971.621
Saldo Per 31 Desember 2023 901.552.875.298
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023 26.440.305.992
Nilai Buku Per 31 Desember 2023 875.112.569.306
No. Uraian Nilai
1 |Software Rp 349.569.740.580
2 |Lisensi Rp 525.497.939.726
3 |Aset Tak Berwujud Lainnya Rp 44.889.000
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Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan

Rp1.348.604.387,00

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya

Rp21.009.926.971,00

Dana Kelolaan Badan
Layanan Umum

Rp13.112.690.253.718,00

Pw;idwmm wtas Dos-Dos Neraca

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

MUTASI PER 31 DESEMBER

1 JANUARI 2023 2023

BERTAMBAH BERKURANG

NILAI JML NILAI NILAI

Software 358| 372.679.933.752 2| 1.962.036.000| 80| 25.072.229.172 280 | 349.569.740.580
ASET TAK BERWUJUD 358 372.679.933.752 2| 1.962.036.000| 80| 25.072.229.172| 280 | 349.569.740.580
Lisensi 7.432( 473.557.080.925| 28| 53.308.935.621 2 1.368.076.820 | 7.458 | 525.497.939.726
ASET TAK BERWUJUD 7.432| 473.557.080.925| 28| 53.308.935.621 2 1.368.076.820 | 7.458 | 525.497.939.726
Aset Tak Berwujud Lainnya 1 44.889.000 - - - - 1 44.889.000
ASET TAK BERWUJUD 1 44.889.000 - - - - 1 44.889.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 disajikan dalam Laporan

Barang Milik Negara.

C.31 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 adalah Rp1.348.604.387,00 dan Rp0,00.

C.32 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.009.926.971,00 dan Rp0,00.

C.33 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.112.690.253.718,00 dan
Rp7.118.197.617.793,00. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2023 berasal
dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, yaitu dana
yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU
dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan
tujuan utama pembentukan BLU. Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31
Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

1 |Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikary Rp 12.317.687.803.718

2 |Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU Rp 795.002.450.000
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Aset Lain-Lain

Rp30.795.913.946,00

Akumulasi Penyusutan

dan Amortisasi Aset

Lainnya defisit

Rp614.689.075.224,00

P%j:dédhﬂ« atas Dos-Dos Neraca

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah
Rp30.795.913.946,00 dan . Aset Lain-lain merupakan
Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak
lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap. Mutasi

aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

MUTASI
1JANUARI 2023 PER31 DESEMBER 2023
BERTAMBAH BERKURANG

NILAI NILAI

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 3.249| 25.264.635.498| 4.769( 44.992.440.549| 4.855| 39.461.162.101| 3.163 30.795.913.946
TANAH PERSIL 200 92.228.000 200 92.228.000
ALAT BANTU 6 66.664.000 23 1.149.979.518 14 727.045.344 15 489.598.174
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 10 736.139.501 71 7472.774.872 61 6.362.769.660 20 1.846.144.713
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 3 4.733.740 2 1.015.300 3 2.565.200 2 3.183.840
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 3 4.635.000 1 181.000 1 181.000 3 4.635.000
ALAT UKUR 1 1.650.000 = = 1 1.650.000

ALAT KANTOR 714 3.647.741.971 565 2.912.281.952 688 2.944.004.937 591 3.616.018.986
ALAT RUMAH TANGGA 1744 4.720.830.243 2.158 5.469.656.267 2424 4.994.822.090 1478 5.195.664.420
ALAT STUDIO 73 6.387.472.271 209 3.159.551.517 200 2.324.363.807 82 7.222.659.981
ALAT KOMUNIKASI 220 422273147 31 87.849.340 42 123.133.152 209 386.989.335
PERALATAN PEMANCAR - - 1 935.000 1 935.000

ALAT KEDOKTERAN 1 200.000 B B 1 200.000

ALAT KESEHATAN UMUM - - 1 3.500.000 1 3.500.000

KOMPUTER UNIT 207 4.179.233.907 905 10.298.616.807 857 9.867.957.794 255 4.609.892.920
PERALATAN KOMPUTER 222 4.444.529.488 579 5.170.167.476 543 4.712.976.617 258 4.901.720.347
PERALATAN OLAH RAGA - - 1 500.000 1 500.000

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 3 409.980.000 6 6.442.680.000 5 5.070.103.000 4 1.782.557.000
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 7 179.300.000 16 2.730.523.500 12 2.324.454.500 11 585.369.000
JARINGAN LISTRIK 1 13.397.000 = = = - 1 13.397.000
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 30 1.930.230 B B B B 30 1.930.230
BARANG BERCORAK KESENIAN 4 43.925.000 = = = = 4 43.925.000

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan dalam Laporan Barang

Milik Negara.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing defisit sebesar
Rp614.689.075.224,00 dan . Rekapitulasi akumulasi
penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

per 31 Desember 2023
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Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp144.007.613.353,00

Pendapatan Diterima di
Muka
Rp1.186.095.245,00

Aset Lainnya

Nilai Perolehan

P%j:dédhﬂ« atas Dos-Dos Neraca

AKkm. Penyusutan

Nilai Buku

Software Rp 372.679.933.752 | Rp 347.909.783.524 | Rp 24.770.150.228
Lisensi Rp 473.557.080.925 | Rp 237.718.201.889 | Rp 235.838.879.036
Jumlah Rp 846.237.014.677 | Rp 585.627.985.413 | Rp 260.609.029.264

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam Operasi

Rp 25.264.635.498

Rp 29.061.089.811

Rp  (3.796.454.313)

Pemerintahan

Aset Tak Berwujud yang tidak
digunakan dalam Operasional Rp
Pemerintahan

197.478.400 | Rp - | Rp 197.478.400

Jumlah Rp 25.462.113.898 | Rp 29.061.089.811 | Rp (3.598.975.913)

Total Rp 871.699.128.575 | Rp 614.689.075.224 | Rp 257.010.053.351

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 masing-masing sebesar Rp144.007.613.353,00 dan

. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang
masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan
kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
1 (Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Rp 257.173.200 | Rp 306.095.000
2 |Belanja Barang yang masih harus dibayar Rp 119.661.380.738 | Rp  15.391.572.100
3 |Belanja Modal yang masih harus dibayar Rp - | Rp -
4 Pengeluaran Transito yang Masih Harus

Dibayar
5 |Utang kepada Pihak Ketiga BLU
6 |Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Rp 14.327.218.566 | Rp 4.840.706.630
7 |Dana Pihak Ketiga
8 |Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU Rp 9.761.840.849 | Rp 897.231.766

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 sebesar Rp1.186.095.245,00 dan . Pendapatan

Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara,
namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal
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Uang Muka dari KPPN
Rp26.999.593,00

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp1.227.820,00

Utang Jangka Panjang
BLU kepada BUN
Rp22.411.294.321.466,00

Pesjebasan atas Por-Pos Neraca

Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan

Keuangan.

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
masing-masing sebesar Rp26.999.593,00 dan . Uang Muka
dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan
(TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau
dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang
Muka dari KPPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal

pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 sebesar Rp1.227.820,00 dan . Utang Jangka Pendek
Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal
pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran
per 30 September 2023. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran

Laporan Keuangan.

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 sebesar Rp22.411.294.321.466,00 dan

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas
penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi
Pemerintah. Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Satker BLU 31 Desember 2023 31 Desember 2022
BPD Lingkungan Hidup Rp (12.411.294.321.466)| Rp 5.091.091.871.466
Pusat Investasi Pemerintah Rp (10.000.000.000.000) | Rp 10.000.000.000.000
Jumlah Rp (22.411.294.321.466)| Rp 15.091.091.871.466
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Pesjebasan atas Por-Pos Neraca

Ekuitas
Rp55.683.703.776,00 Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing
sebesar Rp55.683.836.703.776,00 dan

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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Pendapatan PNBP Rp
35.590.590.605.767,00

Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp
35.590.590.605.767,00 dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang bersumber dari
pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan
dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan. PNBP pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang

terdiri dari:

31 Desember 31 Desember (T]:Jl?:ll:l)
2023 2022 %

Pendapatan Investasi 348.480.003.336 248.166.567.502 40,42%
::\:‘v?tapata” Dana Perkebunan Kelapa 32.399.764.962.743 | 34.715.185.248.903 -6,67%
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus 212.684.886.916 12.899.080.777 | 1548,84%
Lainnya

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- 224.703.422.899 71.485.033.447 | 214,34%
Lembaga/Badan Usaha -

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU | 2.401.961.676.116 | 1.165.508.058.454 | 106,09%
Pendapatan Lain-lain BLU 550.581.635 2.082.015.800 -73,56%
Penda.patan Pe.nJuaIan Hasil Produksi 213.849.380 102.233.000 109,18%
Non Litbang Lainnya

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan 1.620.274.397 2.893.104.686 |  -44,00%
Bangunan

Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, - 26.567.771 -100,00%
Gedung, dan Bangunan

Pendapatan Denda Penyelesaian 309.217.868 476.100.615 | -35,05%
Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Anggaran Lain-lain 301.730.477 92.000.000 227,97%

35.590.590.605.767 36.218.862.875.413

-1,73%

Realisasi Pendapatan PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
mengalami penurunan sebesar 1,73 persen dibandingkan realisasi
pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Penurunan nilai
pendapatan mayoritas berasal dari turunnya pendapatan dana perkebunan
kelapa sawit.

Hal ini disebabkan karena perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas
ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan
Ketiga atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan,

yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 ditetapkan tarif terendah USD 0 s.d.
55 untuk pengenaan harga Crude Palm Oil (CPO) dibawah atau sama dengan USD
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Beban Pegawai

Rp220.973.294.660,00

Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

680/ton dan tarif tertinggi sebesar USD 240 untuk pengenaan harga CPO diatas
USD 1430/ton. Adanya perubahan kebijakan dasar penetapan Harga Referensi
CPO Kementerian Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2022
dimana sebelumnya mengggunakan dua harga CPO tertinggi namun sekarang
menggunakan harga CPO median dan harga CPO yang paling mendekati median
(Harga CPO CIF Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia) serta
perkembangan harga CPO yang cenderung mengalami penurunan karena telah
pulihnya suplai minyak nabati pesaing dan penurunan permintaan dari beberapa
negara menyebabkan realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(424138) menurun menjadi sebesar Rp32.399.764.962.743,00 atau turun 6,67
persen dari estimasi pendapatan tahun lalu.

Selain itu, terjadi kenaikan pendapatan untuk satuan kerja non BLU

merupakan pendapatan bunga pengelolaan rekening perbankan pada satker

Kantor Pusat DJPb.

D.2 Beban Pegawai
Saldo Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp220.973.294.660,00 dan
. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik
dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian
Beban Pegawai untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 31 Desember Naik
2023 2022 (Turun)%

Beban Gaji Pokok PNS 164.762.397.720 -100,00%
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS - 38.842.500 -100,00%
Beban Pembulatan Gaji PNS 2.801.184 -100,00%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS - 26.070 -100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS - 79.652 -100,00%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 10.437.787.648 -100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS - 738.846 -100,00%
Beban Tunj. Anak PNS 3.066.623.786 -100,00%
Beban Tunj. Struktural PNS 9.836.030.000 -100,00%
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS - 2.140.000 -100,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS 1.491.560.000 -100,00%
Beban Tunj. PPh PNS 454.219.505 -100,00%
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Beban Persediaan

Rp15.571.035.582,00

Beban Barang dan Jasa
Rp20.926.320.742.713,0
0

Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

Beban Tunj. Beras PNS 8.676.278.340 -100,00%
Beban Uang Makan PNS 49.468.474.430 54.382.776.920 -9,04%
Pengembalian Beban Uang Makan PNS 12.999.350 6.856.800 89,58%
{B_zll:)::nz:ryi\llgaerah Terpencil/Sangat 40.025.000 -100,00%
Terpenti sangat Terpend R 10000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 714.560.000 -100,00%
E:gﬁ:n;:;lian Beban Tunjangan Khusus 1.120.000 -100,00%
Beban Tunjangan Umum PNS 6.110.805.000 -100,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 7.850.000 -100,00%
Pengembalian Beban Uang Lembur 28.502.350 3.120.350 813,43%
Beban Uang Lembur 25.848.312.250 25.954.789.300 -0,41%
Beban Gaji dan Tunjangan 145.698.009.680 133.899.241.143 8,81%

220.973.294.660

419.768.971.328

-47,36%

D.3 Beban Persediaan
Saldo Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
adalah Rp15.571.035.582,00

.Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

masing-masing sebesar dan

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang
hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian
Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

sebagai berikut:

Naik
31 Desember 2023 (Turun)%

Uraian 31 Desember 2022

Beban Persediaan konsumsi 15.571.035.582 19.128.041.784 -18,60%

Jumlah 15.571.035.582 19.128.041.784 ‘ -18,60%

D.4 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

adalah  masing-masing sebesar = Rp20.926.320.742.713,00 dan
. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas

jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban

Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

sebagai berikut:
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Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

Uraian 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 Nalke
(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran 120.136.613.862 114.253.300.163 5,15%
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran -1.999.298 -10.012.876 -80,03%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 5.798.193.359 0 100,00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.911.327.432 1.995.728.898 45,88%
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas -89.000 -910.000 -90,22%
Pos Pusat
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 29.940.349.200 31.261.520.750 -4,23%
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan -9.803.300 -70.000 13904,71%
Kerja
Beban Barang Operasional Lainnya 19.001.171.369 23.755.679.636 -20,01%
Pe.ngemballan Beban Barang Operasional -445.280 1.283.144 -65.30%
Lainnya
Beban Barang Operasional - Penanganan o
Pandemi COVID-19 66.837.270 1.467.554.020 -95,45%
Beban Bahan 42.774.838.140 27.693.773.791 54,46%
Pengembalian Beban Bahan -1.380.500 -10.000 13705,00%
Beban Honor Output Kegiatan 4.616.330.000 4.944.525.000 -6,64%
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan -72.547.500 -33.115.000 119,08%
Beban Barang Non Operasional Lainnya 4.376.276.509 2.006.211.113 118,14%
Pe.ngembalian Beban Barang Non Operasional -3.300.000 550,401 499,56%
Lainnya
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 286.813.250 473.593.979 -39,44%
Beban Langganan Listrik 36.833.315.173 33.302.115.795 10,60%
Pengembalian Beban Langganan Listrik -1.097.452 -38.625.552 -97,16%
Beban Langganan Telepon 3.934.535.975 3.826.463.349 2,82%
Pengembalian Beban Langganan Telepon -53.391 -1.542.012 -96,54%
Beban Langganan Air 3.016.453.293 2.760.990.267 9,25%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 523.185.898 1.641.639.285 -68,13%
Pe.ngemballan Beban Langganan Daya dan Jasa 5.863.328 -100,00%
Lainnya
Beban Jasa Konsultan 75.750.000 6.105.452.000 -98,76%
Beban Sewa 5.364.261.697 3.722.133.142 44,12%
Beban Jasa Profesi 5.307.194.895 4.557.971.250 16,44%
Pengembalian Beban Jasa Profesi -855.000 -1.133.500 -24,57%
Beban Jasa Lainnya 52.361.731.989 40.838.938.353 28,22%
Pengembalian Beban Jasa Lainnya -115.500.000 -100,00%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 12.123.800 841.337.404 -98,56%
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan . : "
Pandemi COVID-19 900.000 100,00%
Beban Barang 11.717.658.497 9.477.893.256 23,63%
Beban Jasa 47.944.587.402 53.109.668.396 -9,73%
SBae"/’vj’t“ Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa 20.321.993.935.922 |  32.986.289.742.163 -38,39%
gfgj; Pengelolaan Dana Program Lingkungan 207.406.480.901 64.427.184.472 221,92%
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi o
COVID-19 12.347.601 133.466.478 -90,75%
lfgban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID- 127.282.000 -100,00%

Jumlah 20.926.320.742.713 33.418.804.649.147 -37,38%
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Beban Pemeliharaan

Rp302.501.989.112,00

Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 mengalami
penurunan sebesar 37,38 persen dibandingkan realiasasi per 31 Desember
2022. Di dalam Beban Barang dan Jasa tersebut terdapat beban untuk
penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp79.184.871,00. Rincian beban
untuk penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2023

sebagai berikut:

31 Desember 2023

Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Rp 66.837.270
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Rp -
Jumlah Rp 66.837.270
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 Rp 12.347.601
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 Rp -
Jumlah BLU Rp 12.347.601
Pengembalian Beban Rp -
Total Belanja Rp 79.184.871

D.5 Beban Pemeliharaan
Saldo Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp302.501.989.112,00 dan
Rp239.957.908.760,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang
sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharan untuk 31 Desember
2023 dan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,06 persen

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022 il
(Turun)%
Pengembalian Beban Pemeliharaan } o
Gedung dan Bangunan ) U7 ooz
Beban Pemeliharaan Gedung dan o
Bangunan 53.138.417.123 51.584.004.950 3,01%
Beban Pemeliharaan Gedung dan 3.241.181.441 3.583.197.194 -9,54%
Bangunan Lainnya
Pengembalian Beban Pemeliharaan ) ; o
Gedung dan Bangunan LnuE Loz
,?Ait:: Pemeliharaan Peralatan dan 243.919.626.384 182.508.216.537 33,65%
Pengembalian Beb_em Pemeliharaan ) 7.819.000 1.215.855 -543,09%
Peralatan dan Mesin
Beban Pemeliharaan 1.570.750.263 1.535.835.224 2,27%
Beban Persediaan bahan untuk 639.832.901 756.971.682 -15,47%
emeliharaan

302.501.989.112

LK UAPPA E-1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
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Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

Beban Perjalanan Dinas P),6 Beban Perjalanan Dinas
Rp150.633.639.040,00 _ _
Saldo Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
adalah masing-masing sebesar Rp150.633.639.040,00 dan
. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang
terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022 WK
(Turun)%

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa _ 54.056.569 -8.833.303 511,96%
Beban Perjalanan Biasa 93.179.075.051 84.269.997.518 10,57%
Pengembalian Beban Perjalanan . : 0
Dinas Dalam Kota 1.098.000 890.000 23,37%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.076.805.160 3.652.248.000 39,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket o
Meeting Dalam Kota 10.715.197.770 33.234.590.755 -67,76%
Pengembalian Beban Perjalanan

Dinas Paket Meeting Dalam - 7.470.000 -4.590.000 62,75%
Beban Perjalanan Dinas Paket o
Meeting Luar Kota 6.091.227.300 22.409.046.809 -72,82%
Pengembalian Beban Perjalanan

Dinas Paket Meeting Luar Kota = 560.000 -1.800.000 -68,89%
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 2.150.487.399 1.406.957.906 52,85%
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa . 5.685.800 ol -

- Luar Negeri T

Beban Perjalanan 33.489.716.729 22.636.819.400 47,94%

150.633.639.040 167.593.547.085 -10,12%

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami
penurunan sebesar 10,12 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember
2022 dikarenakan berkurangnya kegiatan paket meeting dalam kota dan luar

kota
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Beban Penyusutan dan
Amortisasi

Rp312.966.366.427,00

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp103.401.534.071,00

Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp312.966.366.427,00 dan
Rp298.675.373.107,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk
mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan
manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan
Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022 sl
(Turun)%

I\Bllil;?r? Penyusutan Peralatan dan 162.570.810.647 147.764.727.471 10,02%
Beban Penyusutan Gedung dan 95.161.513.076 95.742.643.688 -0,61%
Bangunan

Beban Penyusutan Jalan dan 34.781.749 79.937.565 56,49%
Jembatan T T i
Beban Penyusutan Irigasi 4.386.459 6.272.367 -30,07%
Beban Penyusutan Jaringan 12.834.442 12.834.442 0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2.491.075 2.830.000 11,98%
Beban Amortisasi Software 4.177.059.966 9.056.049.641 -53,88%
Beban Amortisasi Lisensi 50.749.126.065 45.799.845.528 10,81%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

yang tidak digunakan iy g

Beban Penyusutan Penyusutan Aset e PO LGE 11,799
Tetap yang Tidak S oo 10270

312.966.366.427 298.675.373.107

4,78%

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp103.401.534.071,00
dan Rp48.805.993.969,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam
suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023 31 Desember 2022 LELS
(Turun)%

Uraian
Beban Penyisihan Piutang PNBP - 7.489.859 -100,00%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya - 1.402.119 722.062 -294,18%
Beban Penyl's|han Piutang BLU Pengelola 95.995.937 444 50.639.834.696 89,57%
Dana Bergulir
Beban P'eny|5|han Piutang BLU Pengelola 32.172.368 |
Dana Lainnya
stban Peny!5|han Piutang Tidak Tertagih — 60.359
Piutang Kegiatan
Beban Investasi Non Permanen BLU 7.171.349.020 | - 1.757.891.953 | -507,95%
Bentuk Tagihan Diragukan
Beban PenY|S|han Piutang Tidak Tertagih 203.416.999 _ 84.160.695 -341,70%
Jangka Panjang -
Jumlah 103.401.534.071 48.805.993.969 111,86%
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Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Surplus

Rp96.867.632.624,00

Surplus/Defisit LO Rp
13.655.089.636.786,00

Pesjelasan atas Pos-Pos laperan Operasional

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember
2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar surplus
Rp96.867.632.624,00 dan surplus Rp96.211.263.310,00. Pos
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan
beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember

2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan dari Kegiatan Non

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022 REK
(Turun)%

eI STp e [HE TR oE A (el 2.375.416.012 4.600.313.586 -48,36%
Lancar

Pendapatan dari Penjualan Tanah, 245.770.774 30.335.674 710,17%

Gedung, dan Bangunan

Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin 1.660.203.565 2.476.184.882 -32,95%

Pendapatan dari o

Pemindahtanganan BMN Lainnya 469.441.673 2.093.793.030 -77,58%
Beban dari Pelepasan Aset Non -5.752.304.252 -7.364.724.713 -21,89%
Lancar

Beban Pelepasan Aset -5.752.304.252 -7.364.724.713 -21,89%

0,
Operasional Lainnya 100.433.320.167 100.363.623.208 0,07%
Penerimaan Kembali Belanja
Barang BLU Tahun Anggaran 100.016.253.800 99.637.531.993 0,38%
Yang
Pendapatan Penyelesaian Ganti : o
Kerugian Negara Terhadap 0 277.144.640 100,00%
Penerimaan Kembali Belanja o
Pegawai Tahun Anggaran Yang 255.816.900 331.282.395 -22,78%
Penerimaan Kembali Belanja 0
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 149.333.057 116.929.180 27,71%
Pendapatan Perolehan Aset 0 735.000 -100,00%
Lainnya : B
Pendapatan Setoran dari Sisa
Utang Non TP/TGR Pensiunan 7.625.560 0 -
PNS
Pendapatan Penyesuaian Nilai 4.290.850 0 .
Persediaan T
Beban dari Kegiatan Non -188.799.303 -1.387.948.771 -86,40%
Operasional Lainnya
Beban Persediaan Rusak/Usang -188.722.903 -1.387.948.771 -86,40%
Beban Penyesuaian Nilai
Persediaan -76.400 0 )

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional

96.867.632.624 96.211.263.310

0,68%

D.10 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk 31 Desember 2023 dan 31
2022 adalah masing-masing

Rp13.655.089.636.786,00 dan surplus sebesar Rp1.702.339.653.543,00.

Desember surplus sebesar
Pos Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional serta Pos Luar Biasa.
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Ekuitas Awal

Rp40.653.782.064.617,00

Surplus/Defisit LO Defisit
Rp13.655.089.636.786,00

Koreksi Yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas Rp756.477.974,00

Transaksi Antar Entitas
surplus

Rp1.374.208.524.399,00

Pesjelasan atas Por-Pos Laporan Perdabian Eluitar

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah
masing-masing sebesar dan

Rp38.057.945.123.283,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Saldo Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022 adalah sebesar dan surplus
sebesar Rp1.702.339.653.543,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih
kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non

operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Saldo Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk 31 Desember
2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar defisit
dan Rp(231.788.347.392,00). Koreksi yang
menambah ekuitas sebesar Rp756.477.974,00 merupakan koreksi nilai aset
tetap non revaluasi sebesar Rp(20.035.435,00) dan koreksi kurang nilai
persediaan sebesar Rp(252.230.220,00) serta lain-lain sebesar
Rp1.028.743.629,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31

Desember 2022 adalah masing-masing sebesar surplus
dan Rp1.125.285.635.183,00. Rincian

Transaksi Antar Entitas sebagai berikut.
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Pesjelasan atas Por-Pos Laporan Perdabian Eluitar

=

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp 1,224,279,359,447 |Rp 1,159,123,565,190

2 |Diterima dari Entitas Lain Rp (6,034,270,146) | Rp (14,079,954,743)

3 |Transfer Keluar Rp (112,143,874,183)| Rp (64,855,459,022)
4 |Transfer Masuk Rp 266,395,049,193 | Rp 45,081,248,658
5 |Pengesahan Hibah Langsung | Rp 1,712,260,088 | Rp 16,235,100

Jumlah Rp 1,374,208,524,399 Rp 1,125,285,635,183

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto belanja;

2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto PNBP namun
tidak termasuk realisasi PNBP BPDP Kelapa sawit dan BPD Lingkungan
Hidup;

3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN dan
persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);

4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN dan
persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);

5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp1.712.260.088,00 merupakan
nilai realisasi pada satuan kerja Kanwil DJPb Prov Riau, Kanwil DJPb

Prov Riau dan Kantor Pusat DJPb.

E.5 Ekuitas Akhir
. Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah
Rp55.683.836.703.776,00  Masing-masing sebesar dan

Rp40.653.782.064.617,00.
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Pesgunglapan-Pesgunglapan Lairnya

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI pada Satuan Kerja Lingkup

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan Triwulan [V TA 2023 terlampir.

F.2 Sensus BMN

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan melakukan kegiatan Sensus BMN. Sensus
BMN dilaksanakan dengan harapan bahwa nantinya setiap satker dapat melakukan
pencatatan BMN yang sesuai dengan ketentuan dan aturan sehingga dapat
menghasilkan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang wajar dan validitas data
BMN dapat terwujud. Pelaksanaan sensus BMN ini berguna untuk mengetahui
kondisi, nilai, dan jumlah BMN dengan cara catatan BMN yang ada dibandingkan
dengan keberadaan seluruh BMN yang ada dalam penguasaan dalam hal tertib
administrasi BMN. Kemudian, tindak lanjut dari hasil kegiatan inventarisasi BMN pun
akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan BMN yang harus ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan.

2. BMN yang belum tercacat sehingga harus ditindaklanjuti dengan pencatatan.

3. BMN yang tidak ditemukan ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Pelaksanaan sensus BMN pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharan
tahun 2023 dilakukan untuk BMN ber KIB berupa gedung dan bangunan, tanah, dan
kendaraan bermotor. Sedangkan Sensus BMN untuk Peralatan dan Mesin akan
dilaksanakan pada Tahun 2024. Hasil dari Sensus BMN pada pada Satker Lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharan tahun 2023 yaitu terdapat selisih antara nilai aset
Gedung dan Bangunan pada aplikasi sakti dan menurut hasil inventarisasi sensus
bmn sebesar Rp4.078.469.511,-. Selisih tersebut disebabkan karena ditemukannya 4
nup gedung bangunan yang belum tercatat pada satker Kanwil DJPb Provinsi DKI
Jakarta. Atas hasil sensus BMN tersebut, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta akan
menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan atas 4 NUP Gedung bangunan

tersebut pada tahun 2024.
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F.3 Pencapaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat Alokasi
Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan III dengan
rincian sebagai berikut.

1. PNI : Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan

Pagu Anggaran PN [ adalah Rp18.722.549.687.000,- dan total realisasi sebesar
Rp18.716.020.997.278,-. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I antara lain sebagai
berikut:

Program Prioritas/ Kegiatan

L Satuan Capaian
No o Realisas (Rp)
Prioritas Output Output

Terfasilitasi Dana Bergulir

Pendanaan untuk Penerima

Implementasi Digital Payment

1 Marketplace pada Satker Rp 91.925.824 Dokumen 3.000
Kementerian Negara/Lembaga

3 Pendanaan untuk Debitur Yang Rp5.866.666.632

207,41M

4 | Manfaat yang terfasilitas Dana Rp208.553.067.587 Milyar
Program Lingkungan Hidup
Pendanaan untuk Volume o

5 Penyaluran Selisih Harga Rp18.501.217.990.235 Kilo Liter 12104512
Biodiesel

Jumlah Rp18.716.020.997.278 - -

1. PN II: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pagu Anggaran PN III adalah Rp21.140.558.000,- dan total realisasi sebesar
Rp14.967.876.209,-. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III antara lain sebagai berikut:

Prioritas Realisasi (Rp) Output Output
> | Implementas Digitalisas - -

1 Rekomendasi Hasil Uji Dampek Rp1.042.065.477 Rekomendas 2
Pembiayaan UMi
1

> Rp259.398.487 Rekomendasi
Penyaluran Bantuan Sosial

3 Pendapaﬁn }Jntuk Qsd1a mi kr'o yang Rp 13.666.412.245 US’ha
Terfasilitasi Pembiayaan Umi Mikro
Jumlah Rp14.967.876.209 - -

TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED
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F.4 Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA adalah rekening lain-lain
milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk
diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember
tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun
anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran
berikutnya. RPATA diatur dalam PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada akhir tahun Anggaran. Pada tahun
Anggaran 2023, terdapat 13 satuan kerja lingkup DJPb yang mempunyai pekerjaan yang
penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun anggaran berikutnya.
Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb yang mempunyai pekerjaan dan dibayarkan melalui mekanisme

RPATA adalah sebagai berikut:

No Nama Satker Jumlah
1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat 712.308.700
2 Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara 2.367.630.000
3 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9.366.076.160
4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang 206.858.552
5 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan 169.208.671
6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna 804.867.060
7 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Toli Toli 184.606.144
8 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar 2.707.204.910
9 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong 684.249.833
10 | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke 559.775.537
11 | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena 56.433.500
12 | Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu 406.803.600
13 | Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara 2.783.904.304
Jumlah 21.009.926.971

F.5 Aset dimanfaatkan Pihak Lain
Tardapat 2 bidang tanah beserta Gedung dan bangunan sebesar Rp409.856.590.000,00
dengan NUP 3 dan NUP 4 pada Kanpus DJPb dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pihak
lain. Atas aset tersebut, Kantor Pusat DJPb telah melakukan upaya pengamanan aset
dimaksud antara lain:
1) melakukan pencarian dan penelusuran dokumen-dokumen terkait bukti kepemilikan
atas tanah

2) melakukan perbaikan pada laporan barang atau koreksi luasan pada Aplikasi SAKTI

LK UAPPA E-1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED



Pesgunglapan-Pesgunglapan Lairnya

3) melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sekaligus menegaskan
klaim kepemilikan atas tanah dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah

4) melalui Surat Kepala Bagian Umum Nomor S-1/PB.1/PB.14/2024 tanggal 12 Januari
2023 telah disampaikan informasi dan konfirmasi terkait BMN berupa tanah
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan di Cempaka Baru

5) menolak permohonan rekomendasi dalam rangka persertifikatan Hak Milik atas tanah

yang dimohonkan oleh para warga yang menguasai tanah dimaksud.
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Kode Satker

Kode Kanwil

DAFTAR SATUAN KERJA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kewenangan

Uraian Satker

1 BPDP SAWIT

3

4

5

6

7 527010 - KP KP DJPb

E KANWILDJPBPROVINSIACER "
9

10

11

12

13

14

15 527624 001 KD KPPN TAKENGON

16 451562 002 KD KPPN MEDAN Il

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 527755 002 KD KPPN BALIGE

28 527776 003 KD KANWIL DJPb PROVINSI SUMATERA BARAT
29

30

31

32

33

34 634409 003 KD KPPN PAINAN

3% | ek | S KD RPN PERANBARY
36| e g4 KD RBBR RENGAT
37 527872 004 KD KPPN DUMAI

R N 1 G — N
39 527890 005 KD KPPN JAMBI

40

41

42

43

44 648762 005 KD KPPN BANGKO

45 527933 006 KD KANWIL DJPb PROVINSI SUMATERA SELATAN
46

47

48

49

50 648779 006 KD KPPN SEKAYU

51 528001 007 KD KANWIL DJPb PROVINSI LAMPUNG

52

53

54

55 KPPN LIWA

56 KPPN MUKO MUKO

57

58

59

60 KPPN CURUP

61 KPPN PANGKAL PINANG

62

63 634256 009 KD KANWIL DJPb PROVINSI BANGKA BELITUNG
64 527162 010 KD KPPN SERANG
G| R R B BRI AR
0 << LN KD KBBRTANGERANG
67 648783 010 KD KPPN RANGKASBITUNG

68 015114 011 KD KPPN JAKARTA VI

69

70
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[\ [e) Kode Satker
015117

71

72

Kode Kanwil

Kewenangan

Uraian Satker

KPPN KHUSUS INVESTASI

KPPN JAKARTA KHUSUS PINJAMAN dan HIBAH

KPPN BANDUNG Il

KPPN BEKASI

KPPN SEMARANG I

107 648826 013 KD KPPN BANJARNEGARA

108 497587 014 KD KPPN WATES

109 1327399 L QA L KDL | RPENYOOYARARTA s
10| . 22 L NN S KD, rerreere SANWIL DIPD PROVINSL DL Y QG Y AKARTA, e ereersersesssssesserees
111 634792 014 KD KPPN WONOSARI

112 451553 015 KD KPPN SURABAYA Il

KPPN TUBAN

KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KPPN SANGGAU

KPPN PALANGKARAYA

KPPN SAMPIT

KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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No Kode Satker Kode Kanwil Kewenangan Uraian Satker
145 648872 018 KD KPPN PELEIHARI
146 528221 019 KD KPPN SAMARINDA
7]

148

149

]50 e

151

152

153 635045 020 KD KPPN AMLAPURA
154 528586 021 KD KPPN MATARAM

KPPN SELONG

662770

KANWIL DJPb PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KPPN LARANTUKA

451578

KPPN MAKASSAR I

KPPN MAKALE

KPPN PALU

KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGAH

KPPN KENDARI

185 835183 025 KB KPPNKSLAKA
L 5N B e | NN N
1871 7oL R 7S S— = SR
188 848741 026 KB KANWIL BIPE PROVINST SORONTALS

189 497607 027 KD KPPN BITUNG

635197

KPPN KOTAMUBAGU

452878

KPPN TOBELO

KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA

KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU

KPPN MASOHI

KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

209 613835 030 KB KPP TIMIKA
210 325237 03] KD KANWIL DJPb PROVINSI KEPULAUAN RIAU

212 535032 03] KB KPPNBATAM

L R e (N SN 1 S| NN SITR— . v TR bR AR E T —
2L 1604 ] 2SN S— D) e PN LIL e ———————
215 528413 032 KB KPPN MAJENE

216 330171 033 KD KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA BARAT
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528739 KPPN FAK FAK
220 | 528235 034 KD KPPN TARAKAN
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NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
(BA 015.08)TAHUN 2023
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2023 (AUDITED)

Nomor : NKF- 1015.08/PB.6/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Mei 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah
melaksanakan RekonS|I|aS| Tiga Plhak secara Onlme untuk menyepakatl dan menyetujui angka-
angka dalam La , .08) Tahun 2023,
sebagaimana Lamplran Nota Kesepakatan yang merupakan bag|an yang tldak terpisahkan dari Nota
Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (BA 015.08) Tahun 2023 dan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan Tahun 2023 (Audited).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.Penyesuaian angka-angka pada Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Unaudited) dilakukan sesuai hasil
rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan(dhi. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara).
Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan
Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyampaikan Perbaikan
Laporan Keuangan Tahun 2023 beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam
Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal dan
menyampaikan Laporan BMN kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal

paling lambat tanggal 8 Mei 2024.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Keuangan (BA015) Unit Eselon | Unit Eselon |
Biro Perencanaan dan Keuangan Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Umum

Eko Kusdaryanto Y. Kus Suhantoro Adi Nugroho

MENGETAHUI
Biro Manajemen BMN dan Tim Reviu LK BA 015 Tim Auditor BPK
Pengadaan

|
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LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON |

: 015,08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

URAIAN

LO UNAUDITED

KOREKSI INTERNAL

KOREKSI BPK

DEBIT KREDIT

DEBIT

KREDIT

LO AUDITED

3 4

6

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pendapatan Cukai
Pendapatan Pajak Lainnya
Pendapatan Bea Masuk
Pendapatan Bea Keluar
Jumlah Pendapatan Perpajakan
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Transfer
Beban Lain-Lain
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Surplus/(defisit) i

Jangka
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah it) Dari Kegi Non O

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAI

| Lainnya

POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
SURPLUS / (DEFISIT) - LO

35.596.218.291.444
35.596.218.291.444

35.596.218,291.444

220.974.111.660
16.571.035.582
20.911.146.007.658
302.441.494.112
153.199.927.415
312.679.431.427
102.839.070.579

22.018.851.078.433
13.577.367.213.011

2.375.416.012
5.752.304.252
(3.376.888.240)

100.432.251.168
188.799.303
100.243.451.865

96.866.563.625

13.674.233.776.636

5.718.952.719 91.267.042

- 817.000
16.410.996.553 1.236.261.498
60.495.000 -
4.680.161 2.570.968.536
286.935.000 -
563.742.734 1.299.675

- 1.068.999

23.045.802.167 3.901.682.750

20.433

35.590.590.605.767
35.590.590.605.767

35.590.590.605.767

220.973.294.660
15.571.035.582
20.926.320.742.713
302.501.989.112
150.633.639.040
312.966.366.427
103.401.534.071

22.032.368.601.605
13.558.222.004.162

2.375.416.012
5.752.304.252
(3.376.888.240)

100.433.320.167
188.799.303
100.244.520.864

96.867.632.624

13.655.089.636.786

Jakarta, ........ccoe...... 2024
Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

Kepala Bagian Keuangan
DJPb

Y. Kus Suhantoro

Tim Reviu Inspektorat

Jenderal

Gomgom P. Sianturi




KOREKSI INTERNAL KOREKSI BPK
URAIAN LO UNAUDITED LO AUDITED
DEBIT [ KREDIT DEBIT [ KREDIT
1 2 3 [ 4 5 [ 6 7

Kepala Bagian Penatausahaan Kepala Bagian Umum DJPb Ketua Tim Auditor BPK Ketua Tim Auditor BPK

BMN

L V
Ery Sunandar Adi Nugroho Rio Harjuno Aryo Sakti Theresia & Baniarti




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

UNIT ESELON | : 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
URAIAN LPE UNAUDITED KOREKSIMIERNAL KOREKSIBEK LPE AUDITED
DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
1 2 K 4 5 6 7
EKUITAS AWAL 40.653.782.064.617 - - - - 40.653.782.064.617
SURPLUS/DEFISIT -LO 13.674.233.776.636| 23.045.802.167 3.901.682.750 20.433] - 13.655.089.636.786
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN -
AKUNTANSI
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 819.537.475 756.477.974
EKUITAS
Penyesuaian Nilai Aset - _ - _ _ -
Koreksi Nilai Persediaan (252.230.220) - - - - (252.230.220),
Koreksi Atas Reklasifikasi - - - - - -
Selisih Revaluasi Aset - - - - - -
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (20.035.435) 425.130.000 425.130.000 4.086.500 4.086.500 (20.035.435),
Lain-lain 1.061.803.130 63.059.501 - 1.237.505.000.000 1.237.505.000.000 1.028.743.629
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 1.374.208.524.399| - - - - 1.374.208.524.399
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 15.049.261.838.510 15.030.054.639.159
EKUITAS AKHIR 55.703.043.903.127 23.533.991.668 4.326.812.750 1.237.509.106.933 1.237.509.086.500 55.683.836.703.776

Jakarta, ... 2024
Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

Eko Kusdaryanto

Kepala Bagian Penatausahaan
BMN

Ery Sunandar

Kepala Bagian Keuangan
DJPb

Y. Kus Suhantoro

Kepala Bagian Umum DJPb

Adi Nugroho

Tim Reviu Inspektorat
Jenderal

Gomgom P. Sianturi

Ketua Tim Auditor BPK

Rio Harjuno Aryo Sakti

Ketua Tim Auditor BPK
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KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
: 015.08 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

UNIT ESELON |

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN NERACA UNAUDITED KOREKSIINTERNAL KOREKSIBRK NERACA AUDITED
DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
ASET
ASET LANCAR

Kas i Bendahara Pengeluaran 26.999.593 N N N N 26.999.593

Kas i Bendahara Penerimaan B N N N N B

Kas Lainnya dan Setara Kas §.574.327.126 309.786.942 65.975.650 N N 9.816.134 618

Kas pada Badan Layanan Urnum 31810.970608.178 676.516.411 5683.508.920 1237.505.000.000 1.237.505.000.000 31.805.963.615.669
Tnvestasi Jangka Pondek- Badan Layanan Umum 70.104.608.195.682 N N N 1.237.505.000.000 5.867.103.195 662

Belanja Dibayar Dimuka (propaid) 2.102.838.297.392 334.296.696 13.890.449.956 N N 2.089.282.144.332

Uang Muka Belanja (prepayment) 57.197.160 N N N N 57.197.160

Pendapatan yang Masih Harus Dierirma 587.152.018.374 91137202 53.059.501 N N 557.180.096.355

Piutang Perpajakan B N N N N B

Penyisihan Piutang Tidak Tertagh - Piutang Perpajakan B N N N N B
Piutang Perpajakan (Netto) B B

Piutang Bukan Pajak 252.118.506 B N 4.086.500 N 256.205.006

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (252.118.506) N N N 2043 252.138.939)
Piutang Bukan Pajak (Netto) B 706,067

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbondaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 72.000.000 N N N N 72.000.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan (60.000) 60.000)
Perbendaharaan Tuntutan Ganti Ruai - - - -

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gant 77.940.000 77.940.000
Ruai (Nefto)

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Urnum 6.694.408.6090 2071725 259.935.000 N N 6.446.545.338

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang darf Kegiatan Operasional (33.472.043) (32232727
BLU 1.209.675 60.359 - -

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Nefto) 6.660.936.566 6474312671

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum B " N " " B

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang darl Kegiatan Non B .
o BLU - - - -

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) B B

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya B N N N N B

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka B B
Paniang Lainnva - - - -

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Perdek B B
Lainnya (Netto)

Persediaan 76.970.669.050 N N N N 76.979.666.050

JUMLAH ASET LANCAR 44.638.880.189.121 43.382.841371437

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lannya E _ _ 2475010000000 1237505000000 1237,505.000.000
Dana Bergulr 7299.891235.129 8.501.550 j B _ 7299.899.736.679
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum 8.019.775.521.545 - - - - 8.019.775.521.545
TrestasT Jangka Panjang Non Permanan Lainnya Diragukan - - - - ZT071190476 @T0T1190.476)
Realisasinya

Dana Borgulr Diragukan Tertagh (261.237.981.167) N 303,002,375 - - (261.801.663.542)
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih (40.372.794.275) - - - - (40.372.794.275)

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 9.018.055.981.232 10.233.934.609.931
ASET TETAP

Tanah 9.179.987.122.830 N N N N 5.179.987.122.830

Poralatan dan Mesin 1.868.004.238.213 N N N B 7:868.094.238.213
Gedung dan Bangunan 2.168.851660.204 N N " N 2.188.851.660.204
Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.114.536.000 N N N N 7114536000
‘Aset Tetap Lainnya 12.881.015.778 " " " " 12881015778

Konstruksi Dalam Pengerjaan 37.867.671459 N " " 4086500 37,863,564 950
“Akumulasi Penyusitan (2.091.517.794.503) N N N N (2.091517.794.503)|

JUMLAH ASET TETAP 11.197.275.458.981 11.197.274.372.481
PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 1.862.811.088 - - - - 1.862.811.088
Ponyisihan Piutang Tidak Tertagh - Tagihan Tuntutan (1:628.396.488) (1:628.396.488)
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Ruai - - - -

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) 34414600 34.414.600
Plutang Jangka Panjang Lainnya B N _ B B -
Ponyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang B .
Lainnva - - - -

Piutang Jangka Panjang Lainnya (Nefto) 5 5

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 34.414.600 34.414.600
ASET LAINNYA

‘Asel Tak Berwujud §74.667.439.306 425.130.000 N N N 875.112.569.306
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 1.348.604.387 - - - - 1.348.604.387

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 21.009.926.971 N N N N 21.009.926.971

Dana Kelolaan Badan Layanan Urnum 13.091.627.564.792 N 5.501.550 1071190476 N T3.112.690.253.718

Dana Jangka Panjang B N N N N B
‘Aset Lain-iain 30.795.913.946 N N N N 30.795.913.946
“Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (614.402.140.224) " 295.935.000 N N (614,689,075 224)

JUMLAH ASET LAINNYA 13.405.067.309.178 13.426.268.193.104
JUMLAR ASET 78.259.316.353.112 78.240.352.961253
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Piak Kefiga 143.607.827.011 9490539 T19.276.801 N N 744.007613.353

Utang yang Belum Diterirma Tagihannya B N N N N B

Fibah Yang Belum Disahkan B N N N N B

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan B N N N N B

Pendapatan Diterima Dimuka 7.186.095.245 N N N N 7.186.095.245

Uang Muka dari KPPN 26.999.593 N N N N 26999593

Utang Jangka Pendek Lainnya 67.206.670 65.978.650 N N N 7227820

JUMLAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 144.978.128.519 145221936011
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG




NAMA PERKIRAAN NERACA UNAUDITED KOREKSIINTERNAL KOREKSIBEK NERACA AUDITED
DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN 22411294321 466 , , 7237.505.000.000 7.237.505.000.000 22.411.294.321.466
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 22.411.294.321.466 22.411.294.321.466
JUMLAH KEWAJIBAN 22.556.272.449.985 22.556.516.257.477
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 55.703.043.903.127 23.533.991.668 4.326.812.750 1.237.509.106.933 1.237.509.086.500 55.683.836.703.776
JUMLAH EKUITAS 55.703.043.903.127 55.683.836.703.776
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 78.259.316.353.112 78.240.352.961.253
TRUE TRUE
Jakarta, ......cccceeveieen 2024

Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

Eko Kusdaryanto

Kepala Bagian Penatausahaan
BMN

Ery Sunandar

Kepala Bagian Keuangan
DJPb

Y. Kus Suhantoro

Kepala Bagian Umum DJPb

Adi Nugroho

Tim Reviu Inspektorat
Jenderal

Gomgom P. Sianturi

Ketua Tim Auditor BPK  Ketua Tim Auditor BPK
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA | LANTAI 8-10 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 PES 6248; FAKSIMILE (021) 3852146; LAMAN www.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : BA-5/SJ.11/2024

Pada hari Selasa, tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah

diselenggarakan konfirmasi data penerimaan pinjaman dan/atau hibah untuk periode 1 Januari
s.d. 31 Desember 2023 antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan hasil sebagai berikut:

1.

Hasil Konfirmasi dituangkan ke dalam Berita Acara Konfirmasi dengan dilampiri Laporan Hasil
Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini;
Sebagai bahan konfirmasi, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan Nota
Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-10/SJ.1/2024 hal Permintaan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPK PHLN)
dan Konfirmasi Penerimaan Hibah Langsung Triwulan IV Tahun 2023;
Berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan bersama, hasilnya telah sesuai antara Biro
Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, DJPb yaitu sampai dengan triwulan
IV tahun anggaran 2023 DJPb tidak menerima pinjaman dan hanya menerima hibah
sebagaimana laporan terlampir;
Dalam rangka melaksanakan amanat PMK 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas PMK
224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah
kepada Pemerintah serta PMK 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, Bagian
Keuangan, DJPb akan selalu melakukan Konfirmasi Data Penerimaan Pinjaman dan/atau
Hibah dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada
tahun 2023 terdapat hibah langsung yang diterima oleh DJPb, maka Bagian Keuangan akan
segera melaporkannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan format yang
telah ditentukan dan melakukan penatausahaan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Perwakilan Bagian Perwakilan Bagian Akuntansi Perwakilan Bagian Keuangan,
Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal

Biro Perencanaan dan Biro Perencanaan dan Perbendaharaan,

Keuangan, Keuangan,

Rachmad Arijanto Benny Fernando Panjaitan Oktana Yudha Sakti
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LAPORAN HASIL KONFIRMASI
PENERIMAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH
JANUARI S.D. DESEMBER 2023

LAMPIRAN BERITA ACARA KONFIRMASI

Nomor : BA-5/ SJ.11/2024
Tanggal : 20 Februari 2024

NO REGISTER

NAMA PINJAMAN /
HIBAH

SUMBER DANA

JENIS

PAGU DIPA 2023

REALISASI s.d. Q4

[
| BELANJA BARANG |

BELANJA MODAL |

TOTAL %

STATUS/KETERANGAN

UNIT PENANGGUNG
JAWAB

HIBAH LANGSUNG

1 [2CTFBUMA

HIBAH LANGSUNG
BARANG BERUPA
PERALATAN
OLAHRAGA DAN SENI
DARI BAPORNI KANWIL|
DJPB PROVINSI RIAU
UNTUK KANWIL DJPB
PROVINSI RIAUD

OTHER
ORGANIZATIONS

HIBAH LANGSUNG
BARANG
DALAM NEGERI

2 |2R1LQXMA

HIBAH LANGSUNG
BARANG BERUPA
TANAH DAN
BANGUNAN
DIPERGUNAKAN
UNTUK GEDUNG
KANTOR YANG
DIBERIKAN KEPADA
KANWIL DJPB
PROVINSI KEPULAUAN
RIAU (325237) DARI
PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

HIBAH LANGSUNG
BARANG
DALAM NEGERI

3 |23TSV7CA

AUSTRALIAN
INDONESIA
PARTNERSHIP FOR
ECONOMIC
DEVELOPMENT
(PROSPERA)

DEPARTMENT OF
FOREIGN AFFAIRS
AND TRADE (DFAT) -
GOVERNMENT OF
AUSTRALIA

HIBAH LANGSUNG
JASA
LUAR NEGERI

HIBAH TERENCANA

Rp

11.664.299

ADA PENGESAHAN HIBAH
LANGSUNG
BAST-01/WPB.04/2023/HIBAH

DJPB

Rp

500.288.000

ADA PENGESAHAN HIBAH
LANGSUNG
000.2.3.2/BAST/BPKPD-
UP.4/300/X/2023

DJPB

Rp

1.200.307.789

ADA PENGESAHAN HIBAH
LANGSUNG
BA-2/PB.5/2023

DJPB

4 |2FPJR4SA

PROJECT SERVICE
AND SUPPORT UNIT-
PUBLIC FINANCIAL
MANAGEMENT MULTI
DONOR TRUST FUND
PHASE I

INTERNATIONAL BANK
FOR
RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
(IBRD)

HIBAH TERENCANA

Rp

4.441.329.000

Rp

1.695.022.770

Rp

1.695.022.770 |38,16%

PENYERAPAN BELUM OPTIMAL,
KARENA TERDAPAT GAGAL LELANG
KEGIATAN TA FOR TREASURY BIG
DATA

DJPB

Perwakilan Bagian Perencanaan
Biro Perencanaan dan Keuangan,

Rachmad Arijanto

%

Perwakilan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Biro Perencanaan dan Keuangan,

Benny Fernando Panjaitan

Perwakilan Bagian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Oktana Yudha Sakti




DAFTAR MUTASI PIUTANG NEGARA (TUNTUTAN GANTI RUGI)
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiar)
B N I Penambahan/K |Pembayaran/Ko|
Unit Pengelola Debitor Perjanjian/Keputusan Tanggal Jatuh | Mata Jumiah Total || Saldo KN Per 31 N N Saldo KN Per 31 . - - "
No Tempo Uang TGR Des 2022 oreksi reksi DESEMBER 2023 | UPaya Penagihan Update Perkembangan Terakhir Kualitas Piutang
Nama Nama Kasus Kerugian Negara Nomor Tanggal Penambahan | Pengurangan
7 2 7 5 5 7 8 9 0 77 1z 3 Iz 75 76 17
1 |kpDJPBN Nyoman Udayanas  |Penerbitan bilyet giro atas beban APBN ¢ 7 \n 4 2009 12-Feb-09 - Rp 1.500.000.000(  1.279.201.289 0 18.000.000 1.261.201.289] Diserahkan ke DJKN | diserankan ke DJKN dan dim proses MACET
tidak sesuai ketentuan pelunasan melalui PT TASPEN
2 |kp DIPBN R. Wiyatno & Yusuf Pada |"UntUtan pihak ke3 atas pembatalan - Rp 102.178.692) 102.178.692 0 0| 102.178.692  dimintakan dimintakan rekomendasi kpd BPK MACET
kontrak rekomendasi kpd BPK
pembayaran gaji tidak berdasarkan bukti _ dimintakan i "
3 [KP DJPBN Rd. Soejatna SPMU Rp 201.000.000| 181.401.553| 0 0| 181.401.553 rekomendasi kpd BPK dimintakan rekomendasi kpd BPK MACET
Etisyofia (Ahli waris " "
4 |KP DJPBN Yuliardi, SE) kehilangan kendaraan dinas roda 4 S-66/MK.1/2009 12-Feb-09 - Rp 40.000.000| 32.000.000 0| 0| 32.000.000| Diserahkan ke DJKN Diserahkan ke DJKN MACET
5 [KPDJPBN Pwh;'l';’;‘;fﬁmpo" KKN | ekurangan perbendaharaan $-456/51/2003 25-Jun-03 - Rp 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000| Diserahkan ke DJKN Diserahkan ke DJKN MACET
Wakidjo Dikun KKN dim proses pengusulan Penghapusan
6 |KP DJPBN 'djo Diku kekurangan perbendaharaan $-456/5J/2003 25-Jun-03 - Rp 28.176.150| 14.632.775 0| 14.632.775 0| Diserahkan ke DJKN Secara Mutlak Piutang Negara (S- MACET
Ambon
235/MK.1/2023)
7 |KP DJPBN Dina Lasti tidak memenuhi wajib kerja pd kemenkeu Rp 55.680.000| 34.999.200| 0| 0| 34.999.200 SP2KS dan SPN ke2 sudah disampaikan DIRAGUKAN
KP DJPBN-KPPN surat penolakan banding+SPN3 telah
8 Makassar | S.Urang TGR bdsk SKPGR 741/KMK.01/1983 SKPGR 741/KMK.01/1983 Rp 22.254.57¢6| 22.254.576, 0| 0| 22.254.576 diterima ahli waris tanggal 20 Feb 2023 MACET
KP DJPBN-KPPN .
9 | Vakassar | Soemadi TGR bdsk SKPGR 743/KMK.01/1983 SKPGR 743/KMK.01/1983 Rp 30.855.485] 30.103.985| 0| 0| 30.103.985 keberadaan tidak diketahui MACET
KP DJPBN-KPPN i i i
10 Makassar | B. Kalalembang TGR bdsk SKPGR 742/KMK.01/1983 SKPGR 742/KMK.01/1983 Rp 1.399.895 1.399.895] 0| 0| 1.399.895| keberadaan tidak diketahui MACET
KP DJPBN-KPPN surat penolakan banding+SPN3 telah
11 Makassar | Abdul Djalil Hamid TGR bdsk SKPGR 739/KMK.01/1983 SKPGR 739/KMK.01/1983 Rp 27.724.417| 27.724.417, 0 0 27.724.417| diterima ahli waris tanggal 20 Feb 2023 MACET
KP DJPBN-KPPN surat penolakan banding+SPN3 telah
12 Palopo Markus Merapi TGR bdsk SKPGR 745/KMK.01/1983 SKPGR 745/KMK.01/1983 Rp 53.636.442| 53.636.442, 0| 0 53.636.442 diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023 MACET
13 |KP DIPBN-AKPPN R. Mohammad TGR bdsk SKPGR 744/KMK.01/1983 SKPGR 744/KMK.01/1983 Rp 8.013.282 8.013.282 0 0 8.013.282 keberadaan tidak diketahui MACET
Palopo Soeriawinata
KP DJPBN-KPPN surat penolakan banding+SPN3 telah
14 Palopo MR. Mangontan TGR bdsk SKPGR 746/KMK.01/1983 SKPGR 746/KMK.01/1983 Rp 3.493.695 3.493.695 0| 0 3.493.695| diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023 MACET
15 |KP DIPBN-AKPPN Djamal Pasambon TGR bdsk SKPGR 748/KMK.01/1983 SKPGR 748/KMK.01/1983 Rp 29.886.314 29.886.314 0 0| 29.886.314 surat penolakan bandingSPN3 telah MACET
Palopo diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023
KP DJPBN-KPPN surat penolakan banding+SPN3 telah
16 Palopo Arie Atmadihardjo TGR bdsk SKPGR 747/KMK.01/1983 SKPGR 747/KMK.01/1983 Rp 54.017.748 54.017.748, 0 0 54.017.748 diterima ahli waris tanggal 21 Feb 2023 MACET
. potong uang pensiun
17 |KPPN Cirebon Ujang Sugino Yusuf kehilangan kendaraan dinas roda 4 SPN-001/WPB.13/KP.09/2012 17-Sep-12 2026 Rp 177.000.000| 41.000.000 0| 12.000.000 29.000.000 PT Taspen dalam proses pelunasan LANCAR
JUMLAH 2.338.816.696| 1.919.443.863 0| 44.632.775| 1.874.811.088
Penyajian pada Neraca Eselon [ | 31-Dec-22 [ 31-Dec-23 KP DJPBN Kanwil DKIJkt | KPPN Cirebon total
152111 |Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 2v062v714v669| | 1.862.811.088 D 1.845.811.088 17.000.000 0 0 1.862.811.088
115421 [Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan,/ Tuntutan [ 46.999.200] | 12.000.000 D 0 12.000.000 0 0 12.000.000|
TOTAL Piutang TGR | 2.|O9.7|3.869| | 1.874.811.088 1.845.811.088 0 29.000.000 0 0 1.874.811.088




Lampiran
Nota Dinas Sekrtari Diten Perbendaharaan
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DAFTAR REKENING DJPb
PERIODE 31 DESEMBER 2023

o T e Sater YT el e et Bk S
ois T G oG ST o T BT
o0 T oe ool a0 s ETrETS [T
o e o WN »mmmum PREBNANKELATA SAWIT 1o B 5FoRe AP BT
o oo~ ooo] —snssesondy A DANA ERKEBLMAN ELAPR AW IS S SrOPS kD [
G156~ Too0 s [oADAN FENCEIDUA DANA FERGBIVAN ELAPA ST o Gis b BPOP UNTUR PR BT
i | 0u | o] 0595 | BADANPENGEIOLA DANA PEREBNANIEIATA SWTT IS S SrOPS kD i e fIT
oo ol o Juiomi o s s SoncocoooTnE | P [RPLGISBLUBFOAS unuk O ke S L T YT oo
Gis s oool o009 onsawit Goocsoooniaien | TP [FPLGiS oL BFOMS itk D IS T T 3000
Gis monmn »mmmum PRGBNANKELATA SAWIT Goncocotonsatzis | P [RPLGISBLUBFOAS unuk PO ity /o 1216 c3/i03 [ anuari 622 w000
Gis s oool o005 [on0 A DANA PERERUNANIEATA SANIT Goncsooiost it | L [FPLGIS LU BrOMS btk D IS T T 2000
G136~ Too0 s [oADAN FENCEIDUA DANA FERGBIVAN ELAPA ST Goncoooisoronaps | P RPLGISBLUBFOPS unuk O ity I TS
Gis o5 0ol 409999 [ DADAN PENCELOLA DANA PERIEUNAKKELAPA SAWTT Gonoooerssatansy | TP [FPLGIS oL BFOMS btk D IS T T w000
o ox oo Juiomi o s s o cooonmaioezon0s P01 570D ek D ity /o 1216 c2fi03s [ anuari 2622 w000
Gis ool o000 onsawit Gonosoery77s | L RPG15 67 AT UNTU DA GPERASTONAL FERGUFUAT ity 177 1330830 20 [0 2055
o e e MDAN »mmmum PRGBNANKELATA SAWIT oo it [FeLoto b sroRs K /WP 11662/ 3o 55T o000
Gis s oool o005 [on0 A DANA PERERUNANIEATA SANIT o omatrees | oL {RPLOIS BV BFORS U Sic T T 3000
i3 TG00 s [oADAN FENCEIDUA DANA FERGBIVAN ELAPA ST cortioa0nio Lot 610 8PS P ITar /o 1216 c3fi03 [ anuari 622 w2000
Gis o5 0ol 409999 [ DADAN PENGELOLA DANA PERIEUNAKKELAPA SAWTT oo sonatts 15 Bl 870N i 1 o376 027001 3000
015 000] 409999 | MDAN PiNGUmADANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 0021101400238139 [RPLO19 BLU BPDPKS UNTUK PKD. (BT KC Ke Rp0,00)
015 e ooo| —aesoes orsawit S iorsonra 15 Bl ronG UNTux i Fic 000
Gis 000MDANPmsnamumnskxsswmxswusnww oo ooassaes | P [RPLGISOLUGFOPS unuk D T o000
Gis s oool o005 [on0 A DANA PERERUANIEATA SANIT o1ty | L FPG1S oL BrOMS D Fic 000
i TG00 s [oADAN FENCEIDUA DANA FERGBIVAN ELAPA ST Cortionooasesse | P [RPLGISBLUBPOPSunuk O ITar w2000
Gis oo 0ol 409999 [ DADAN PENCELOLA DANA PERIEUNAKKELAPA SAWTT o1 oo | L FPG1S L BrOPS bt D 3000
o ox ol s Juiomi oo s s Cortionoosssars | P [RPLGISBLUGFOPS unuk O T w000
Gis s oool o000 Consawit TP N R T e Fic 000
S e e MDAN »mmmum PREBNANKELATA SAWIT Cortioooassars | L[RPG5 BLUGPOPS unuk O T w000
Gis s oool o005 [on0 A DANA PERERUANIEATA SANIT o1t | L FPG1S oL BrOPS D Fic 000
i TG00 oos [oADAN FENCEIDUA DANA FERGBIVAN ELAPA ST Cortioooassaia | P [RPLGISBLUBPOAS unuk O ITar o000
Gis oo 0ol 409999 [ DADAN PENCELOLA DANA PERIEUNAKKELAPA SAWTT TP . R T T e Fic 000
o or o o Juiomi o s s Sorrotsane o0o00r | P [APLOISBLUBFOPS uruk O o ACsondon Tomensr w000
Gis s oool o009 Consawit Gy 530000089 | P [RPL013 AL OPG UNTUX I S iC ndng Tamaniar 3000
Gis monmn »mmmum PREBNANKELATA SAWIT Gorpotsane7 20000065~ | P [RPLO1S BLU BFOPIS UNTUK PG O kC sondn Tomansr o000
Gis s oool o005 [on0 A DANA PERERUANEATA SANIT Gy 530000089 P [RPL013 LU OPS UNTUX R e i ndung Tamaniar 2000
o oo 03| PACAN FENCITOUA DA PERKERLNANYE A ST oo70e0027230000216 | PL|RPL 0PDP XELAPA SAW /A
1015 o6 00| 105595 [ BAOAN PENGELOLA DANA PERICDUNAN ELAPA SAWIT Gy nieans 000037 | L [RPBPOTXEAPA SR
oo ol o Juiomi oo s s o Gorroipanerso000n | P [APLBFOP K ASAWIT BT
Gis s oool o009 Consawit Gy oieans o sa000n1a~| L [RPBPOPXEAPA S [y
o o003 PACAN FENCIIOLA DA PERKERLNANYE A ST o0270€0027230000220 | PL|RPLDPDP XELAPA Sar /A
1015 o6 00| 105595 [ BAOAN PENGELOLA DANA PERICDUNAN ELAPA SAWIT Cosrotsoomooby | AL |RPLBPOPELAPA AW I I fIT
Gis 08 | o0 405993 BADAN ENGEIOLA DANA PRKEBUNANKELAPA SAWIT oot anzaaooots | HPL[RPLEFOPKEAPA AV ot € o Tomanar S L T YT 2000
Gis oo 0ol 409999 [ DADAN PENCELOLA DANA PERIEUNAKKELAPA SAWTT oo sans o | P [RPL01S B0 OIS UrTE D S iC ndung Tamaniar T T 3000
Gis 08 | 000405993 BADAN ENGEIOLA DANA PRKEBUNANELAPA SAWIT Gorroisaneapaoorsn | P [APLOISBLUBPOPS uruk O O kC sondin Tamansr /o 1216 c3/i03 [ anuari 622 o000
Gis oo 0ol 409999 [ DADAN PENCELOLA DANA PERIEUNAKKELAPA SAWTT oy sans ot | P [AP01S L BFOPS btk D S i andung Tamaniar T T 3000
Gis 08 | 000405993 BADAN ENGEIOLA DANA PRKEBUNANKELAPA SAWIT P Gis b 670D ek D o kCsondin Tamansr /e 1216 c3/i03 [ anuari 622 o000
i | ou | o] o595 BADANPENGEIOLA DANA PEREBMANIEIATA ST ETr sy S iC g Tamaniar T T 52000
Gis |08 | 0] 405993 BADAN ENGEIOLA DANA PRKEBUNANKELAPA SAWIT P G156 670PS ek IO ¢ andung Tamansr iosohirs 2/ 22022 |38 anuan 202 o000
5 |06 | 000] 05959 | BABAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWT RPLG19 BLU BPOPIS untuk PKD 575 K Bandung Tamansar 55/ Wb 12/K0.02/202 anr 2037 #0000
i |06 | 000405999 BADAN ENGELOLADANA PEREBUNANIELAPA SAWIT 015U 670k RO e K€ andung Tamansr Sosohir 2/ 22022 |38 anan 202 000
5 |06 | 000] 05959 | EABAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT oL ots LU A Ty Py N
Gis |08 | 0] 40599 BADAN ENGEIOLA DANA PRKEBUNANELAPA SAWIT 01 o BPOP ST D ke R i T s 2/ o724 Ao o000
[ o00] 309955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPLG19 BLU BPOPIS untuk PKD ani i C skara Tendean 858/ WPo-12/K0.02/2020 anr 2037 #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PEREDUNANKELAPA SWIT P G156 670PS ek IO e K iarsTengeon iosohirs 2/ 22022 |38 anuan 202 o000
[ o00] 09955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWIT RPLG19 BLU BPOPIS untuk PKD i i C skara Tendean 858/ WS- 12/K0.02/2020 anr 2037 #0000
oo 45500 DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT 01 b 570PS ek D e K tarsTengeon iosohirs 2/ 22022 |38 anan 202 o000
[ o00] 309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPLG19 BLU BPOPIS untuk PKD ani i C skara Tendean 858/ WP 12/K0.02/2020 anr 2037 #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT 01D 670PSark IO e K iarsTengeon iosohir 2/ 22022 |38 anan 202 o000
[ o00]—09955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWIT RPLG19 BLU BPOPS untuk PKD ani i C skara Tendean 858/ WPb-12/K0.02/2020 anar 2037 #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT o Gis b 570PS kP e K iarsTengeon iosohirs 2/ 22022 |38 anan 202 o000
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWIT RPLG19 BLU BPOPS UNTUKPD ani i C skara Tendean 858/ WP 12/K0.02/2020 anar 2037 #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PEREDUNANKELAPA SWIT 01 b BPOPG UNTUR PG e C o Tengeon ivsohirs 2/ 22022 |38 anan 202 o000
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPLG19 BLU BPOPS UNTUKPID ega K shart Tenean o /N0PS.12/K6.02/2022 anuri 2037 #0000
oo 45500 DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT o7 I s
[ o00]—309955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPL 019 570F SAWIT UNTUKDANA GPERASIONAL n P12/ P25 |24 e 3078 o000
oo hiss00DADANPLRGELOLA DANA PEREDUNANKELAPA SWIT 01 bV GPOPG ik E e s/ 1/ o3/ hianuai 622 o000
[ o00] 309955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPL019 BLU BPOPIS UNTUE PR n 558/ 1P 12/ 0372022 | 28 Jamuar 2007 80000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT o1 Bl 8PP UNTuX e Si77iP 136,850/ 207 |14 2055 STEETIT
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT 9L 015 51U BPOPS UNFUX PO m S470/WP.12/XP 0204/2019 |31-Dec: 0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT P01 BPOPS etk D : s/ 11 03720212 anaa 67T 000
[ o00] 309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWT 9L 015 51U BP0 uniuk PO m 858/ WP 12/K0.02/2020 anr 2037 #0000
oo 45500 DADANPLRGELOLA DANA PERCDUNANKELAPA SWIT 01D 670PSark IO e oo 1/ o3/ hianuari 622 o000
[ o00]—09955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWIT 9L 015 61U BP0 uniuk PXD m 55/ WP 12/K0.02/202 anar 2037 #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PERKEDUNANKELAPA SWIT G156 670PSark IO : s/ 1/ o3/ hianuari 622 000
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWIT 9L 015 51U BP0 uniuk PO m /60272022 S #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DANA PEREDUNANKELAPA SWIT P01 b 670PS ank O : ivsohirs 2/ 22022 |38 anan 202 000
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT aremoemcnin 9L 015 51U BP0 uniuk PO m 858/ WP 12/K0.02/2020 anr 2037 #0000
oo 45500 DADANPLRGELOLA DANA PEREDUNANKELAPA SWIT 01 b 670PSark IO : ivsohirs 2/ c2j2022 |38 anan 202 o000
[ o00] 309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPLGI9 BLU BPOP i m 55/ Wb 12/K0.02/202 anr 2037 #0000
oo 4iss00DADANPLRGELOLA DARA PERKEDUNANKELAPA SWIT EFLo15 BLU BPOPS UNTUXOFE K iosohir 2/ 22022 |38 anan 202
[ o00] 309955 | PAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT o 9L 015 61U BP0 UNFUX PO fara Juand 1858/WPB-12/K6.02/2021 anar 2037 o000
00| 05999 | BAOA PENGEIOLA DAIA FERKEBUNAN KEAPA ST otz o1 Bl 8PS i 0 o uand Sosohirs 2/ 22022 |38 anan 202 To0co
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT o 9L 015 51U BP0 uniuk PO fara Juand 1858/WPB-12/K6.02/2021 anar 2037 eb000
o0 405999 | BAOA PENGEIOLA DAIA FERKEBUNAN KEAPA ST Totiar o151 8PS i o uand ivsohirs 2/ 22022 |38 anan 202 To0co
[ o00] 309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWT o 9L 015 510 BP0 uniuk PO ] farta Juand 50/WPD-12/16.02/2021 anr 2037 eb000
o0 405999 | BAOA PENGEIOLA DAA FERKEBUNAN KEAPA ST et FrLorseugeroris Shivce s/ 1/ o3/ hianuari 622 o000
5 000] 05555 | BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPASAWIT oo P 19 757 SAWT TN DAL GPERAToNAT 6027202 S
o0 405999 BAOA PENGEIOLA DAIA FERKEBUNAN KEAPA ST prsT L o19 BFO7 SAWIT U PEVALURA o v s/ 1/ o3/ hianuari 622 P 0
[ o00] 309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT RPLG19 BLU BPOPG vk BN Tose/wps 12/17.02/2072 anar 2037 #0000
o0 405999 | BAOA PENGEIOLA DAIA FERKEBUNAN KEAPA ST pEeny o151 8PS i i oo 1/ o3/ hianuari 622 To0co
[ o00]—309955 | BAOAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELATA SAWTT proTe 9L 015 51U BP0 uniuk PO e 55/ Wb 12/K0.02/2020 anr 2037 #0000
o0 05999 | BAOA PENGEIOLA DAIA FERKEBUNAN KEAPA ST pEaTey o151 8PS i i oo 1/ o3/ hianuari 622 000
5 000] 05555 | BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPASAWIT scasesse | RPL[RPLO BLU BPOPIS untuk RO (T2 60272022 i 80000
o0 405999 | BAOA PENGEIOLA DAA FERKEBUNAN KEAPA ST e o158l 8PS U P& i oo 1/ o3/ hianuai 622 000
3 mmm»msw 'DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RPLO1S BLU BPOPKS untul PXD. B kP 1856/ WPB 12/K0.02/2022 anuar 2022 Rp00
o A ERICUAANKELAPA ST e o1 BL oS an i v oo 1/ G320 anuari 2622 1000
3 ool 455555 | BADAN PENCELOLA OANA PERKEBUNANE AP AWIT RPLO1S BLU BPDPKS UNTUKPIO BT KK 1856/ WP 12/K0.02/2022 anuar 2022 Rp00
05955 BADAN FENGELOLADANA PERGBUNANIELATA SAWIT 01 SO UMUK PG ST oo 1/ G3/203 b anuari 2022 1000
3 wammw PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT FPLO15 BLU BPDPKS UNTUK PO Rl Cabang Jakarta Veteran 1856/ WP 12/K0.02/2022 anuar 2022 Rp000)
405595 | BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 551 Cabans o8 WP 12/k7 0272022 |28 Januari 2022 ot
n T —
n coroaois
. cozoiiors
n coroaois
. cozoiiors
n coroaois
. cozoi/ors
n coroaois
. cozoiiors
n coroaois
f cozoiiors .
n coroaois P
. cozoiiors
n o sara veern coroaois
. SXC kot Vet cozoiiors
n o e v coroaois
. SXC kot Vet cozoiiors
n o e v coroaois
. SXC kot Vet cozoiiors
n o e v coroaois
. SXC kot Vet cozoi/ors
n o e v coroaois
. S kot Vet cozoiiors
n o e v coroaois
f S kot Vet cozoiiors ot
n o e veers coroaois
. cozoiiors
n coroaois
s cozoiiors
n coroaois
s cozoi/ors
n coroaois
: cozoiiors
n coroaois
s cozoi/ors
n coroaois
s cozoiiors
n coroaois
: cozoiiors
n coroaois
s cozoiiors
n TS coroa0is
. SADAPENGELOLA DAVA PERKEOUNANKCLAFA SwIT TS coroijors FEYPRPEET
n i S s T co20it/015 i s 001
. RGN IEIAPA AT TS coroiiots e
n SADAN FENGELOLA DAVAPERGBUNAN ELAPA ST B8 b Tamansn co20/015 i s 001
s somieencrio e o 15 £C andung Tamansr coz0a0015 I amari 2025
n BADAN PENGELOLA DANA PERKEDUNANE AR ST DK€ bandun Tamansr co20i/015 i s 001
s BADAN PENGELOLA OANA PERICBUNANKELAPA AW 15 £C andung Tamansor coz0a0015 I amari 2025
n i S s BB bandun Tamansr co20i/015 i s 001
s A FERKC B KA ST o1 £C Eandung Tamansr coz0a0015 I amari 2025
n SADAN FENGELOLA DAVAPERCBUNAN ELAPA ST BB bandun Tamanss co20i/015 i s 001 :
I o e
sl ais] o777 9L e D3 B oo KO e T o7 /21 Sepremet 620
o Gisso1o03533505 | RPL| LT BLUBPOLH NTUROPS € T
s ais i [ar sy srous chcors o T oo
el o Gisi00sE73308 B BPOLONTUAOPS K 2000
(157 [ oms | 2o [ ReL[#PL015 BLU BPOLY UNTUK 0FS K oL
FissT o 1008250 i s
Fiss T ais Tzt wot a1 Bl P MUK o e :
HeoT o Sosaorr7256 Ao [PLo1S LU OPOLH UNTUI OFs 7 Thamin rozessoz2issiz
HeiosT s T T T T T
oo Soosaetic e ors 7 Rosiro2a 11321
FeT ot oioi313; | RPLRPLo13 BLUBPOLH UNTUK oS 7 st sl
e o ianinisios o 7 w2000
HeTosTs T
oo ois i
HerTosT s Y
e o T
HeTosTs Tene
ol o ST e
PnTos] s Mo
7Tl Eoioutoisios
FrTosT s Tisis
o SEstoio0n0035a
FnTos] Gosvomaieior
oot Sasazoczsoir T 5534000.0000000)
P os] s Gissoimssison yn
HT o Giswiooueso%01
FisTos] T o n
ol o Eooiouimios e
T Grssionss
o Giswioizsaios
o] i T
oo EoiauissTior
[iss o1 | 059601002054400 | PL|RPLO1 BLU BPOUH UNTUK PO
e o1 Goetontossiot | i [RP01o iU BPDUTATUK D AT




] o] 0596010205740 | PL[RPL019 BLU BPOLA UNTUK PRD. w0 T2/ 1207207 72 Agustus 2025
[(res 015 | 05960 6402 | RPL [RPLO19 BLU BPDLH UNTUK PKD_ (BRI C: 22,
Ea 059601002051402 | RPL | RPL 019 BLU BPOLH UNTUK PRD. o T302/c0N 1200/2023
[(190] 015 | 05960 408___| RPL | RPLO19 BLU BPDLH UNTUK PKD. (BRI C: 1342/KPt 202
T 059601002050405 | RPL | RPL 019 BLU BPOLH UNTUK PRD. o T302/c0N 1200/2025
[(192 ] 015 | 059601002055406 | RPL | RPLO19 BLU BPDLH UNTUK PKD. (681 C:
E O 9501002045405 | RPL [ RPL019 8LU BPOLTUNTUK PRD 1
[C1s4 ] 015 | 059601002004405 | RPL | RPLO19 BLU BPDLH UNTUK PKD. (681 C:
s [ ois | ot [ 019 60 rou 5
[C196 015 | 1030077777395 | "RPL[RPLO13 BLU BPDLH UNTUK DK [Man hamrin Fp1.188.475,14
o7 [ ois | a 651009322 | AP |RPL019 BLU BPDLA UNTUK KD B
[C1os 015 1661408471 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. (BN Cs
Coo 015 1661009505 | AP |RPL019 BLU BPDLA UNTUK D v
[200] 015 | ¢ 1661410860 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. (BN Cs
[201] o15] 16 [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P "
[202] 015 | 1661410292 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. 0
(203 015 | a 030206228555 | AL |SPL019 BLU BPOLH UNTUK i
[204] 015 | 1030206228542 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[205] 015 [RPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[208 015 | ¢ 1030206228625 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[207] 015 1030206228617 [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK PR amrin
[208 015 | 1030206228609 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[209] 015 1030206228591 [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P amrin
[210] 015 1030206228583 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
(ol o] 1030206228575 | RPL [ RPL0LY BLU BPOLT UNTUK PRD on amrin
[22] 015 | 04 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK DK oI Rp7.041.189.860,00
[ o5 | 30206229165 | AL |APL0I9 BLU B7DLA UNTUK P i
[214] 015 | 1030206229151 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[25] 05| ¢ [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P amrin
[216] 015 | ¢ 1030206229136 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[20] 05| ¢ 302062290 [RPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[28] 015 | 1030206229052 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[219] 015 3020622906 [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P amrin
[220] 015 1030206229011 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[221] o15] [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P amrin
[222] 015 | 1030206229144 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
(2] o] 030206229125 | RPL[RPL0LY BLU BPOLUNTUK PRD amrin
[224] 015 | ¢ 1030206229094 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[25] 05| ¢ 1030206229110 [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P amrin
[226] 015 | 1030206229078 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. amrin
[227] 05| 10302062291 [RPL 019 BLU BPOLH UNTUK P amrin
[228] 015 | 1030206229177 [ RPLRPLO19 BLU BPOLH UNTUK PKD. an amin
(a0 ois | an Pengelola Dans Lingkungan Fiduy 1504043226 | L |RPLOLY BLU BPOL ONTUK DI 0 Cabang ot Menteng 0000
[230] 015 ] KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP] 8100124391651000 | BPG | BPG 019 KSAP [B7G 019 KSAP Ninil
[t ots | o | ST PEABENDAMARAA DAN ANCEARAN NEGTRR Atomiza101711000 | B9G[8PG 09 SPAN G o1 v uhi
2] 35 g pusar 52901002911306 [rpL_| oL o5 12 &
FEEY T et 20010382730 101 m il
s s pusar 1030010816575 [ pL_[ ot Ro202.565.792.251,
2 e 10816995 e[t T
5 pusar 1220070708168 pL_[ ot
& pusar 700306 (et e DENDA SvARALH 581
5 pusar 7120408888 [ro1_| ot 1 1k s 568/xPN. 1202/ 2023 10062023 o7t 56291
s pusaT FOBIEY L [aot 53352/ WP 12/66.0204/2018_|30.05-2018
5 pusar 81004254 L [aot 5 2350/ 1202/2023 19122025
5 pusar 032501050519105 L [aot 1 1k 5 235960 1202/2025 1912203
5 pusaT Tat097863 oot 19122023
5 pusar L [aoL 1912 2023
5 pu: 032901050520400 L oot 581 akarts veteran 1912025
PUSAT INVESTAS! PEMERINTAL 3201050521406 LR 019 8LU P untuk PO 65 Jakart Veteran 19122023
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERGENDAFARAAN RXIC[RKK DITIEN PERBENDANARAAN FKKCO15 DITIEN PERBENDARARARN - - 00, [Ty
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERGENDAHARAAN Rk X DUEN PERGENDARARAAN XK 019 DITIEN PERBENDAHARAAN 00 TS
o KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 1030020030000 RXIC[RKK DUUEN PERBENDAHARAAN FXICO1S DITIEN PERBENDAHARAAN - 50 [Ty
I KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAMARAAN 1005672000 oL |RPLOL DJPBN UTKTUKIN oL 015 DJPoN UTK U ST 572015 FIYTFeY Ro000 TS
I AT OO ENDEAL FETBNOMATAAY 57 [ 57 019 KANTOR PUSAT D1PE 7 015 KANTOR PUSAT DIPE 60/, 1/ 070 [ 2o 2078 00, N
I O WESTRG P o0t 2615081 1000 | 896 806 019 P 676 019 S-1006/KN 1202 o0, TS
[ KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH 1057980873 RPL 23 Juni 2021 Rp0.00 NIHIL
[ KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH 100255775561000 BPG. 23 Agustus 2021 #o0 NI
[ FOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH 1050944320 RPL 14 June 2021 Rp0.00 NIHIL
I IO PEAVANANFETBENDAFARAN NEGATA EANCA ACEH o052 75601000 | BPG 86 001 kPPN BANDA ACER 57 001 (9PN SANDA ACET 00 N
NTOR PELAYANAN PERBENDAHARARN NEGARA MEULABOH 712329176 Ro0.00 i
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA MEULABOR Saowrs7s771000 are 202 00 il
[ KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA 1166116666 RPL 7/16/2020 Rp0.00 bl
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA LANGSA Aionss275a1 1000 | BPG 896 002 KPPI LNGSA o o0 it
o KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN “0sasazess RPL | RPLO7 PS KPPN TAPAKTUAN UTK TUKIN 074 ot AT TR #5000 it
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA TAPAK TUAN o> 750n1000 | BPG 896 07a KPPN TAPAKTUAN 576 074 PN TAPATU 00 il
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE. 0000178 RPL [ RPLO8S PS KPPN LW UTK TRARN et 089 s keeN Low Urkriekn #5000 it
15| G RANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE 576 [ 675 069 KPPN LHOKSEUMAWE 676 059 KPP LROKSEUMAWE 00 il
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARARN NEGARA KUTACANE 108420317 e [ o oA RPL105 KPP KUTACANE 000 it
o RANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA KUTACANE 576 [ 675 105 KPPN KUTACHY 67 105 KPP KUTAINE 00 i
o KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON Tazmsir05 e Rwuzzwskwmukmson ONTURTRPR o 117 o TGO ORTORTRU 000 it
I KANTOR PELAYANAN PERENDARARAAN NEGARA TAKENGON 576 [67G 122 kPPN TAXE 67 122 KPPN TAKENGON 00 il
KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA MEDAN I e £ 13 o Mo | VRFS T #5000 it
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA MEDAN I T e Ly |21 7 00 il
KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| SUMATERA UTARA o P T —— 1 T AT S #5000 Nini
I KANWIL DITIEN PERBENDARARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA 5015776651000 | 6P 676 123 KANWIL DJPB SUMUT 576 123 KANWIL 017 SUMUT 00 il
KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA MEDAN e RPL123 kPPN MEDAN | UTK PS TKPRI #5000 it
15 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA MEDAN asontsy76521000 | BPGIBPG 123 ANMEDANT ____———Tavc 123 xepmoant o0 it
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR | 011301001817302 | RPL | RPLODS KPP PEMATANGSIANTAR UTKFS TRPKN RPL005 KPP PEMATANGSIANTAR UTKPS TRPR o000 i
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR | 167681000 | PG [67G 005 KPPN PEMATANGSIANTAR |30 005 KPPN PEMIATANGSIANTAR 0] it
KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA PADANG SIOEMPURN 57 [ 57 006 KPPI PADANGSIDEMPUAN 676 006 KPP PADANGSIDEMPUAN 00, it
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PADANG SDEMPUAN s PL | RPLODS (PPN PAOANGSIDEMPUAN PSTRPRN AL 006 kPPN PADANGSIDEMPUAN PETKPR o000 ini
I NTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI 7601001272308 | RPL|RPLOOT KPPN GUNUNGSITOLIUTKPS TKPKN | Rl 007 kPPN GUNUNGSITOLI UTKPS TRPKN #5000 it
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA GUNUNG SITOLT asont 76871000 | 66 676 007 KPP GUNUNG ST o0 it
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARAT O15401000874307 | RPL | RPLOTG KPPN TANIUNGBALAI P TRPRA RPLG76 KPP TANIUNGBALAI 7S TRPKN #5000 it
I T PEATANAN FERSENDAFARAAN NE AR TANIING i asont 5760 676 076 G076 1 00 Nini
527709 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT 2280100131301 | RPL|RPLOTS KPPN RANTAU PRAPAT RPL 075 KPPN RANTAU PRAPAT 000 it
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT 5015777001000 | BPG 5P 075 KPPN RANTAUPRAPAT 576 075 (9PN RANTAUPRAPAT 00 il
KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA SIBOLGA AP [ 106 o ShoLch U s TR e 18 oo 501 s TR #5000 it
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SIEOLGA assomsr771a1000 | 696896 106 67 1 00 Nini
KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA SDIKALANG 7 [ 15 0P ARG GRS T 7115 P ARG TS T 000 Nt
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SIDIKALING eson1 5777341000 | 6P 696 119 (9PN SIDIKA 676 115 7N SDKALY 00 Nini
KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA TEBING TINGGT pL_[RPL 124 KPPN TEBING TINGGI UTRPSTRPRR [l 124 kPN TEBING TINGGT UTK PR TRPRN #5000 Nini
I KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAN NEGARA TEBING TINGG! o0t 577711000 | 6P [6PG 124 KPPN TEBING TINGG! 576 124, G TEBING TINGGL 00 Nini
KART VANAN PERBENDAHAR) i RPL Rp0.00] Nl
5 | 002527755 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALI B #o0 Nihil
[ 527776 | KANWIL DITIEN PERENDAWARAAN PROVINS! Sy A7 [ 010 L VSN UTOCFs T o000 N
B ) O e e suwm T 06 896 010 KANWILOIPB SUE 00 Nini
27750 | KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA L[ RPL 010 K9PN PADANG UTK 7 PRI o000 Nini
o] Sir8 ANTOR P AN PERBENDAARAIN NEGARA PADANG 06 896 010 KPPY PADANG 00 Nini
03] 527757 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA BUKTTINGGT pL_|RPLOLL PPN BUKTTINGG! UTK PENAWPUNGAN SEMENTARA TEPAV o000 Nini
5 [ 003] 52777 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BUKITTINGG 011 (PN BUNITTINGG 00 Nini
03] 527802 | KANTOR PELAYANAN PERENDAMARARN NEGARA SUUNIL o000 Ninil
08 [ 003] 52702 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SUUNIUNG 00 it
03] 527819 | KANTOR PELAYANAN PERSENDARARAAN NEGARA SOLOK 5000 it
o8 ol sits |iTon FEATMAN PERBNDAATAM NEGARA S0L0K 76 [ 676 09 (9PN SOLOK 00 il
003] 527825 | KANTOR PELAYANAN PERENDAWARARN NEGARA LUBUK SKAPING pL_[RPL 051 KN LUBUK SAPING UTK 7S TEPRY o000 Nini
| OO —S57o0sRANTCR PELAVANAN PEROEN AR NE A LU AP 96 [5G 091 KPP LUBUK SIAPING 00 Nini
T 7 PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PAINAN RpL{RPL 142 K9P PAINAN UTK 75 TEPR o000 Nini
|08 | 003] 634409 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA PAINAN 06 896 142 kPPN PANAN o) Nini
004] 527844 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PERANGARL pL_| L 00B K PERANDARU UTK 75 TRP o000 Ninil
|08 | 004] 527844 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PERANBARU 0 806 008 kPPN PEXANBARD 00 it
a sares: OR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT pL_{ L 052 (PPN RENGAT UTK 75 TRPR o000 Nini
5 00a] 527865 [ KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA RENGAT 06 806 092 kPPN RENGAT 00 it
04| 527672 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARARN NEGARA DUMAI 720000785784 e [ 1o o R FS e o000 Nini
08 | 004] 527872 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA DUMAI 06 896 120 kPPN DM 00 it
004 613739 | KANWIL DITIEN PERBENDARARAAN PROVINS RIAU pt_| R 008 KANWILPROV RUAU UTK P TKPRN o000 Nini
08 | 004] 613739 | GANWIL DITIEN PERENDAHARAAN PROVINS AU 06 896 008 KANWILOIPB A 00 il
005[ 527850 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA JAET RpL_[RPL 012 KPP JAMBI UNTUX 7S TRPO o000 i
5 | 005| 527890 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAR/ 1 BPG R0 nibil
5 sars T PELAYANAN PERBENDARARAAN N e 5000 it
|08 T005] 527908 [KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGM PENUH BPG n Mam 019 R0 bl
o8 00| 527912 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO. RPL 6 Januari 2017 Rp0.00] Nibil
|08 T005] 527912 [KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO BPG 13 Mam 2019 R0 Nihil
o8 Toos] et L DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI RPL nuari 2017 Rp0.00 ainil
|08 T'o05] 613743 [KANWILDITIEN PERBENDAHARAAN PRDVWSHAMB‘ BPG. 20 Mamzu 9 R0 nihil
57| KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGIAL RPL e i 16 Jangar 017 Rp0.00] il
o8 sl sty _Liron eATAAN PeENDAATAA ot Kummusm [ N0-295/78.3/2015 53 Maret 2019 00 bl
615762 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGA L[ ReL 155 9PN BANGHD UTK 75 PR S0/MICS/2017 o000 i
|| e OANTORPEAAN PERBENDAFARAN NEGARA DR 6 00 bl
006] 527935 | KANWILDITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| SUMATERA SELATAN 1120063030704 e o000 i
|08 [ 006] 527935 | KANWIL DITIEN PERBENDARARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 6 00 bl
006] 527540 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PALEMBANG 112001108202 e o000 Nini
08 | 006] 527940 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PALEMBANG Si00125278401000 | B o) Nini
527561 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBLX UNGGAL 130011718271 e o000 Nini
5 006] 527961 | ANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU 6 00 i
[ o8 |006] 527075 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA RPL Tosoi Rp0.00 Nl
|08 T'o06] 527575 [ KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAIA BPG. 20 March 10!9 R0 Ninil
[ R PELAYANAN PERSENDAHARAANL RPL 16 Janar 2017 Rp0.00] Nl
[ os [ ooe] KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT BPG 13 Pebruan 2015 R0 Ninil
(536 | 015 | 05 | o06| 48779 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEXAYU 1130011715764 e 16 anar 2017 o000 Nt
(337 015 [ 08 | 006| 648779 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYL BPG. 12 Juni 2019 R0 Nihil
536 ows 007] 528001 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG 10012347088 RPL | RPLOLT KANWIL PROVAMPUNG UTKFS TRPIN _[wvton R TR T S50/7k5/ 2017 16 anar 2017 o000 N
7339015 |08 | 007| 526001 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG. 5100125260011000 | BPG |6PG 017 KANWILDIPBLAMPUNG | 6PG 017 KANWIL OJP6 LA 1912/WPB.0B/KP.0104/2019_|17 juni 2019 850 N
[390] 015 |08 | o07] sasou: PERE| SARA BANDAR LAMPUNG 1140012347906 RPL | RPLO17 KPPN BANDAR LAMPUNG UTK PS TKPKN [RPLOL7 KPPN LAMPUNG UTK PS TKPKN 60/1 16 January 2017 Rp0.00| Ninil
[7341 ] 015 | 08 | 007] 528015 | KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA BANDAR UAMPUNG | 100125280151000 | BPG |67 017 KPPN BANDAR LAMPUY 697G 017 (PPN SANDAR LA 1911/WPB.08/KP.O108/2015 |17 June 2015 500 i
[342] 015 | 08 [007] 528022 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI 015501001873308 RPL | RPL 116 KPPN KOTABUMI UTK PS TKPKN [RPL 116 KPPN KOTABUMI UTK PS TKPKN. 560/MK 5/2017 16 Januari 2017 Rp0,00] Ninil
[[345 ] 015 | 06 | 007] 528022 | KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA KOTABUMI esoo015280221000 | BPG[6PG HIGKPPNKOTABUMI 69 116N xoTABUMT 16/ W5S R/GTROUAD[aobre 2053 500 N
ETE N 7] 6 PELAYANAN PER: UNG 1a RPL | RPLI26 KPPN METRO UTK PS TKPKN. [RPL 126 KPPN METRO UTK PS TKPKN 16 January 2017 90,00 Ninil
[[345 015 | 06 | 007] 52603 _[KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA METHO LANPUNG 3100125780361000 | BPG 596 126 KPPN METRO 69 126 (PPN METRO T o 500 il
[346] 015 | 08 | 007] 634572 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE i 1140081458880 RPL | RPL 145 KPPN LIWA UTK PS TKPKN. [RPL 145 KPPN LIWA\/TKPSTKPKN -24/\WPB.08/KP.04/2015 14 January 2015 90,00 Ninil
[7347] 015 | 06 [ 007] 634572 | KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA LWA 5850016345721000 | BPG [69G 165 KPPN WA 696 165 oo L o33 310t T3 March 2015 500 it
[3as] 015 YANAN PER 7 EGARA MUKO MUKO 110101000582- RPL | RPL 181 KPP M\IKDMUKD\ITK PSTKPKN [RPL 181 KPPN MUKOMUKO UTK PS TKPKN 1K5/201 25 January 2017 90,00 Ninil
[ 345 015 | 08 | 008] 445371 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO 650014453711000 BPG. 18 March 2019 R0 bl
350 15 [os Toos] s I [ T6anuary 2017 000 -
[ 351 015 | 08 | 008] 528785 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULL £100125287851000 BPG. 12 une 2015 R0 bl
(552 | 15 05 [oos| 528792 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAHAY 015001001831306 RPL 5-560/MK.5/203 16 Januari 2017 90,00 Nini
[[353| 015 | 08 | 008| 528752 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA 650015287921000 BPG. (6°G 121 KPPN MANNA 1 00) i
[sa o5 | s | ILDITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU ‘170000017810 Ao ans LS U L : o1 anuary 2017 o000 Nini
[(355 ] 015 | 08 [oos| 61350 | KANW\LDWEN PERBENDAHAMAN PRDVWS\ asucxum £100126137501000 BPG. zuanumzm R0 i
[T3s6 o1 | os [ ove] —caas0s | PELAYANAN pERGEN e o e CompunE vy s 25 anuar 2017 o000 Nini
557 ots ol coite T ANTOR ELAANAN PERBERCAMATA NEGARA :ukuh om0 | W8 L tom cUave 696 126 kPPN Cur ND 299/ 13 Maret 2019 500 i
(58 [ ors |08 | ELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL 006301001949300 RPL 24 November 2016 90,00 il
[z ot o o —stmst Trowon s esomamaan ot msm P T T I T T T — msxwwwom PINANG T e o B —— ND ess/ 52 uni 2010 o0, I
[e0] o5 | o8 | R PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA TANIUNG PANDAN N T 1slanu=n1m7 o000 N
[361] 015 [ 08 | me KAMOnPE\AVANAN szmmxmu Nchkn lwuus PANDAN 650015275821000 BPG. 20 Maret 2019 R0 bl
[e2[ o5 | s | WILDITIEN NS1 BANGHA BELITUNG T R T T o S Ty o — T o000 huni
365 ot | o6 | mekAnwunmEN FERaENOAARN PR LG sl 8100126347561000 | BPG [5G 015 KANWIL DJPS BABEL 696 015 KANWILOJPB DAGEL [T 12 uni 2015 w00 il
[3e4] 015 08 | 527162 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEG 008401003077303 RPL | RPL 020 KPPN SERANG UTK PS TKPKNV [RPLO20 KPPN SERANG UTK PS TKPKN 5 584/7B.1/2017 25 Januari 2017 Rp0) NI
[365] 015 [ 08 | mn KAM(D\PE\AVANAN PERBENDAHARAAN Nchkn smNs 650025271621000 BPG. 20 Maret 2019 Rp0) NiHIL
(565 | 015 | 05 | o10] 634260 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTE Sontotosusiany | AP AP 020 AL POV BRITEN TP P[P 030 I PROVBATER PSR [5984/7B.1/2017 |16 januari 2017 o000 N
[367] 015 [ 08 | mn KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINST umsu 650016342601000 BPG [6PGO0 KANWILDIPBBANTEN _ [6PG 020 KANWIL DJPB BANTEN. 382/ WPB.11/KP.0104/2019 _| 20 Maret 2019 R0 bl
68 o15 | o8 [ oto] _esa PELAVANAN Pt ERANG esontesssrzionn | BPGleRG 7PN TANGERNG __————Ter 17 WG 275/WPB /K7 02/2015 |20 Maret 201 0 Nini
(369 015 |08 | 010] 634633 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA TANGERANG. 7106153262 PL|RPL127 KPPN TANGERANG UTKPSTRPKN | RPL 127 KPPN TANGERANG UTK PS TKPKN 560/M) Januari 2017 Rp0) i
[370] 015 | 08 [010] 648783 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG. '008001001665308 RPL | RPL 161 KPPN RANGKAS BITUNG UTK TKPKN [RPL161 KPPN RANGKAS BITUNG UTK TKPKN. 560/MK 5/2017 16 Januari 2017 Rp0) Nini
[[571] 015 | 06 [ 010] 648785 | KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA RANGIASBITUNG. eso0016487831000 | 87 676 161 KON AKGT 696 161 o BT 180/WPB.11/KP G303/2019 |20 Maret 2015 w0 i
[372] 015 | 08 [011] 015114 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI 1190006833055 RPL | RPLO19 KPPN JAKARTA VI UTK PS TKPKN [RPLO1S KPPN JAKARTA VI UTK PS TKPKN 560/MK 5/2017 16 Januari 2017 Rp0) Nini
[373] 015 |08 [oui} KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI £100120151141000 BPG. [BPG 019 KPPN JAKARTA VI 1586/WP6.12/KP.0204/2019_|19 Maret 201 Rp0) b
[374] 015 | 08 [ou| os: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI 03¢ 1306 RPL | RPLO19 KPP JAKARTA VIl UTK PS TRPRN. [RPLO1S KPPN JAKARTA VI UTK PS TKPKN 560/MK 5/2017 16 Januari 2017 Rp0) Nini
[7575 | 015 | 06 [ O11] 015115 | KANTOR PELAYANAN PERENDARARAAN NEGARAJAKARTAVIT 1 159G 576 019 KPPIJAKARTAVI 697G 015 (PPN JAKRRTAVI 1609/WPb.12/KC.02/2019__|20 Maret 2015 w0 i
32 7ot ol ot i At etom At oA s PENERTARR| 100301116000 | L. [P 0197 s PeNGENAN Tk 5 7 R 015 K9P K150 PENERIVIAAN UTK PS TP Se0/wics 2017 16 anar 2017 0 Nin
[7577] 015 | 06 | O11] 01516 [ KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA KHUSUS PENERMAAN] 50006842522_| BPG [67G 010 KPPN KHUSUS PENERIMARN [5G 010 kPPN KHUSUS PENERIVAAN 3214/ WP5.12/KP 02047201918 Jum 2019 w0 i
(78] 015 [ o8 [o o 0701000730308 | RPL | RPLOLS KPPN INVESTAS! UTK 7S THPIN RPL 010 KPP INVESTAS| UTKPS TRPHV Ss0/wics/2017 16 anuar 2017 0 Nin
[ ot [ o8 | mx 650010151171000 BPG EPE m-;xwmwsuswvzms\ 1602/ WP8. 12/KP.0204/2019 20 Maret 2019 Rpo| Nl
[330] 015 | 08 [oul sa7027 KA ILDITIEN PERBEND 0340100235130 RPL wmvnmmwx PSTKPKN, [RPLO1S KANWIL PROV DKI JKT UTK PS TKPKN 'S60/MK.5/2017 Januari 2017 Rp0) NiH
Dot o5 [ 08 | mx 650015270271000 BPG EPE DIGKANW“WNAKAR 1585/ WP8.12/KP.0204/2019 I'JM ret 2019 Rp o] NHIL




Perbaikan dan Sudah sesua dengan sprint (Excel yang

Bl

¢

¢

¢

[¢]

[¢]

[¢]

[¢[

Je]

Je]

Je]

[

[e]

Je]

[e]

ol
INANANNNNEANANAAAA AN AN AN

&

ss2| o1s | o8 [on] serom SKARTAT ReL019 G o 9L 013 KPP AKARTA | UTK 7S THPKN s984/78.1/2017 25 sanuary 2017 o el den
ERIN ]S5O PR P R O EEsETT) 576 015 KPP AKARTA 576 015 KPP JAKARTAT e T Y w0 it
5o | 015 | 08 | R PELAYANAN PERBENDAY oxse> {019 KPP JAKARTA I UTCPS TP RPL 015 KPP JAKARTA 1 UTCPS TP S0/ 2017 ani 2017 w0 i
25 015 | 0s 011557018 XANTOR PLAYANAN PERBENDAMARARK NEGARA AARTA £100125270481000 | BPG 676 019 KPPI AARTAIT 676 015 (PPN JAKRRTA T 3162/Wr 12/XP 0208/ 2015 unm\zmg w0 it
o6 | 015 |08 {ont KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARAJAKARTAIT o0r00 | RPL 015 KPP JAKARTA I UTEPS TP RPL 015 KPP JAKARTA I UTEPS TP S0/ 2017 6 s 2017 o000 N
567 ois | 08 | T PELAANAN PERBENDARARAAN NEGARA JAKARTA I e50015270521000 | BPG 676 019 KPPR IAXARTAT 696 015 (PPN JAKRRT) L AV e PO o0 [Ty
568 | 015 |08 | 011] 531293 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARA ARRTA 124301000002306 | L [RPL OIS K9PNJAKARTA IV UTEPS TP R 015 K9P JAKARTA IV UTEPS TRPRY Ss0/wcs 2017 16 s 2017 o N
389 | 015 | 08 [ 011] 531203 |KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA. 6500153123100 BPG. (656 019 KPPV JAKAS xsﬂ/wP! 12/KP.020472019 |15 Maret 2019 Rp o] NIHIL
550 015 |08 | 011] 579330 | KANTOR PELAVANAN PeBEN Soroa0r0sess L[ RPL OIS KPP IAKARTA Y P THPN L 010 ko AKARIAY KPS TR 26/WPb.12/46.0200/2018 |13 1 2015 000 P
351] 015 | 08 [oni] 579330 | mmawmumn PiRAENDANARAAN NEGAR‘ JAKARTA' 5001579330100 BPG. (65G 019 KPPV JAKART) mz/wn 12/K.0204/2019 |20 Maret 2019 R0 NIHIL
52015 |05 | b1 AN PELAVAAN PERSEIDAPARAAN NATA LS PIURRA 0o L[ RPL OIS K9P P UTK PS RPN [ 010 P ko TS TR 178/\96.12/7 0610/2017 |51 Januari 2017 000 N
393 015 | 08 [O11] 613611 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PIIAMAN DA] __8100126138111000 BPG [6PG 019 KPP KHUSUS PINJAVAN DAN ~IBAN lsm/wP! u KMM /2019 20 Maret 2019 Rp0 NIHIL
554 | 015 |08 | 012] 451531 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NOUNG 1 cstoto01A0t a0t | RPL|RPL022 KPPN BANDUNG 1 UTKPS TRPGN | Al 022 K9P BANDUNG 1 UTR S TR 6wy 2017 000 i
395] 015 | 08 | mz KANTOR PELAYANAN PiRAENDANARAAN NEGAR‘ wmws " 6500145153100 BPG. (65G 022 KPP BANDUNG 19 March 2019 R0 Nihi
396 | 015 | 08 [ot IOWIL DITIEN PERBEND) (OVINSI JAWA BARAT on0s01002363304 R Ron.00) [T
357 015 mz KANWILDITIEN v:ksmmnnmm mvwsw JAWA BARAT 650015270941000 BPG. Ro0 NiHIL
556 | 015 |08 | 012] 527102 | KANTOR PELAVANAN peBEN T or6s0t000074105 | RPL | RPL 022 KPPN BANDUNG L UTR PSTRPRR 000
o5 03] 527102 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA BANDUNG | es0015271021000 | 8P [67G 022 KPP BANDUNG | o0
(400 | 015 |08 [ 012] 527120 | RANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA CIREGOF oro70t00060105 | AP |RPL 026 KPPN IREBON UTKPSTRPAR 000 Nt
o5 03] 527120 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAWARARN NEGARA CIREBON 596 676 024 KPPN IREBON o0 i
(02 [ 015 | o8 [ 012] 527137 [xanToR petavanN peren "pL_{R71073 697N GOGOR UTEPS TP 000 Nl
o o1 KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA BOGOR. sovsamanion | 57[6% 05 107 sope o0 i
(04 015 | o8 [ 012] 52721 [wanTOR petavanN perew ASKMAAVA [ 258 131051 | 13 vt E w000 FTe)
5| 015 | 08 | 012] 527141 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA 650015271411000 BPG. ]9M rch 2013 Rp0 Nihi
015 | 08 | 012] 527158 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR \RA PURWAKART 00000000506173593 Mﬂli KPP WRWAWYAW PSTRRRI 6 January 2017 90,00 Nihil
7| 015 | 08 [ 012 527158 | ANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA [ m azuwwuamwﬂ 576 01 o s wm g g0 Nl
[aos | o15 |06 [o12| 527183 | KANTOR PELAVANAN PERBEN RPL 16 January 2017 90,00 Nihil
[209 | 015 | 08 [0} KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG. 650015271831000 3 m ass mw KARAWANG m ass mw KARAWANG 13 March 2018 R0 Nihi
[at0 | 15 06 12| 527205 | KANTOR PELAVANAN PERBEN T 00000000506297474 PL 16 January 2017 90,00 Nihil
015 | 08 | 012] 527205 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT BPG [ 6P 096 KPP GARUT (676 096 KPP 13 March 2019 Rp0 Nihi
015 | 08 [ 012] 527230 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR It i 1820001154533 P ptember 2018 90,00 Nihil
015 | 08 [o12 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI 650015272301000 BPG | BPG 128 KPPN SUKABUMI 65 128 kPPN S| 0 19 Maret 2019 R0 Nihi
] 015 | 08 | 012] 634661 | KANTOR PELAANAN PERBEN: (EGARA KUNINGAN ‘o1330100201730¢ [RPL147 PPN KUNINGAN UTKPSTRPKN | RPL 147 KPPN KUNINGAN UTK PS TRPRN [S560/MKS/2017 |16 Januari 2017 90,00 NIHIL
5| 015 | 08 [o12 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN 650016346611000 m m mw KL/MNGA m Maret 2015 Rp0 NIHIL
s o15 |os | ota] ede750 | kaNTOR peLavaNAN peRs o ot001 667300 L ssw 3/20 5 ey 2017 w000
015 |08 | 012] 648750 _| KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG 6500164879010 el as7xwwswiu m oo sizon (S otes 5 oot 0
015 | 08 | 012] 652449 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN ] o13901002704308 Sm/WPM/ 330/2017 |1 February 2017 90,00 NIHIL
Tois | T PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BEKAST 1T —— T ———— Y n/pmswzme 72 arch 2015 o0 [Ty
0| 015 | 08 | 013] 451507 | KANTOR PELAYANAN PERGEND) 'NEGARA SEMARANG I o0r3M002270302 L[ RPLOZ6 KPPN SEMARANG ILUTKPSTRPKN | RPLO26 KPPN SEMARANG Il UTK PS TKPKN 5584/7B. 3Lianuary 2019 90,0 it
[ 015 |06 | 013] 451547 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA SEMARANG I 676 026 KPPN SEMARANG 1 676 026 KPPN SEMARANG 1 S 30T T Agusts 2023 o0 [T
o ots | os [on ssrear A i i ] e o r
o5 O13] 527268 | KANWILDITIEN v:ksmmnnmm mvwsw JAWATENGAH 008301002268305 RPL mm KANWIL PROV JATENG 5964778172017 03 Februar 2017 Rp0.00 NIHIL
T o1s T o8 [ o13] 27265 [RANWIL DITEN perae VNS TAWA TENGAT Somzssemoon | B7G 5-453/0070.14/P 0104 3015 |17 2015 00 pTTTY
5] 015 | 08 [013] 527272 |KANTOR PELAYANAN PiRAENDANARAAN 'NEGARA SEMARANG | 008301002269301 PL 5-984/96.1/2017 25 Januari 2017 0,00 NIHIL
& o1s |08 [ 013] 527272 wanTOR peavANAN peren SEMARANG | eonnmion | o6 m ot oo m sie oo o1 4TI 213 00 N
015 | 08 [ 013] 527285 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA 009701001470306 PL 16 January 2017 Re0,00) NIHIL
015 |08 [ 013] 527269 | KANTOR PELAYANAN PERGENDAA eontsonmeron | o6 m mmms AT m mmmm TN szsn/wvs 1A/K9n2!/1m§ 19 wareh 2019 00
015 | 08 | 013] 527293 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREIO 001 PL 16 Januari 2017 ik
S T ots o8 o1l S2723 KARTOR PELAYARAN PERBEN o I oA 11— 13 T TR i
1] 015 | 08 | 013] 527301 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO 0070100143630 RPL 27 January 2018 Nk
2] 015 |08 | 01a] 527301 | KANTOR pELAYANAN PRGN o oo | 8% 57 0 07k oo T — B N i
015 | 08 [ 013] 527315 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN 00000000505961336 | RPL Mm P P LONG AR5 T 5-560/MK.5/201 Januari 2017 L -
015 | 08 013 527315 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR 98%0015273151000 [ IES/PE 372019 |13 March 2013 i -
T 015 |06 | 013| 527322 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA P L e e —| 1 S 60/ 2017 Januari 2017 [T
015 |08 [ 013] 527322 | RANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA PATT v lorom oo Twcowemen _s50wmiy00qmn [ouwe piTy
o5 0] 52733 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA KUDUS. o T, T — 3T R S So0/viks 2017 T6anvari 2017 [
5 [ 013] 527336 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NEGARA KUDUS anirp7asian | 76 [ere 25 pmmOs oo imwmnaos T — T Ty
0] 527340 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA MAGELANG ot [RPL 115 K9P MAGELANG UTKFS TN T WIAGELANG UTK S TRPRT iCs/2017 6 anuari 2017 72000 N
5 [ 013] 527300 | KANTOR PELAANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG csnteo72a0nonn | B9 6P LISKPANMAGEANG ___———av6 135 cornwaGaANG [ 1zs/w1>s/u/wm/1m§ o 00 P
5 [ 015[ 527357 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGAR 390066060660 [ <567 Januari 2017 e
5 [ 013] 527357 | KANTOR PELAANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL Foaprsnamn | 6 [eReIE TR ocuswmton _ Tnoesmamn  [aunmn Ty o
5 [ 013[ 527361 | KANTOR PELAVANAN PERGENDAARAAN NEGARA CILACAY o 2 RPL 16 Jangar 017 Rp0.00 NIHIL
5 | 013] 527361 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP. SRS015773611000 B B ﬂ"/wl’B 14/kP15/201 |18 Maret 2015 #o0 NI
5 [ons[ e INTOR PELAVANAN PERSENDAHARAAN NEGARA KLATEN RPL 3 Febrvar 2016 L NIHIL
5 [ 013] 631722 | KANTOR PELAANAN PERBENDAFARAN NEGARA KLATEN e [ore A RATEN —————————————Tore s omwiuaTe S ER— piTy N
13| 648605 | KANTOR PELAVANAN PLRBENDAMARAAN NEGARA SRAGEN L[ RPL 162 PPN SRAGEN UTKPS TRPRR [l 162 ko SAGEN UTKPS TRPAN 60/ 2007 Januari 2017 [
5 015]  isaos [RANTOR PELAVANAN PERBENDAMARAAN NEGARA SRAGEN org [org 62 GmSGEN o ioapemsmacen WP KTy is Maret piTY
5 | 01| bieB12 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADT L [RPL 163 kPPN PURWODADI UTKPS TRPRN [ L 163 kPPN PURWODADI UTKPS TP 60k 2017 T6anvari 2017 [
013] 648812 KANTOR PELAYANAN PERGENDAHARAAN NEGARA PURWODADL {57 163 PN PURWODADL a7 163 oo puRwoODAD! 166/095.10/17 1373005 |19 Maret 2015 piTy
5 T ons| eise OR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANIARNEGATA N | Y S0/ 2017 Januari 2017 [
5 [ 013] 68626 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANIARNEGARA 576 164 (9PN GANARNEGARA 576 164 97N 5ANAG 32/WPG.14/¥0 002013 |19 Waret 201 [T
ol o NTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA WATES [RPL 176 KPPN WATES UTKPS TKPRN vt 176 KopN WATES Ui s TRPRL o0k 2007 Januari 2017 [
5 [ 014] 497587 | KANTOR PELAANAN PERENDAHARAAN NEGARA WATES omssririon P lorG e waTes ___— Toremmwanes 173/W90.15/47 G3/3015 |19 Maret 20 piTy
014 527399 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARAYOGYARGRTE 370012911760 L RPL 030 KPP YOGYAKRRTA UTR PS TXPRI 60k 2017 16 anvari 2017 [T
5 [ 014] 527359 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAN NEGARA YOGYAKARTA Tonteo7seronn [B7G O30 PN VOGYARTA__—[apc 0w cenvoovaawia S22/ 1202/7621 23 waret 2022 piTy
ol esaz TLDITIEN PERDENDAHARAAN PROVINS! 0.1 YOGYVARARTA 1370012908101 RPL 030 KANWILPROV. 1Y UTR S TRPRR RPL 030 KANWILPROV. 1Y UTR S TRPRR S0k 2017 Januari 2017 [
5 [ 014] 634277 | KANWIL DITIEN PERGENDAWARARN PROVINS! .. YOGYAKARTA 7% 030 KANWIL DIPB YOGYAKA 7% 030 KANWIL D175 YOG 1559/Wp6. 15/ 01 04/2013 |17 Juni 201 [T
014 634752 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA WONOSAR! RPL 145 KPP WONOSAR UTK 75 TRPRN L149 KPP WONOSARI UTKPS TKPR 5w o 2017 [
5 [ 014] 63752 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NEGARA WONOSARI o 576 165 PPN WONOSAT 576 165 PPN WONOSAT A5 9 0TS | 5 vt 2015 i
015] 51557 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA SURABATA T 1420015495640 oo e s IO o e s s o S0/ /2017 6 anvari 2017 000 [Ty
5 [ 015| 451553 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAN NEGARA SURABAYA T Foanasissian {676 03PN SURRBAVAT _—————————————[avc 031 oo sumaavan W IREOBE |17 i 00 [Ty
15| 5274 L DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS! JAWA TIMUR 1400016219587 L[ RPLO3LKANWILPROVIATM UTKPSTRRkN _— [ReLoat ANHILPROV 1ATIM VTS TPGY > S0/MK.S/201 16 Januari 2019 Rp0.00 [T
5[ 015| 527411 | KANWIL DIJEN PERBENDAWARAAN PROVINS AWATY Foaper 110 G5 5T oM P AT 676 031 kanwiL Oy T3 R TP F T 00 [Ty
15[ 527425 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA SURABAYAT 1400016221336 1051 P v VRS TP RPL 031 PPN SURRBAYA | UTK P TRPRT S0k 2017 Januart 2077 #5000 [Ty
5 [ 015| 527425 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA SURABAYAT Froni>376>100 | 67 896 031 kPPN surAEA 576 031 (PN SURRBAVAT 1206/WP5. 16/ GI04/2073 |17 Juni 201 00 [Ty
015[ 527432 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARARN NEGARA MALANG 1040016405356 L0 ot RPL032 K9P MALANG UTKPS TRPR S60/viks/ 2017 16 anwarl 2017 #5000 [Ty
5 | 015] 527432 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG 1001257437100 (67 032 (PPN MALANG 659/ WPB. 16/KP.04/2019 |14 Juni 2019 #o0 it
ous| s NTOR PELAYANAN PERBENDANARAAN NEGARA KEDIRT B 1 TS 5607 Jonuart 2077 75000 N
5 | 015] 527445 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI 5001577446100 6P 034 KPPV 240/ WPB. 16/KP.08.04/2019 _| 22 Maret 201 #o0 it
015[ 527450 | KANTOR PELAYANAN PERENDAWARAAN NEGARA MADIUN 1730002576802 105 P RO T R 033 9PN MADIUN UTK 7S TEPRY 5507 7 onwari 2017 #5000 [Ty
5 [ 015| 527450 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAN NEGARA MADIUR o 527450 576 033 o 676 033 K7 wADY 0542/ w716/ 070473013 19 uni 201 00 [Ty
015[ 527467 | KANTOR PELAYANAN PERENDAWARAAN NEGARA BONDOWGSO sa30078477047 o T DO L 035 K9PN HONDOWGSO 166/ 16/ 06/2020 |12 Februari 2020 o0 L

ot
01| 527467 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NEGARA BONDOWOSO. 5001577467100 67 035 KPPN BONDOWOSO 321/WPB.16/KP.0604/2019 |22 Maret 2015 Rp169.500) Retur uang lembur
ous| s NTOR PELAYANAN PERBENDARAFAAN NEGARA PAMEKRSAN T — Y 50/ Jonuar 2017 000 ML
01| 527471 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN 5015774711000 [BPGOSSKPPNPAMEASAN " |6PG 036 PPN PAMEKASAI 145/WPB.16/KP.036/2019 | 19 Maret 201 #o0 it
015[ 527485 | KANTOR PELAYANAN PERENDAWARAAN NEGARA BOIONEGORD et 073 keP smm«wm Tk psTR S0 Jonuar 2017 o000 N
15| 527485 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BOIONEGORO o0t s77an81000 T [ o T WP, 16/KP 12032015 |15 aret 2 o) TS
015[ 527452 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAWARAAN NEGARA BARYUWANGT P10 KPP BANYUWANG) UTKPS TRPR P10 KPP BANYUWANG) UTKPS TRPR Sc0/n 5/2017 16 anuar 2017 o000 N
15| 527492 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BANYUWANGT eson1 5774021000 67 100 KPP BANYOWANGT 576 100 K9P SANVUWANGT 405/ WPB. 16/KF. 1303/2019 |18 Maret 2019 o) TS
015[ 527500 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA MOJOKERTO e —— 1 T S60/MK 572017 Januar 2017 o000 N
035[ 527500 | KANTOR PELAYANAN PERENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO Saonio7somaon | 896 275/WPB.16/KP 1072015 10 juni 201 o) TS
015[527516 | KANTOR PELAYANAN PERENDARARARN NEGA 5 2017 Januar 2017 o000 N
15| 527514 | ANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PACITAN o 82/WPo.16/K0.15/2015 19 Maret 2 00 Nini
015[ 527521 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA JEM RPL 131 kPPN JEMBER UTK PS TKPRI RPL 131 kPPN JEMBER UTK PS TKPRI S0/MC 5/2017 6 anuar 2015 o000 N
15| 527521 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA JEMBER 69 131 KPP EMBER 361/WPb.16/Kp TI/2015 | 22 Miaret 2015 00 Nini
o3 NTOR PELATANAN PERBENDAHARARN REGARA BLT rtonorsrasns [RPL 150 kPPN BLTAR UTKPETRPEL—[arL 150 roPn aLraR UTKPS PR Scofuics/a017 Januor 2017 000 [
015] 634560 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BLITAR [ovG soomauTaR e isoxeeneuman 222/WPb.16/KP 0901/3015 | 13 juni 2015 00 Nini
15[ 648530 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDO) 1410015764105 RPL 165 kPPN SIDDARIO UTK S TXPRIV RPL 165 kPPN SIDDARIO UTK PS TXPKIV 1107 esember 2016 o000 N
15| 648530 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA smkoo 69 165 kPPN SI00ARIO 69 165 kPPN S100AR 534/WPB.16/KP. 030472019 |18 jum 2019 00 Nini
O15] 648689 | KANTOR PELAYANAN PERBEND AHARAAN NEGARA TUB: 170000908133 RPL 166 KPP TUBAN UTK S TXPRIV RPL 166 KPP TUBAN UTK S TXPRIV S0/MCS/2017 16 anar 2017 o000 N
18887 KANTORPLATANANPERDENDARA RSN EGARE TURAN e N [ 3 G S 1 265/ WPb.16/KP TE01/3015 | 16 i 2015 00 Nini
o6 s NWILDIT/EN PERBENDAHARAAN PROVINS KALIM | PL042 KANWIL PROV KALBAR UTKPS TRPRN [ APl 042 KANWIL PROV KALBAR UTK P TKPRA Jonuari 2017 o000 N
36| 528057 | ANWIL DITIEN PERBENDARARAAN PROVINSI KALMANTAN BARAT 1147/Wpt.17/KF GION/2019 |20 Maret 201 g 582,350 Nini
016] 528061 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAN NE 1450010355852 2 (o S50/ 7 anuar 2017 #5000 Nt
e Sas00T ANTOR PEATANAN FERDENDAFARAN NEGA A POMTANAX 2542/W 17/XP 0102010 | 18 uni 2015 00 Nini
016] 528075 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARARN NEGARA SINTANG 7 anar 2017 o000 N
016] 528076 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SINTANG 267/Web,17/X0 0572015 | 28 uni 2010 00 Nini
016] 528082 | KANTOR PELAYANAN PERENDARARAAN NEGARA KETAPA 1460010355753 61/ WP 16/+7.054/2017 |27 anwari 2017 o000 Nini
016] 528082 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG 19 Maret #o0)] Nihil
016] 528099 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA SINGIAWANG 16 anuar 2017 o000 N
16| 528099 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SINGKAWANG N0-695/75.3/2015 T2 uni 2015 00 Nini
016] 528106 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA PUTUSSIBAU S S60/MK/2017 6 anuary 2017 5000 Nini
016] 526104 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PUTUSSIBAU T Yy M Ty 00 v
o1c] OR PELAYANAN PERBENDAHARAAN E 1450010357270 67 KPP SANGGA 5 sor 16 anuary 2017 o000 Nt
6] 648893 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU 76 [ 676 167 (PPN SANGGAU 606 167 GAU EE T TV O FEY I 00 Nini
5 [ 017] 528125 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 1500004254867 5-362/WPB.18/t7.0101/2020 |10 Februari2020 #p0,00] i
ou| saizs 697G 043 KPP PALANGKA RAYA 5488/ 18/KP.0104/2019 (20 Maret 2019 30 Desember 2023 namun baru berhasi tangal 02 Januari
Ro2842710 20
17| 526145 | RANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BUNTOK PGB0 KPP BUNTOR UTK 75 TRPRT S SeMS 017 T6 anuar 2017 o000 Nini
‘Rdanya Peradin Ak Tahun Uang Makan dan Usng
ou|  sasas 76 080 kPeN BUNTOK 5156/WPB.18/KP.0204/2015 |20 aret 2019 Lembur Yang Belum Dibyarkan sehingga ibayarkan di
Bl o tangeal 2 anwari 2026
O] 575150 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA PANGKALAN GUN L G ARG Bt U i L G ARG B0t U i SeOCE/20T7 #5000 Nini
017] 528150 | ANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA PANGKALAN BUN 57 03 oo 69 102 KPP PANGKA 00 Nini
017] 613764 | KANWILDITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KAUMANTAN TENGA 1590002769007 AL AN U T 6703 AL (AL ToG U ST o000 Nt
7615760, DN FERONDAATAAN POV ALMATAN TENGA 76 676 043 KANWIL 0198 KALTENG 500 Nt
17] 645865 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SAMPIT i TSP U S R RPL 044 KPP SAMPIT UTK P THPK o000 Nt
o KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA SA 697G 04 kPPN SAPIT 676 04 KPP SAPIT 00 i
5 [ o18| 526171 | KANWIL DITIEN PERGENDARARARN PROVINS) KALIMANTAN SELATAN P OASKANWIL KALSEL UTK S TR P OASKANWIL KALSEL UTK P TR s h 3o | v T o000 N
o] s | oips KaLseL 9 045 KANWILOJPS KALSEL 5521/ 19/kP.0104/2019 |19 Maret 2019 gz apg| I ok peowa beda bank) 1. £ Kuswanto
5 [ O1e] 526185 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARARN NEGARA BANIARMASIN ooz FPL0d5 KPP BANARMASIN UTK 7S TRPKN [ [ 000 it
18] 526185 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BANIARMASIN 676 045 KPPN BANARMASI EE T BT 00 Nini
o8] s R PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA K 310012070800 RPL 081 KPP KOTABARU UTK PS TKPR [ [ 5000 Nt
O8] 528192 | KANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA KOTABARU 676 051 KPPN KOTABARD 676 031 KPPNKOTABARD ST s 00 Nini
015] 528200 | KANTOR PELAYANAN PERENDARARAAN NEGARA BARABAT [RPL 110 KPP Barabar kS TN vt 110 kv Baraba uk PETRPRN Tttt | Aamng ey 5000 Nini
18] 526200 | ANTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA BARABAT 69 110 kPPN BARABAT 362/WPB.19/KP 110/2015 | 20 Miarch 2019 00 Nini
O8] 634563 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARATANIUNG o0t1312670 RPL151 PPN TANIUNG RPL151 KPP TAING UTK PS TRPR St0/MC 572017 16 anuary 2017 5000 Nini
016] 636963 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA TANIUNG 0016349631000 62 151 kPPN TANIL 696 151 (PPN TANIUNG 269/WPB. 19/KP02/2019 | 13 une 2019 o0 ni
15[ 648872 | KANTOR PELAVANAN LR ossniontorans RPL 168 KPP PELAINAR! UTK 7S TKPIN RPL 168 KPPPELAAR! UTK S TR Ss0/ws 2017 Januari 2017 o000 Nini
18] 64872 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAMARAAN NEGARA PELEIART eso0tazs721000 96 168 (PPN PELAARI 696 168 KPPN PELA AR 089/Web, 10 XP.0Y/2015 | 16 Maret 20 500 ni
015] 528721 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARA Iy oomioorsoas S — [so84/e8.1/2017 25 tanuary 2017 o000 Nini
015| 528221 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 650025282211000 20 March 2019 R0 i
R PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA BALIKPAPAN sa50007 RPL 047 KPP BALIKPAPAN UTEPS TRPRV anuary 2017 o000 Nini
015| 528242 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAUKPAPAN £100125282421000 13 une 2019 R0 i
15[ 613 ILDITIEN Pe | KALIMANTAN TIMUR o0so7ann 2 S E2 1 T o000 Nini
019] 613771 | KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 650016137711000 (65G 046 KANWIL DJPB KALTIM. zx Mam 2019 R0 i
15 6aasi PELAVANAN PERGET W TANING REDEP Saso0issieria T T T — T T ST anuar 2017 o000 Nini
019] 634984 _| KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP £100126349841000 mum 2019 R0 i
] AWILDITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS! BAL oss010072301 Rru‘m KANWIL PROV BAL 6 lanuary 2017 o000 Nini
ol s2584_ [T, DTN PERBNOMARANPROWSI eso015283441000 697G 057 KANWILOJPB DAL 696 057 KANWILOJPS sns/wva n/xvmwzme stann 2015 500 ni
s T oa0] samsst | PELAVANAN PERBEN oss0100318307 [PLO37 KFPN DENPASAR UTKPS TRPRN | L 037 kPN DENPASAR UTKPS TXPRY S — Y o000 Nini
020 sass51_| KANYOD\PE\AVANAN szmmxmu NEGAkn nsuvnw 650015285511000 (65 037 KPP 19 March 2019 R0 i
=i YANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SING ooss01001 254303 [RPL 132 KPPN SINGARAIA UTKPS TN | vl 132 KPPNSINGARAJA UTK S TRPR Ss0/Mcs/ 16 anuary 2017 o000 Nini
| 020 KANYOD\PE\AVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA swsnum 5001528565100 (65 132 KPP SINGA 13 March 2019 R0 i
s [ o R PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAF 024101001332301 L [RPL 154 KPP AMLAPURA UTK S TRPKN 90,00 Nihil
020 KAM(D\PE\AVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA wmuu 650016350451000 Ro0 ni
T PELAVANAN 1610003669640 RPL 038 KPP MATARA UTK PS TKPRI i
G21[ 528585 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM S100125285851000 69 058 (PPN WATA i
021] 528550 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARA oonon000s0m 3481 7071 o i U ST i il
021528590 | KANTOR PELAYANAN PERGENDAWARAAN NEGARA BIMA Sgo0015285501000 696 071 o b1 il i
021] 528605 | ANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR aoaonon0sosaor: L o1 P s o000 Nini
[0z} KANYOD\PE\AVANAN szmmxmu NEGAkn suMsAwn asw 5890015286081000 13 Maret 2019 R0 i
s T oo1et37es | oosa010008330: T T —— T T 16 anar 2017 o000 Nini
Ol it NI DTN FERoNDAARAN vmww NusAlENGGnRA SataT | eamsramesion 676 038 KANWIL0JPS NTE 69 038 KANWILOJPB T S AT ST o 500 ni
PELAVANAN PERGET 1610003667552 RPL 169 kPPN SELONG UTK PSTRPRV RPL 169 kPPN SELONG UTK PSTRPIV S50/ 05/ 2017 6 anuar 2017 o000 Nini
o NToR FELAANAN FERBERCAMATAN NEGARA SELONG Si001264884710 696 165 (PPN SELONG 696 165 (PPN SELONG MRS 0 G 013 o0 ni
| 021528550 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA aso001s7ase01000 6 [67G 071 keen awa oG o7 kPPN oRA = 15 Maret 2015 o0 Saldo N
1T 52550 TGR PN PABEND AT HEGATA ST RPL 071 KPP B UTK 73 TRPRH PEVERNTAT RPL 071 PPN BIaA UTH 75 TR PEVERITA 6 anuari 2017 75000 Saldo il
s [[022] 528620 [ KANWILDITIEN PeRBEN TENGGARA TIMUR 1000506 £p0.00) KL
o Stas MWL DTN FEROCNDAARAN vmww Nusnlmssnunwk S100125786291000 35w o oy 5o 0o A P 500 TS
22| s2m633 e pesee Y 1810000050643 [in oo o oo e urcrs ot o000 L
o Stes T ANTOR ELAANAN PERBERCAMATAN NEGARA KLFANG S100125786331000 [broomonkUPANG ____[upc 030 keen KuPAN o0 TS
| 02a[ 528500 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE 01001242 m ErteT KPP ENOE UTK S TR o000 L
022 KANYORPE\AVANAN szwmnmu NmAkn ENDE 5001528640100 s»s mo Kwk(nﬂe R0 NI
s [ 02: LAYANAN PERBEND 1810001430942 0,00 NIHIL
St ANTOR ELAANAN PERBERCAMATAN NEGARA WACAPS es0015286541000 e ——— £V o0 TS
22| 528661 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARA 00000005056778648 0,00 NIHIL
G22] 528661 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG o850015786611000 opgitioomauin _— [asguiwenerne | o0 TS
22| 24 R PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA 00000000505819878 0,00 NIHIL
02 kAmoMfuvANAN szwmnmu NmAkn mMuun 5890016524531000 Ro0 kL
G2al 662770 | KANTOR PELAYANAN PERGEND Oaasoronioatins o000 L
023 ONTOR FELAANAN PERBENCAMATAAN N GARA ATANTURA 173 KPP ARANTUKA 676 174 KPP LARANTUKA o0 TS




slsfalelafeelsls]

elelele]

B

&

o]

elelele]

ol

<]

J¢]

|

elelefe]

B

B

[efefe]

elelelelelelelelelelelefe

015 | o [ 073] 51575 [ RANTOR PELAVANAN PERGENDARARAAN NEGARA MARASSAR T cosaotonssai0s | PL|RPLT36 kPPN MAKASSAR 1 UTK 7S TP0E R 156 PPN WARASSAR T UTE S TP eI 70 December 2017 w0000 Py
o5 23] 451575 | KANTOR PELANANAN PERGENDAMARAAN NEGARA MAKISSAR T es001451578:000 | BPG 676 136 KPPN MAKRSSA 596 136 o 341/Web,25/K.G2/2015 | 0 arch 2015 0] [Ty
015 | os [oaa] s ELAANAN PERBENDAFARAAN NEGARA SINIA cosotooizosian | AL [wPL 177 KePN SN UTK PSTRPRR RoL. 177 KPP SNOATUTK PS TP 5383/ 057201 December 2017 o000 [Ty
o 023] 53759 | KANTOR PELANANAN PERGENDAMARAAN NEGARA SAT someomapion | 07167 171000 s 576 17 o suAL 56/WPb.25/K0 06/2015 | 21 March 2015 w00 [Ty
015 | 08 | 023] 528366 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| SULAWES! SELATAN. 005001010058307 RPL mw KANWIL DIPBN PROV SULSEL UTK PS TRPKN 560/ MK 5/2017 16 anuari 2017 p0.00 NI
015 | 08 | ozs KANWH DITIEN vsxsmm\uunm mvws\ SULAWESI SELATAN 6500152836100 BPG. [5G 136 KANWIL DJPB SULSEL m/ wPB 1s/xvaz/zm za Mam 2015 Ro0 B
015 | o8 | fOR PELAYANAN PERBEND) AN NEGARA MAKASAR | 005001002957301 RPL [RPL 136 KPPN MAKASSAR | UTK PS TKPKN. anuary 2017 Rp0,00 NIHIL
o1 | 08 | nzs mnmkvmuwn PiR!ENDANARAAN Nzwm MAKASAR | 650015283701000 BPG. za Ma-m 2013 R0 NIHIL
015 | 08 | 023 528387 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE 0640100100630 RPL [RPL 057 KPPN_ FAREDARE UTK PS TKPKN. 16 Januari 2017 Rp0,00 Nihil
015 | 08 | 023] 528387 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE 650015283871000 BPG. 22 Maret 2019 R0 Nihi
15| 08 [ons] sas KANTOR PELAYANAN PERBEND) 024001001 358303 RPL 16 Januari 2017 90,00 NIHIL
015 | 08 | 023 528391 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG 650015283911000 BPG. 19 Maret 2019 Rp0 NIHIL
015 | 08 | 023 528409 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO 018701001320302 RPL [S560/MK5/2017 |16 Januari 2017 Rp0,00 Nihil
015 | 08 | 023] 528409 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO. 6501528409100 BPG. 041012019 Rg0 Nihi
015 |08 [023] 526420 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPORE 1700001441421 RPL _ Janari 2017 #o0 Nihil
015 | 08 | 023 528420 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE £100125284201000 BPG. m Juni 2019 Rg0 Nihi
015 | 08 | 023 635120 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG 025701000992309 RPL | RPL 155 KPPN BENTENG UTK PS TKPKN [PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - BENTENG s 1/P8.1/ Januari 2017 Rp0! Nihil
1 Merupakan retur atas transaksi transfer uang makan dan
wang lembur menggunakan UP, etur tersebut e
s | oe o] esuo orG |87 581 KCIAKARTA VETERAN ST6WPB2SKP07/2019 (19 Maret 2019 Karena nams rekening berbeds dan pada waktu tengah
malam i hari e erak, sehingga benahara sk
sp917.000
5 | o | 073] GAags1 | RANTOR PELAVANAN PERGENDARARAAN NEGARA MARALE oo orononsaner | RPL|RPLT0 KPP MAALE R 170 G WATALE EEIErT 6o 2017 00 Nl
o5 02 NTOR PELAYANAN PERBENDARARAAN NEGARA MAKALE et ST [Tt 00 i
015 |08 | 02a] 526310 | KANTOR PELAYANAN PERGENDAA z S Sc0/viks) 2017 T6 s 2017 000 Nl
o G24] 528310 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA PALL EE e P 00 i
015 | o8 [ 2a] 28324 [xanTOR peLavANAN GarA LWy ics/20 000 i
o5 o] 5255t ANTORPLAAA PRGN G L o0 i
015 |08 | 020] 528371 | KANTOR PELAYANAN PERGENDARARAAN NEGARA POS( 000 Nl
o5 | St ANTOR ELAANAN FERDERCAMATARN NEGARR roso o3 oo [esswe e | 00 i
015 | o | ELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TC 1510007626365 RPL 082 kPPN TOLI-TOL UTK PS TRPKN sso % waari 2017 p0.00 i
015 [ 08 | nzo KANTOR PELAYANAN PiR!ENDANARAAN NEGARA vou vou £100125283451000 3 m auz mm TouTou za Mam 2019 Rp0 Nihi
015 |08 | 020] 613807 | KANWIL DITIEN PERBEND) AN PROVINSI SULAWESI TENGAH 1510007627414 RPL 5 [sseomrspor | ry 2017 90,00 Nihil
015 | 08 | nzo KANWILDITIEN v:ksmmnnmm PROVINSI SULAWESI TENGAH 1012613807100 BPG. 19 Ma-m 2013 R0 Nihi
015 |08 | 025] 525441 | KANTOR PELAYANAN PERSENDAHARAAN NEGARA KENDARI 162000160605 RPL 6 January 2017 90,00 Nihil
015 | 08 | 025] 528441 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN Nzwm m«mm £100125284411000 BPG. zsAu st 2019 R0 Nihi
015 | o8 | ELAYANAN PERBENDAHARAAN NEG/ 032601001645308 RPL nuari 2017 Rp0,00 Nihil
I R 7 e T T car BAToAT [ esooisanssion [ v mm o AvsAD e o oA A I o vmerzins 00 i
015 | 08 | 025| 613792 | KANWILDITIEN PERBEND \N PROVINS! SULAWESI TENGGARA 1620001604424 RPL [RPL 060 KANWIL PROV SULTRA UTK PS TKPKN. 16 Januari 2017 Rp0,00 Saldo Nihil
015 | 08 | 025 613752 | KANWILDITIEN v:ksmmnnmm PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1012613792100 BPG. n mm 2019 R0 Saldo Nihil
015 |08 [ 025] 635155 | KANTOR PELAYANAN PERENDAHARAAN NEGARA RAHA 021701001170306. RPL nuari 2017 90,00 Saldo Nihil
015 | 08 | 025] 635155 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA. 6500163515100 BPG. m Ma- 12019 R0 Saldo Nihil
015 |08 [ 025] 635162 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 021601002028304 RPL 02 Januari 2018 90,00 Saldo Nihil
015 025| 635162 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 650016351621000 BPG. (66 156 KPPN KOLAKA. 5-80/WPS. 2!/K / u 15 Maret 2019 Rp0 Saldo Nihil
015 | 08 | 026 497622 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA 1500012276021 RPL [RPL 180.KPPN MARISA UTK PS TKPKN. s -984/PB.1/20: 25 Januari 2017 Rp0,00 Saldo Nihil
015 | 08 | 026] 457622 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA 650014576221000 BPG. 19 Maret 2019 Rp0 Saldo Nihil
015 | 08 | 026] 528281 | KANTOR PELAANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALD 0070100357306 RPL s [SS60/MK05/2017 |16 Januari 2017 i
015 | 08 | 026] 528281 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO. 6500152828100 BPG. 20 Maret 2019 Ninil
015 | 08 | 026 648741 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| GORONTALO 0270100235130 RPL s 150/ WPB.28/86.0102/2017 | 03 Februari 2017 Rp0,00 Nihil
015 | 08 | 026] 648741 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| GORONTALO' 650016487411000 3 m asa uuwn umaom TALC m asa uuwn umaom TALD za M et 2019 Rp0 Nihi
015 | 08 | 027 497607 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG 016801001229300 RPL [RPLI79 KPPNBITUNG UTKPSTKPKN ___ [sseo/mks/2007 | wari 2017 Rp0,00 Nihil
015 | 08 | 027] 457607 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG. 650014576071000 BPG. n Mam 2019 R0 Nihi
015 | 08 | 027] 528260 | KANWILDITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWES! UTARA 1500012270990 RPL s [sseomks/z07 | wari 2017 Rp0,00 Nihil
015 | 08 | 027] 528260 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWES! UTARA 1012528260100 BPG. zsmmzms Rp0 Nihi
015 | 08 | 027] 528277 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAY WANADO 1500012223029 16 Januari 2017 90,00 Nihil
T 015 |08 | 027] 526277 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA MANADO 676 065 o 676,065 PN s W AT 16 a5 00 nint
015 | 08 | 027] 528298 | KANTOR PELAANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA 150007A7R4RAR _ 16 Januari 2017 90,00 Nihil
[ 015 |08 | 027[ 528256 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA 676 083 PN T 676 083 (PPN TARUNA EF 2 e PP 00 [
8 [[027] 635197 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU. 16 Januari 2017 90,00 Saldo Nihil
G27] 635157 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA KOTAMUBAGU 676 158 KPPN KOTAMOBA 676 158 KPPN KOTAMOBA ST TS e 00 Satdo i
5 | 028] 452678 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO 150002218531 it om0 Uk 5 T 5560/ MK 5/ 16 Januari 2017 Rp0,00) Saldo Nihil
G25] 452875 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA TOBELO s 2w roscto s 2w roscto EE e O 0 Sao it
5 | 028] 528497 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 1500012773721 1 November 2016 R0 Salda Nl
s | 028] 528497 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE [BPG 062 KPPN TERNATE. [BPG 062 KPPN TERNATE. 5-228/WPB.31/KP.02/2015. 19 Maret 2015 Rpo| Saldo Ninil
5 | 028] 662787 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS| MALUKU UTARA 1500012771899 06 Januari 2017 R0 Salda Nl
25| 652787 | KANWIL DITEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA 676 062 KANWILO1PB WALUT 676 062 KANWILD1PB WALUT S 42/ 51/ 0172015 |21 uni 2035 o) Saldoin
5 | 029] 528476 | KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! MALUKU 000101001516305 16 Januari 2017 R0 Salda Nl
| 025] 528476 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU. EPE ﬂSlKANWII DIPE MALUKU [BPG 061 KANWIL DJPB MALUKU 5-327/WPB.32/KP.01/2015. 19 Maret 2015 Rpo| Saldo Nihil
| oa5[ 325480 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAMARAAN NEGARA AMEOIT ommonrsios RPL 061 K9P AMIBON T ps TRPRT 16 anaar 207 o) Sobdo i
o ot s s Ao [o s TS [itast s o) Saldohin
s | TOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL B SBo/wd/lm 6 January 2017 R Sald il
5 | ﬂZ? KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL fotsarh 2013 Rpo| Saldo Ninil
s | 029 5135:9 KANTGRPEIAVANAN 'PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI [RPL 104 KPPN SAUMLAKI N Rpo| Saldo Nihil
G25] 528519 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA SAUMLAK! 676 101 (PPN SAUMLAE 0 Sao it
5[ 025] 652460 | KANTOR PELAANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOFT coeaomom 705 7L 173 K9P WASOR UTCPS TP o) Sobdo i
25| 652360 | KANTOR PELAANAN PERBENDAMARAAN NEGARA MASOWT 676 173 oo wASOT YT Sotdo i
5 [ 030] 528682 | KANWIL DITIEN PERGENDAWARARN PROVINS! PAPUA Toaomsoaasat P 063 KANWIL PROV_ PAPUR UTK 7S TRPHL o) Sobdo i
Ga0[ 528652 | KANWILDITIEN PERBENDAWARAAN PROVINSI PAPUA 676 063 KANWIL 017 PAPU 0 Soo it
5 | 030] 520656 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAN NEGARA INVAPURX Teaarecros P 063 K9P JAVAPURA UTK PSTRPAR o) Sobdo i
G30] 52869 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARAJAYAPURA 676 063 A 0 Sotda i
5 [ 030] 526701 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NEGARA BIAX Teanarornes RPL 064 K9P BAX UT P TRPAY 000 Sobdo i
30 528701 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAWARARN NEGARA BIAX 0 Sotdo i
5 | 030] 528743 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE 1540011096537 R0, Saldo Nibil
0] 528743 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAWARAAN NEGARA MERAUKE 676 068 v 0 Sotdo i
5 | 030 528750 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE. [RPL 085 KPPN NABIRE UTK PS TKPKN 5-560/MK.5/2017 16 Jar Rpo. Salda Nihil
5 [ 030[ 528750 | KANTOR PELAYANAN PERGENDAHARAAN NEGARA NABIRE 20 March 2015 Rpo| Saldo Ninil
5 | 030] 528764 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA 1540011994656 16 January 2017 R0 Sald Nibil
5 | 030] 526764 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA WAMENA S 24197 54/ 0612015 [ 17 une 2035 o) Saldohin
5| 030] 555049 | ANTOR PELAVANAN PERBENDARATAAN NEGARA SERUL a0 semnann 16 iy 2017
5 | 030] 535049 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA SERUT 676 138 o LT S 198/ 34/ 042015 [ 17 une 2035
5 | 030 613832 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA 54001097014 16 January 2017 R0 Sald Nibil
30 613832 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA TN 596 161 o TV 327/Web, 340 /2015 05 0 Sotdo i
5 [ 031] 325237 | KANWIL DITIEN PERGENDAWARARN PROVINS! KEPULAUAN RIAD Srarmonorsan oo 0, Sobdo it
1] 325257 | KANWIL DITIEN PERBENDARARAAN PROVINSI KEPULAUAN RAU 676 005 CANWILOIPb KT 0 Sotda i
5 [ 031] 527651 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NEGARA TANIUNG PINANG L 003 PN TAIUNGPIRANG UTK S TRFTL o) Sobdo i
1] 527851 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARATANIUNG PINANG 676 005 (PPN TANIUNGPINANG 0 Sotdo i
5 [ 031] 535032 | KANTOR PELAANAN PERBENDAHARAN NEGARA BATAI Sosaotniiay R 137 S KPPN BATAM UNTUR TP o) Sobdo i
1] 535032 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA BATAMT 676 137 PN 6AT 0 Sao it
5 [ 031] 539032 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAFARAAN NEGARA BATAMT cnoaots100321000 | B9 596 137 XN aATAMT o
i AL DITIE PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWES! BATAT ot ReL 178 KANWILPROV SULGAR UTE KPR 0 Sado T
s | KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT BPG | BPG 178 KANWIL DIPB SULBAR Rpo| Salda Nihil
[T T T PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUIU o[ RPL 178 KPPN WMAMIUIU UTK PS TRPR 0 Sao it
5[ 032] 451601 | KANTOR PELAANAN PERENDAFARAAN NEGARA MAMUIL 576 (676 178 KPP WA o) Sobdo i
528413 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATENE pL_{ R 055 PPN WAJENE UTK 75 TRPO oo emmmine VTR sy 0 Soo it
s ox) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE ssleracssomumne m s AN 'ND-299/98.3/2019 13 Maret 2019 R0 Saldo Nl
5 [ 053] 330171 | KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINS! PAPUA BARAT 1600002123764 RPL 16 Jangar 2017 Rp0.00 Saldo Ninil
s | 033 KANWIL DW!EN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT BPG. 12 Juni 2019 R0 Saldo Nihil
53] 528715 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAMARAAN NEGARA MANOIWART seao00n10102 oL L 065 K9P MANOXWARL UTEPS TRPR S50/ /2007 T6 anwari 2017 5000 Sato i
[os | 033 AN PELAVANAN PERBENDAHARAAN NECAS MANGIW AR, BPG [ 8P 065 KPPN MANOKWARL (69 065 KPPN MANOKWAR 431/WPB.33/KP01/201_ |18 Maret 2019 A0 Saldo tihil
33528722 | KANTOR PELAYANAN PERENDARARAAN NEGARA SORONG pL_| L 066 KPP SORONG UNTUR S TRPR R 066 K9P SORONG UNTUR S TRPRR T Toanuari 2017 o000 Satdo i
5 [033] 526722 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG 7 876 066 kPPN SORON (696 065 KPPN SORON: 386/WPB, 33/KP 0204/2015 |20 Maret 2019 50 Saldo il
3] 528729 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAARAAN NEGARA FAK FAK seooo0s 20121 pL_{RPL 067 KPP FAYFAK UTK 75 TRPR RPL 067 PPN FAKFAK UTK 75 TRP Se0mics/ 2017 6 anvari 2017 o000 Satdo i
8 | 033 528739 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK BPG. [BPG 067 KPP FAKFAK 200/WPB.33/KP.03/2019 13 Juni 2019 RpO. Saldo Nihil
3] 528235 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA TARAKAN pL{RPL 01 KPPN TARAKAN UTKPS TRPR R 01 KPP TARAKAN UTCPS TRPR Se0/mics/ 2017 6 anwari 2017 o000 Satdo i
5 [034] 528235 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN BPG [BPG 048 KPPN TARAKAN (6PG 048 KPPN TARAKAN 372/WPB.21/KP02/201_ |19 Maret 2019 R0 Saldo tihil
34] 634551 | KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUIAN Laa0014521002 o [ 5 Pt Rt PO oL 152 K9PN NUNUKAI UTE S TRPAR Ssoc e anuari 2017 o000 Satdo i
5 | w KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN BPG [6PG 152 KPPN NUNUKA' 69 152 KPP NUNUKAN 151/WPB.21/KP.03/2019 |19 Maret 2019 Ao Saldo tihil
34| 66272 | KANWIL DITIEN PERDENDAHARAAN PROVINS ALIMANTAN UTARA 1480077785551 [ oL 165 5 KANWIL037b PROV KALTARA UTK TR 008/, 21/ 165/2018 04 Novermber 2075 5000 Sato i
s | asn KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BPG. ND-299/PB.3/2019 13 Maret 2019 Ro0 Saldo Nihil
34 662789 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAMARAAN NEGARA TANIUNG SELOR e pL[ReL 125 S KPPN TANJUNG SELOR UTK TUKIY oL 125 S KPPN TANJUNG SELOR UTK TUKIY 5 005/ 21/ 15572016 [0 janar 2018 o000 Satdo i
5 | 034] 662789 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR BPG. [BPG 185 KPPN TANJUNG SELOR. 5-010/WPB.21/KP.185/2018 | 04 Januari 2018 RpO. Saldo Nihil
99 [-_| 099257 | pengellsan,pengerm [ core BUND [ 2950023
) 599257 | pengsolaan, pengem; o, o1 550023
99 - | 099257 | pengellaan,pengem; wp.[ 650 019 P BUN [ 2950523
) 599257 [ pengsolaan, pengems o, o1 2550023
99 |- | 099257 | pengellaan,pengem; wp. 690 019 P BUN [ 2950523
) 599257 [ pengsolaan, pengem; I o1 2550023
99 | 099257 | pengellaan,pengem; ap0 599 019 pov BN v [ 2950523
) 599257 | pengeolaan, pengems I o 950023
T
I
3 [ vt
1 i Vil
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DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman :

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.015114 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI (1,972,414)
0.0 015.08.015115 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII 0
0.0 015.08.015116 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN (596,736)
0.0 015.08.015117 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI (1112,000)
0.0 015.08.325237 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (42,111,577)
0.0 015.08.330171 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT (2,231,100)
0.0 015.08.340249 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT (2,681,316)
0.0 015.08.409999 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (115,923,745,566)
0.0 015.08.439165 KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP) (670,890)
0.0 015.08.439171 SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA 0
0.0 015.08.445371 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO (6,510,275)
0.0 015.08.451531 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG Il (11,405,115)
0.0 015.08.451547 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I (1,164,520)
0.0 015.08.451553 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II (2,554,720)
0.0 015.08.451562 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I (1,825,004)
0.0 015.08.451578 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR Il (2,752,411)
0.0 015.08.451604 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU (1,034,520)
0.0 015.08.452878 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO

(12,326,131)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman @ 2

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.497587 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES (10,603,531)
0.0 015.08.497593 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI (13,672,360)
0.0 015.08.497607 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG (12,975,411)
0.0 015.08.497622 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA (12,871,670)
0.0 015.08.527010 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (792,888,526)
0.0 015.08.527027 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA (161,847,698)
0.0 015.08.527031 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA | (125,918,268)
0.0 015.08.527048 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA || (182,341,434)
0.0 015.08.527052 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA lI 0
0.0 015.08.527094 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT (29,332,764)
0.0 015.08.527102 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG | (1,914,089)
0.0 015.08.527120 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON (14,519,601)
0.0 015.08.527137 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR (31,405,819)
0.0 015.08.527141 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA (12,091,215)
0.0 015.08.527158 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA (11,711,490)
0.0 015.08.527162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG (18,152,182)
0.0 015.08.527183 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG (14,806,568)
0.0 015.08.527205 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT

(8,759,002)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 3

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.527230 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI (10,744,406)
0.0 015.08.527268 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH (6,392,777)
0.0 015.08.527272 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG | (42,601,291)
0.0 015.08.527289 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA (16,571,790)
0.0 015.08.527293 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO (14,580,860)
0.0 015.08.527301 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO (13,310,546)
0.0 015.08.527315 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN (13,734,768)
0.0 015.08.527322 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI (16,233,851)
0.0 015.08.527336 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS (11,284,464)
0.0 015.08.527340 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG (8,384,233)
0.0 015.08.527357 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL (16,789,842)
0.0 015.08.527361 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP (14,208,480)
0.0 015.08.527399 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA (968,641)
0.0 015.08.527411 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR (3,533,261)
0.0 015.08.527425 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA | (1,321,676)
0.0 015.08.527432 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG (16,591,845)
0.0 015.08.527446 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI (16,952,767)
0.0 015.08.527450 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN

(18,105,229)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 4

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.527467 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO (11,638,114)
0.0 015.08.527471 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN (17,758,618)
0.0 015.08.527488 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO (12,559,976)
0.0 015.08.527492 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI (13,432,039)
0.0 015.08.527500 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO (15,030,530)
0.0 015.08.527514 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN (9,416,620)
0.0 015.08.527521 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER (15,023,035)
0.0 015.08.527556 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (3,142,055)
0.0 015.08.527560 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH (2,799,003)
0.0 015.08.527577 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH (10,688,420)
0.0 015.08.527581 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA (13,770,553)
0.0 015.08.527598 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN (11,143,544)
0.0 015.08.527603 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE (14,281,031)
0.0 015.08.527610 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE (11,888,252)
0.0 015.08.527624 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON (7,706,327)
0.0 015.08.527645 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA 0
0.0 015.08.527652 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN | (1,606,941)
0.0 015.08.527666 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR

(15,028,565)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 5

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.527670 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN (9,446,073)
0.0 015.08.527687 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI (11,129,733)
0.0 015.08.527691 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI (13,058,657)
0.0 015.08.527709 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT (10,369,270)
0.0 015.08.527713 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA (12,684,188)
0.0 015.08.527734 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG (6,674,172)
0.0 015.08.527741 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI (13,472,601)
0.0 015.08.527755 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE (7,938,121)
0.0 015.08.527776 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT (29,702,731)
0.0 015.08.527780 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG (22,759,528)
0.0 015.08.527797 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI (11,604,412)
0.0 015.08.527802 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG (7,871,793)
0.0 015.08.527819 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK (12,028,747)
0.0 015.08.527823 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING (9,271,938)
0.0 015.08.527844 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU (15,275,220)
0.0 015.08.527851 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG (2,373,407)
0.0 015.08.527865 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT (10,763,735)
0.0 015.08.527872 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI

(12,651,258)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 6

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.527890 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI (18,952,978)
0.0 015.08.527908 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH (8,485,505)
0.0 015.08.527912 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO (9,746,420)
0.0 015.08.527933 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (2,057,513)
0.0 015.08.527940 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG (350,882)
0.0 015.08.527954 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG (14,796,438)
0.0 015.08.527961 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU (11,735,356)
0.0 015.08.527975 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA (13,852,837)
0.0 015.08.527982 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN (14,321,609)
0.0 015.08.528001 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG (24,325,374)
0.0 015.08.528015 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG (15,939,044)
0.0 015.08.528022 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI (14,562,066)
0.0 015.08.528036 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG (12,256,063)
0.0 015.08.528057 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (19,331,049)
0.0 015.08.528061 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK (14,521,231)
0.0 015.08.528078 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG (11,258,601)
0.0 015.08.528082 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG (11,564,919)
0.0 015.08.528099 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG

(10,556,353)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 7

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar TglData © 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528104 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU (12,440,166)
0.0 015.08.528125 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA (16,416,841)
0.0 015.08.528146 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK (9,592,954)
0.0 015.08.528150 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN (13,860,780)
0.0 015.08.528171 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (23,450,444)
0.0 015.08.528188 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN (19,393,342)
0.0 015.08.528192 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU (12,192,076)
0.0 015.08.528200  |KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI (12,233,034)
0.0 015.08.528221 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA (14,911,176)
0.0 015.08.528235 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN (13,467,589)
0.0 015.08.528242 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN (1,218,060)
0.0 015.08.528260 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (2,382,726)
0.0 015.08.528277 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO (12,397,134)
0.0 015.08.528281  |KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO (19,150,196)
0.0 015.08.528298 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA (10,850,394)
0.0 015.08.528310 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU (19,427,687)
0.0 015.08.528324  |KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK (13,101,654)
0.0 015.08.528331 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO

(12,339,834)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 8

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528345 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI (9,636,183)
0.0 015.08.528366 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (570,350)
0.0 015.08.528370 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR | (10,156,663)
0.0 015.08.528387 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE (12,106,518)
0.0 015.08.528391 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG (14,444,070)
0.0 015.08.528409 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO (10,600,945)
0.0 015.08.528413 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE (15,586,470)
0.0 015.08.528420 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE (12,797,525)
0.0 015.08.528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI (16,271,891)
0.0 015.08.528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU (6,006,034)
0.0 015.08.528476 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU (20,807,067)
0.0 015.08.528480 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON (2,424,811)
0.0 015.08.528497 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE (18,866,351)
0.0 015.08.528502 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL (9,589,664)
0.0 015.08.528519 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI (14,390,921)
0.0 015.08.528544 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI (2,393,864)
0.0 015.08.528551 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR (463,915)
0.0 015.08.528565 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA

(867,742)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 9

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528586 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM (18,544,879)
0.0 015.08.528590 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA (12,941,151)
0.0 015.08.528608 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR (14,430,171)
0.0 015.08.528629 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (4,530,465)
0.0 015.08.528633 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG (1,745,552)
0.0 015.08.528640 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE (13,443,656)
0.0 015.08.528654 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU (1,433,121)
0.0 015.08.528661 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG (1,678,277)
0.0 015.08.528682 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA (4,002,771)
0.0 015.08.528696 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA (338,550)
0.0 015.08.528701 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK (213,564)
0.0 015.08.528718 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI (1,676,100)
0.0 015.08.528722 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG (1,222,464)
0.0 015.08.528739 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK (2,116,485)
0.0 015.08.528743 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE (21,736,886)
0.0 015.08.528750 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE (14,904,764)
0.0 015.08.528764 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA 0
0.0 015.08.528785 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU

(13,865,164)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 10

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528792 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA (10,032,993)
0.0 015.08.531293 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV (161,394)
0.0 015.08.539032 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM (16,863,480)
0.0 015.08.539049 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI (11,142,753)
0.0 015.08.579330 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V (29,725,101)
0.0 015.08.613739 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU (22,083,806)
0.0 015.08.613743 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI (18,816,163)
0.0 015.08.613750 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU (16,464,283)
0.0 015.08.613764 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (20,276,434)
0.0 015.08.613771 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (25,742,396)
0.0 015.08.613785 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (19,181,692)
0.0 015.08.613792 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (22,013,702)
0.0 015.08.613807 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (19,822,004)
0.0 015.08.613811 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (1,449,269)
0.0 015.08.613832 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA (10,378,221)
0.0 015.08.615081 KOMITE INVESTASI PEMERINTAH 0
0.0 015.08.634256 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG (13,926,379)
0.0 015.08.634260 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

(19,732,831)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 11

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.634277 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA (37,482,270)
0.0 015.08.634409 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN (7,088,686)
0.0 015.08.634497 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL (8,354,467)
0.0 015.08.634530 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT (13,056,149)
0.0 015.08.634572 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA (7,036,220)
0.0 015.08.634608 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP (7,694,009)
0.0 015.08.634633 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG (16,352,270)
0.0 015.08.634661 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN (5,820,255)
0.0 015.08.634722 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN (11,580,807)
0.0 015.08.634792 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI (14,166,204)
0.0 015.08.634860 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR (7,016,978)
0.0 015.08.634963 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG (9,080,100)
0.0 015.08.634984 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP (8,583,931)
0.0 015.08.634991 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN (11,382,319)
0.0 015.08.635045 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA (10,797,068)
0.0 015.08.635120 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG (10,488,581)
0.0 015.08.635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA (10,577,512)
0.0 015.08.635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA

(9,062,500)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 12

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar TglData © 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.635197 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU (3,754,651)
0.0 015.08.648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO (24,738,492)
0.0 015.08.648762 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO (9,878,792)
0.0 015.08.648779 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU (11,058,670)
0.0 015.08.648783 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG (10,277,209)
0.0 015.08.648790 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG (9,717,493)
0.0 015.08.648805 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN (13,105,424)
0.0 015.08.648812 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI (12,494,740)
0.0 015.08.648826 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA (10,631,755)
0.0 015.08.648830 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO (13,884,070)
0.0 015.08.648847 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG (7,474,372)
0.0 015.08.648851 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE (7,912,670)
0.0 015.08.648868 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT (13,795,484)
0.0 015.08.648872 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI (9,907,552)
0.0 015.08.648889 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN (10,231,853)
0.0 015.08.648893 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU (9,938,412)
0.0 015.08.652449 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI (15,535,627)
0.0 015.08.652453 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA

(7,935,566)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 13

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212112 Beban barang yang masih harus dibayar TglData © 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.652460 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI (13,301,807)
0.0 015.08.662770 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA (10,800,434)
0.0 015.08.662787 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA (21,449,276)
0.0 015.08.662788 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (35,292,293)
0.0 015.08.662789 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR

(2,779,783)

TOTAL

(119,661,380,738)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman : 1

Prg ID : Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :114112 Beban barang yang dibayar di muka (prepaid) Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.325237 KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1,434,884
0.0 015.08.340249 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT 0
0.0 015.08.409999 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 2.089.191,562,177
0.0 015.08.497622 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA 0
0.0 015.08.527141 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA 0
0.0 015.08.527268 KANWIL DITIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH 723,334
0.0 015.08.527301 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO 352,458
0.0 015.08.527488 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO 0
0.0 015.08.527556 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH 723,333
0.0 015.08.527560 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH 3,722,478
0.0 015.08.527581 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA 1,178,931
0.0 015.08.527598 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN 384,500
0.0 015.08.527851 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 3,895,068
0.0 015.08.527954 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 0
0.0 015.08.528331 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO 0
0.0 015.08.528413 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE 0
0.0 015.08.528476 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU 462,029
0.0 015.08.528480 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

49,000,000




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:06 PM

Halaman @ 2

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :114112 Beban barang yang dibayar di muka (prepaid) Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528497 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 16,916,667
0.0 015.08.528502 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL 0
0.0 015.08.528608 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR 0
0.0 015.08.528682 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 213,548
0.0 015.08.528743 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE 0
0.0 015.08.528750 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE 0
0.0 015.08.528764 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA 9,498,440
0.0 015.08.539032 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM 651,485
0.0 015.08.613743 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI 0
0.0 015.08.613807 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 0
0.0 015.08.648741 KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO 1,425,000

TOTAL

2,089,282,144,332




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON |

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

:(08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM

Halaman :1

lap_lo_esl

KENAIKAN/
RAIAN 202 2022 %
v 023 0 PENURUNAN | (©)
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0
Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Bunga

35,590,590,605,767
35,590,590,605,767
0

0

0
35,590,590,605,767
0

220,973,294,660
15,571,035,582
20,926,320,742,713
302,501,989,112
150,633,639,040

0

0

36,218,862,875,413
36,218,862,875,413
0

0

0
36,218,862,875,413
0

419,768,971,328
19,128,041,784
33,418,804,649,147
239,957,908,760
167,593,547,085

0

0

(628,272,269,646)
(628,272,269,646)
0

0

0
(628,272,269,646)
0
(198,795,676,668)
(3,557,006,202)
(12,492,483,906,434)
62,544,080,352
(16,959,908,045)
0

0




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

1 (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM

Halaman :2

lap_lo_esl

KENAIKAN/ .
URAIAN 2023 2022 PENURUNAN (%)

Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
Beban Bantuan Sosial 0 0 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Transfer
Beban Lain-Lain
JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT - LO

312,966,366,427
103,401,534,071

0

0
22,032,368,601,605
13,558,222,004,162
0

(3,376,888,240)
2,375,416,012
5,752,304,252

0

0

0

100,244,520,864
100,433,320,167
188,799,303
96,867,632,624
13,655,089,636,786
0

0

0

13,655,089,636,786

298,675,373,107
48,805,993,969

0

0
34,612,734,485,180
1,606,128,390,233
0

(2,764,411,127)
4,600,313,586
7,364,724,713

0

0

0

98,975,674,437
100,363,623,208
1,387,948,771
96,211,263,310
1,702,339,653,543
0

0

0

1,702,339,653,543

14,290,993,320
54,595,540,102

0

0
(12,580,365,883,575)
11,952,093,613,929
0

(612,477,113)
(2,224,897,574)
(1,612,420,461)

0

0

0

1,268,846,427
69,696,959
(1,199,149,468)
656,369,314
11,952,749,983,243
0

0

0

11,952,749,983,243

Keterangan :

FINAL




LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON | . 08 DITJEN PERBENDAHARAAN Kode Lap :LRA.P.E1.1
Tanggal :15/05/24 1:03 PM
Halaman :1
Prg ID :lap_Ira_pen_akun_es1 --rekonl7
REALISASI PENDAPATAN
% REALISASI
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
PENDAPATAN PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3
42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum
424136 | Pendapatan Investasi 252,666,941,000 263,379,033,609 0 263,379,033,609 104.24
424138 | Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 34,430,680,000,000 32,393,330,489,134 0 32,393,330,489,134 94.08
424139 | Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya 166,344,743,000 204,555,952,778 0 204,555,952,778 122.97
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241 34,849,691,684,000 82,861,265,475,521 0 82,861,265,475,521 94.29
4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
424215 | Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang 37,921,982,000 224,703,422,899 0 224,703,422,899 592.54
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4242 37,921,982,000 224,103,422,899 0 224,703,422,899 59254
4249 Pendapatan BLU Lainnya
424911 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1,002,135,199,000 2,369,305,407,394 5,118,354,000 2,364,187,053,394 235.91
424915 | Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0 100,083,008,053 0 100,083,008,053 0
424919 | Pendapatan Lain-lain BLU 0 1,697,597,318 340,663,719 1,356,933,599 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249 1,002,135,199,000 2/471,086,012,765 5459,017,719 2:465,626,995,046 246.04
4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan
425119 | Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 0 213,849,380 0 213,849,380 0
425121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 245,770,774 0 245,770,774 0
425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 1,660,203,565 0 1,660,203,565 0
425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 469,441,673 0 469,441,673 0
425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 5,650,000 1,293,216,202 0 1,293,216,202 22888.78
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 5,650,000 3,862,481,594 0 3,882,481,594 68,716.49
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan
425791 | Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai 0 30,000,000 0 30,000,000 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257 0 30,000,000 0 30,000,000




LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON | . 08 DITJEN PERBENDAHARAAN Kode Lap :LRA.P.E1.1
Tanggal :15/05/24 1:03 PM
Halaman :2
Prg ID :lap_Ira_pen_akun_es1 --rekonl7
REALISASI PENDAPATAN
% REALISASI
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
PENDAPATAN PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3
4258 Pendapatan Denda
425811 | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 309,217,868 0 309,217,868 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258 0 309,217,868 0 309,217,868
4259 Pendapatan Lain-Lain
425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 255,931,900 0 255,931,900 0
425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 391,803,969 0 391,803,969 0
425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 168,910,766 0 168,910,766 0
425931 | Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 0 7,625,560 0 7,625,560 0
425991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 686,568,012 0 686,568,012 0
425999 | Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 301,730,477 0 301,730,477 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259 0 1,812,570,684 0 1,812,570,684
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 35,889,754,515,000 35,563,089,181,331 5/459,017,719 35,557,630,163,612 99.07
JUMLAH PENDAPATAN 35,889,754,515,000 35,563,089,181,331 5,459,017,719 35,557,630,163,612 99.07




NERACA
TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI 1 (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

00
&

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman :1

lap_neraca_esl1_komparatif

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2023 2022 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 26,999,593 7,721,142 19,278,451 249.68
Kas Lainnya dan Setara Kas 9,818,134,618 5,882,390,135 3,935,744,483 66.91
Kas pada Badan Layanan Umum 31,805,963,615,669 24,557,304,394,286 7,248,659,221,383 29.52
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum 8,867,103,195,682 3,057,426,608,776 5,809,676,586,906 190.02
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 2,089,282,144,332 1,559,968,031,629 529,314,112,703 33.93
Uang Muka Belanja (prepayment) 57,197,160 1,019,845,910 (962,648,750) (94.39)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 587,180,096,355 457,355,338,948 129,824,757,407 28.39
Piutang Bukan Pajak 256,205,006 412,966,823 (156,761,817) (37.96)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (252,138,939) (129,878,993) (122,259,946) 04.13
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 4,066,067 283,087,830 (279,021,763) (98.56)
gzg]it?r;ztgincar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 12,000,000 12,000,000 0 0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (60,000) (60,000) 0 0.00
O, :
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum 6.446,545.338 0 6.446,545.338 0.00
g%r;);:si?oe;‘naﬂiaul_tﬁng Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan (32,232,727) 0 (32,232,727) 0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO) 6,414,312,611 0 6,414,312,611 0.00
Persediaan 16,979,669,050 17,374,861,469 (395,192,419) (2.27)
JUMLAH ASET LANCAR 43,382,841,371,137 29,656,634,220,125 13,726,207,151,012 46.28
INVESTASI JANGKA PANJANG
Dana Bergulir 1,299,899,736,679 1,332,605,202,696 (32,705,466,017) (2.45)
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum 8,019,775,521,545 6,640,289,050,977 1,379,486,470,568 20.77
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya 1,237,505,000,000 0 1,237,505,000,000 0.00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih (261,801,663,542) (167,148,325,297) (94,653,338,245) 56.63
ngﬁéa;ssiir\]];;gka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan (21,071,190,476) 0 (21,071,190,476) 0.00
'T“e"rf;;iﬁ' Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan (40,372,794,275) (33,201,445,255) (7,171,349,020) 21.60
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 10,233,934,609,931 7,772,544,483,121 2,461,390,126,810 31.67
ASET TETAP
Tanah 9,179,987,122,830 9,072,828,813,486 107,158,309,344 1.18
Peralatan dan Mesin 1,868,094,238,213 1,636,741,890,276 231,352,347,937 14.13
Gedung dan Bangunan 2,188,851,669,204 2,061,188,950,999 127,662,718,205 6.19
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,114,536,000 1,114,536,000 0 0.00
Aset Tetap Lainnya 12,881,015,778 12,056,073,376 824,942,402 6.84
Konstruksi Dalam Pengerjaan 37,863,584,959 13,133,398,275 24,730,186,684 188.30
AKUMULASI PENYUSUTAN (2,091,517,794,503) (1,866,450,361,632) (225,067,432,871) 12.06
JUMLAH ASET TETAP 11,197,274,372,481 10,930,613,300,780 266,661,071,701 2.44




NERACA

TINGKAT ESELON |

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

1 (08) DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl Data

Tgl Cetak
Halaman : 2

E.

: 15/05/24 6:00 AM
- 15/05/24 1:05 PM

lap_neraca_esl1_komparatif

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)

NAMA PERKIRAAN
2023 2022 Jumlah %
1 2 3 4 5

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi 1,862,811,088 1,907,443,863 (44,632,775) (2.34)
Eg?gﬁi}ﬂzgﬂaﬁgﬁ;‘ﬁuziﬂgﬂgsﬁigl;gTiagiha” Tuntutan (1,828,396,488) (1,639,612,264) (188,784,224) 1151
-I(;AAGNI.:_-:/;NU-(I—;LI”(\‘JEJTT.I'_A(;\I) PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN 34,414,600 267,831,599 (233,416,999) (87.15)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 34,414,600 267,831,599 (233,416,999) (87.15)
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 875,112,569,306 846,281,903,677 28,830,665,629 341
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 1,348,604,387 0 1,348,604,387 0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 21,009,926,971 0 21,009,926,971 0.00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum 13,112,690,253,718 7,118,197,617,793 5,994,492,635,925 84.21
Aset Lain-lain 30,795,913,946 25,462,113,898 5,333,800,048 20.95
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA (614,689,075,224) (582,035,565,260) (32,653,509,964) 5.61
JUMLAH ASET LAINNYA 13,426,268,193,104 7,407,906,070,108 6,018,362,122,996 81.24
JUMLAH ASET 78,240,352,961,253 55,767,965,905,733 22,472,387,055,520 40.30
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 144,007,613,353 21,556,184,910 122,451,428,443 568.06
Pendapatan Diterima Dimuka 1,186,095,245 1,505,831,273 (319,736,028) (21.23)
Uang Muka dari KPPN 26,999,593 7,721,142 19,278,451 249.68
Utang Jangka Pendek Lainnya 1,227,820 22,232,325 (21,004,505) (94.48)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 145,221,936,011 23,091,969,650 122,129,966,361 528.89
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN 22,411,294,321,466 15,091,091,871,466 7,320,202,450,000 48.51
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 22,411,294,321,466 15,091,091,871,466 7,320,202,450,000 48.51
JUMLAH KEWAJIBAN 22,556,516,257,477 15,114,183,841,116 7,442,332,416,361 49.24
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 55,683,836,703,776 40,653,782,064,617 15,030,054,639,159 36.97
JUMLAH EKUITAS 55,683,836,703,776 40,653,782,064,617 15,030,054,639,159 36.97
JUMLAH EKUITAS 55,683,836,703,776 40,653,782,064,617 15,030,054,639,159 36.97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 78,240,352,961,253 55,767,965,905,733 22,472,387,055,520 40.30




NERACA E E
TINGKAT ESELON |
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED OF
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI 1 (08) DITJEN PERBENDAHARAAN
Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman :3
lap_neraca_esl1_komparatif
Keterangan :

FINAL



DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:11 PM

Halaman : 1

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212111 Beban pegawai yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.325237 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (43,513,000)
0.0 015.08.451562 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I 0
0.0 015.08.451578 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR Il (2,034,000)
0.0 015.08.451604 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU 0
0.0 015.08.452878 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO 0
0.0 015.08.497622 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA (7,410,000)
0.0 015.08.527010 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 0
0.0 015.08.527031 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA | (1,482,000)
0.0 015.08.527048 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I 0
0.0 015.08.527137 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR 0
0.0 015.08.527230 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI (13,578,000)
0.0 015.08.527289 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA (47,034,200)
0.0 015.08.527301 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO (16,321,000)
0.0 015.08.527399 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA 0
0.0 015.08.527411 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR 0
0.0 015.08.527467 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO (7,953,000)
0.0 015.08.527556 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (72,000)
0.0 015.08.527560 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

(560,000)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:11 PM

Halaman @ 2

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212111 Beban pegawai yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.527577 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH (25,639,000)
0.0 015.08.527645 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA 0
0.0 015.08.527666 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR (665,000)
0.0 015.08.527670 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN 0
0.0 015.08.527709 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT 0
0.0 015.08.527713 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA 0
0.0 015.08.527741 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI 0
0.0 015.08.527780 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG (11,660,000)
0.0 015.08.527961 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU 0
0.0 015.08.528221 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA (18,698,000)
0.0 015.08.528310 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 0
0.0 015.08.528345 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI 0
0.0 015.08.528366 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 0
0.0 015.08.528370 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I (8,665,000)
0.0 015.08.528387 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE (12,366,000)
0.0 015.08.528502 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL (3,965,000)
0.0 015.08.528519 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI (7,988,000)
0.0 015.08.528629 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 0




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:11 PM

Halaman : 3

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :212111 Beban pegawai yang masih harus dibayar Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528682 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA 0
0.0 015.08.528701 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK 0
0.0 015.08.528739 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK 0
0.0 015.08.539049 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI 0
0.0 015.08.613739 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU 0
0.0 015.08.613743 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI (27,570,000)
0.0 015.08.613792 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 0
0.0 015.08.634256 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 0
0.0 015.08.634661 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN 0
0.0 015.08.634860 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR 0
0.0 015.08.634991 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN 0
0.0 015.08.648783 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG 0
0.0 015.08.648830 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO 0
0.0 015.08.648889 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN 0
0.0 015.08.652460 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI 0

TOTAL

(257,173,200)




UAPB

UAPPB-E1 : 08

1 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data
Tanggal

Halaman :1

: 15/05/24 6:00 AM
. 15/05/24 12:45 PM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_esl
MUTASI
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2023 SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
BERTAMBAH BERKURANG
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

131111 Tanah 1,722,925 9,072,828,813,486 20,112 121,884,346,544 19,423 14,726,037,200 1,723,614 9,179,987,122,830
20101 TANAH PERSIL 1,692,377 9,025,605,925,486 19,886 121,684,573,544 19,423 14,726,037,200 1,692,840 9,132,564,461,830
20102 TANAH NON PERSIL 23,555 34,558,987,000 6 0 0 0 23,561 34,558,987,000
20103 |LAPANGAN 6,993 12,663,901,000 220 199,773,000 0 0 7,213 12,863,674,000

132111 Peralatan dan Mesin 164,794 1,636,741,890,276 21,163 395,977,843,972 12,048 164,625,496,035 173,909 1,868,094,238,213
30101 ALAT BESAR DARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
30103 ALAT BANTU 541 58,562,654,080 38 4,078,342,779 37 2,795,246,450 542 59,845,750,409
30201 |ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 1,199 181,706,926,860 181 58,495,307,512 150 36,351,698,371 1,230 203,850,536,001
30202 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 184 292,060,427 61 135,273,999 48 101,123,214 197 326,211,212
30301 ALAT BENGKEL BERMESIN 29 2,049,225,506 1 4,518,314,400 0 0 30 6,567,539,906
30302 |ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 57 133,580,636 1 1,155,000 1 181,000 57 134,554,636
30303 ALAT UKUR A77 1,338,154,445 17 49,890,000 12 35,640,000 482 1,352,404,445
30401 ALAT PENGOLAHAN 0 0 7 43,656,000 7 43,656,000 0 0
30501 |ALAT KANTOR 29,849 122,016,563,634 812 8,866,074,292 805 4,477,570,023 29,856 126,405,067,903
30502 ALAT RUMAH TANGGA 97,050 292,152,866,748 7,321 48,036,205,379 3,628 11,673,159,812 100,743 328,515,912,315
30601 ALAT STUDIO 4,463 115,215,062,278 658 54,669,868,049 439 21,925,685,981 4,682 147,959,244,346
30602 |ALAT KOMUNIKASI 1,266 5,825,383,832 51 635,425,090 31 87,849,340 1,286 6,372,959,582
30603 PERALATAN PEMANCAR 112 28,842,206,064 31 10,997,685,000 23 6,771,975,986 120 33,067,915,078
30604 |PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 0 0 0 0 0 0 0 0
30701 |ALAT KEDOKTERAN 152 561,327,695 115 359,449,531 105 318,236,501 162 602,540,725
30702 ALAT KESEHATAN UMUM 8 19,181,080 4 174,870,550 4 176,689,550 8 17,362,080
30801 |UNIT ALAT LABORATORIUM 0 0 32 76,342,290 32 76,342,290 0 0
30802 |UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 0 0 0 0 0 0 0 0
30803 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 0 0 1 438,450,000 1 438,450,000 0 0
30806 |ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0
30901 |SENJATA API 0 0 0 0 0 0 0 0
30904 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 0 0 12 159,077,990 12 159,077,990 0 0
31001 KOMPUTER UNIT 17,193 225,688,224,551 9,711 119,953,460,471 5,651 66,765,833,994 21,253 278,875,851,028
31002 |PERALATAN KOMPUTER 12,101 601,573,198,965 1,994 82,938,794,486 992 11,681,890,469 13,103 672,830,102,982
31102 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
31202 |ALAT PENGEBORAN NON MESIN 0 0 0 0 0 0 0 0
31301 |SUMUR 4 172,326,000 0 0 0 0 4 172,326,000
31501 ALAT DETEKSI 0 0 1 3,401,193 1 3,401,193 0 0
31502 ALAT PELINDUNG 10 10,450,000 0 0 0 0 10 10,450,000
31503 |ALAT SAR 19 98,310,000 19 58,875,000 15 45,000,000 23 112,185,000
31504 ALAT KERJA PENERBANGAN 0 0 47 641,080,071 47 641,080,071 0 0
31701 |UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0 0 6 55,207,800 6 55,207,800 0 0




LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |

INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
UAPB 1015  KEMENTERIAN KEUANGAN Tanggal : 15/05/24 12:45 PM
UAPPB-E1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_esl
MUTASI
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2023 SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
BERTAMBAH BERKURANG
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31801 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
31901 PERALATAN OLAH RAGA 80 484,187,475 42 591,637,090 1 500,000 121 1,075,324,565
133111 Gedung dan Bangunan 4,066 2,061,188,950,999 81 163,721,525,276 82 36,058,807,071 4,065 2,188,851,669,204
40101 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 907 1,450,963,629,152 15 93,872,217,865 17 15,796,253,534 905 1,529,039,593,483
40102 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2,958 571,082,488,944 61 68,450,395,173 61 20,012,859,537 2,958 619,520,024,580
40401 TUGU/TANDA BATAS 201 39,142,832,903 5 1,398,912,238 4 249,694,000 202 40,292,051,141
134111 Jalan dan Jembatan 1,463,875 479,879,000 0 0 0 0 1,463,875 479,879,000
50101 JALAN 1,463,801 479,879,000 0 0 0 0 1,463,801 479,879,000
50102 JEMBATAN 74 0 0 0 0 0 74 0
134112 Irigasi 7 133,819,000 0 0 0 0 7 133,819,000
50201 BANGUNAN AIR IRIGASI 3 26,979,000 0 0 0 0 3 26,979,000
50203 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER 0 0 0 0 0 0 0 0
50204 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & 0 0 0 0 0 0 0 0
50205 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR 0 0 0 0 0 0 0 0
50206 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 1 4,671,000 0 0 0 0 1 4,671,000
50207 BANGUNAN AIR KOTOR 3 102,169,000 0 0 0 0 3 102,169,000
134113 Jaringan 5 500,838,000 0 0 0 0 5 500,838,000
50301 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 0 0 0 0 0 0 0 0
50303 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0
50305 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0
50306 INSTALASI GARDU LISTRIK 3 463,219,000 0 0 0 0 3 463,219,000
50309 INSTALASI PENGAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
50310 INSTALASI LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
50401 JARINGAN AIR MINUM 2 37,619,000 0 0 0 0 2 37,619,000
50402 JARINGAN LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0
50403 JARINGAN TELEPON 0 0 0 0 0 0 0 0
50404 JARINGAN GAS 0 0 0 0 0 0 0 0
135111 Aset Tetap Renovasi 30 10,675,172,282 10 5,785,335,175 30 4,970,357,072 10 11,490,150,385
60702 PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI 0 0 0 0 0 0 0 0
60703 GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI 26 5,033,694,826 6 5,109,197,922 25 4,766,719,702 7 5,376,173,046
60704 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI 2 144,058,750 0 0 2 144,058,750 0 0
60705 ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI 2 5,497,418,706 4 676,137,253 3 59,578,620 3 6,113,977,339
135121 Aset Tetap Lainnya 5,713 1,380,901,094 3 9,964,299 0 0 5,716 1,390,865,393
60101 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 5,509 729,592,244 0 0 0 0 5,509 729,592,244
60102 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO 0 0 0 0 0 0 0 0
60103 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 105 233,149,900 0 0 0 0 105 233,149,900




UAPB

UAPPB-E1 : 08

1 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

: 15/05/24 6:00 AM

Tgl Data

Tanggal
Halaman :3

. 15/05/24 12:45 PM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_esl
MUTASI
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2023 SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
BERTAMBAH BERKURANG
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60201 BARANG BERCORAK KESENIAN 93 352,230,550 3 9,964,299 0 0 96 362,194,849
60202 |ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 6 65,928,400 0 0 0 0 6 65,928,400
60203 | TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA 0 0 0 0 0 0 0 0
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi 3,249 25,264,635,498 4,769 44,992,440,549 4,855 39,461,162,101 3,163 30,795,913,946
20101 | TANAH PERSIL 0 0 200 92,228,000 0 0 200 92,228,000
20103 |LAPANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
30103 |ALAT BANTU 6 66,664,000 23 1,149,979,518 14 727,045,344 15 489,598,174
30201 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 10 736,139,501 71 7,472,774,872 61 6,362,769,660 20 1,846,144,713
30202 |ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 3 4,733,740 2 1,015,300 3 2,565,200 2 3,183,840
30301 |ALAT BENGKEL BERMESIN 0 0 0 0 0 0 0 0
30302 |ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 3 4,635,000 1 181,000 1 181,000 3 4,635,000
30303 [ALAT UKUR 1 1,650,000 0 0 1 1,650,000 0 0
30401 |ALAT PENGOLAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0
30501 |ALAT KANTOR 714 3,647,741,971 565 2,912,281,952 688 2,944,004,937 591 3,616,018,986
30502 |ALAT RUMAH TANGGA 1,744 4,720,830,243 2,158 5,469,656,267 2,424 4,994,822,090 1,478 5,195,664,420
30601 |ALAT STUDIO 73 6,387,472,271 209 3,159,551,517 200 2,324,363,807 82 7,222,659,981
30602 | ALAT KOMUNIKASI 220 422,273,147 31 87,849,340 42 123,133,152 209 386,989,335
30603 |PERALATAN PEMANCAR 0 0 1 935,000 1 935,000 0 0
30701 |ALAT KEDOKTERAN 1 200,000 0 0 1 200,000 0 0
30702 | ALAT KESEHATAN UMUM 0 0 1 3,500,000 1 3,500,000 0 0
30803 |ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
31001 |KOMPUTER UNIT 207 4,179,233,907 905 10,298,616,807 857 9,867,957,794 255 4,609,892,920
31002 PERALATAN KOMPUTER 222 4,444,529,488 579 5,170,167,476 543 4,712,976,617 258 4,901,720,347
31501 |ALAT DETEKSI 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 |ALAT PELINDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
31701 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0 0 0 0 0 0 0 0
31901 |PERALATAN OLAH RAGA 0 0 1 500,000 1 500,000 0 0
40101 |BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 3 409,980,000 6 6,442,680,000 5 5,070,103,000 4 1,782,557,000
40102 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 7 179,300,000 16 2,730,523,500 12 2,324,454,500 11 585,369,000
40401 |TUGU/TANDA BATAS 0 0 0 0 0 0 0 0
50101 |JALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
50102 | JEMBATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
50205 |BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR 0 0 0 0 0 0 0 0
50207 |BANGUNAN AIR KOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
50301 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 0 0 0 0 0 0 0 0
50305 |INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0
50306 |INSTALASI GARDU LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0




UAPB

UAPPB-E1 : 08

1 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON |
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data

Tanggal
Halaman :4

: 15/05/24 6:00 AM
. 15/05/24 12:45 PM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_esl
MUTASI
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2023 SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
BERTAMBAH BERKURANG
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50309 INSTALASI PENGAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
50310 |INSTALASI LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
50402 | JARINGAN LISTRIK 1 13,397,000 0 0 0 0 1 13,397,000
50403 | JARINGAN TELEPON 0 0 0 0 0 0 0 0
60101 |BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 30 1,930,230 0 0 0 0 30 1,930,230
60102 |BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO 0 0 0 0 0 0 0 0
60103 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 0 0 0 0 0 0 0 0
60201 |BARANG BERCORAK KESENIAN 4 43,925,000 0 0 0 0 4 43,925,000
60703 |GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12,809,194,899,635 732,371,455,815 259,841,859,479 13,281,724,495,971




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI

:(08) DITJEN PERBENDAHARAAN

SURPLUS/DEFISIT-LO

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

PENYESUAIAN NILAI ASET

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

SELISIH REVALUASI ASET

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

LAIN-LAIN

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

13,655,089,636,786
756,477,974

0

(252,230,220)

0

0

(20,035,435)
1,028,743,629
1,374,208,524,399
15,030,054,639,159

55,683,836,703,776

1,702,339,653,543
(231,788,347,392)
0

0

117,846,300

0
(212,827,655,997)
(19,078,537,695)
1,125,285,635,183
2,595,836,941,334

40,653,782,064,617

11,952,749,983,243
232,544,825,366

0

(252,230,220)
(117,846,300)

0

212,807,620,562
20,107,281,324
248,922,889,216
12,434,217,697,825

15,030,054,639,159

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 15/05/24 1:05 PM
Halaman :1
lap_lpe_esl
KENAIKAN/
URAIAN 2023 2022 PENURUNAN (%)
EKUITAS AWAL 40,653,782,064,617 38,057,945,123,283 2,595,836,941,334

Keterangan :
FINAL




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

TINGKAT ESELON |
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kodelap :LRAB.S.2
ESELON | : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal : 15/05/24 1:03 PM
Halaman :1
Prg ID : lap_Ira_bel_akun_es1
REALISASI BELANJA %
ANGGARAN ANGGARAN
AKUN URAIAN SEMULA SETELAH REVISI [JUMLAH S/D BULANJPENGEMBALIAN S/D[JUMLAH NETTO SID| rananmn| o CCARAN
INI BULAN INI BULAN INI
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS 60,077,748,000 51,890,899,000 49,569,790,430 12,999,350 49,556,791,080 95.5 2,334,107,920
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 60,077,748,000 51,890,899,000 49,569,790,430 12,999,350 49,556,791,080 95.5 2,334,107,920
5122 Belanja Lembur
512211 Belanja Uang Lembur 21,603,041,000 27,207,290,000 25,795,918,050 28,502,350 25,767,415,700 94.71 1,439,874,300
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 21,603,041,000 27,207,290,000 25,795,918,050 28,502,350 25,767,415,700 94.71 1,439,874,300
5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 0 1,110,000,000 0 0 0 0 1,110,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0 1,110,000,000 0 0 0 0 1,110,000,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 81,680,789,000 80,208,189,000 75,365,708,480 41,501,700 75,324,206,780 93.91 4883982220
52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 113,851,134,000 126,446,529,000 120,143,125,754 1,999,298 120,141,126,456 95.01 6,305,402,544
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 5,972,145,000 5,965,021,000 5,798,193,359 0 5,798,193,359 97.2 166,827,641
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4,709,331,000 3,089,057,000 2,907,581,441 89,000 2,907,492,441 94.12 181,564,559
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 30,922,016,000 30,401,644,000 29,940,349,200 9,803,300 29,930,545,900 98.45 471,098,100
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15,926,752,000 19,559,716,000 19,001,171,369 445,280 19,000,726,089 97.14 558,989,911
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 4,605,768,000 75,996,000 66,837,270 0 66,837,270 87.95 9,158,730
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 175.987,146,000 185,537,963,000 177,857,258,393 12,336,878 177,844,921,515| 95.85 7,693,041,485
5212 Belanja Barang Non Operasional
521211 Belanja Bahan 37,722,652,000 45,430,109,000 42,774,838,140 1,380,500 42,773,457,640 94.15 2,656,651,360
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,815,690,000 4,746,241,000 4,616,330,000 72,547,500 4,543,782,500 95.73 202,458,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,546,015,000 4,574,354,000 4,376,276,509 3,300,000 4,372,976,509 95.6 201,377,491
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 134,609,000 293,475,000 286,813,250 0 286,813,250 97.73 6,661,750
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 47,218,966,000 55,044,179,000 52,054,257,899 77,228,000 51,977,029,899 94.43 3,067,149,101
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15,376,701,000 16,043,074,000 15,676,432,642 400,000 15,676,032,642 97.71 367,041,358
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 605,000,000 10,546,000 10,165,680 0 10,165,680 96.39 380,320
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 15,981,701,000 16,053,620,000 15,686,598,322 400,000 15,686,198,322| 97.71 367,421,678
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 35,790,580,000 36,998,861,000 36,726,620,292 1,097,452 36,725,522,840 99.26 273,338,160
522112 Belanja Langganan Telepon 5,047,105,000 4,037,724,000 3,936,784,495 53,391 3,936,731,104 97.5 100,992,896
522113 Belanja Langganan Air 2,401,671,000 2,928,539,000 2,849,384,068 0 2,849,384,068 97.3 79,154,932
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 295,129,000 568,184,000 500,392,188 0 500,392,188 88.07 67,791,812
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522131 Belanja Jasa Konsultan 297,400,000 111,974,000 75,750,000 0 75,750,000 67.65 36,224,000
522141 Belanja Sewa 4,421,178,000 5,442,915,000 5,359,597,956 0 5,359,597,956 98.47 83,317,044
522151 Belanja Jasa Profesi 8,930,425,000 6,941,380,000 5,307,194,895 855,000 5,306,339,895 76.45 1,635,040,105
522191 Belanja Jasa Lainnya 81,691,095,000 54,571,927,000 51,190,077,006 0 51,190,077,006 93.8 3,381,849,994
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 1,564,023,000 34,054,000 12,123,800 0 12,123,800 35.6 21,930,200
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 140,438,606,000 111,635,558,000 105,957,924,700 2,005,843 105,955,918,857 94.91 5,679,639,143
5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52,725,310,000 53,492,344,000 53,138,417,123 0 53,138,417,123 99.34 353,926,877
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2,987,807,000 3,337,978,000 3,241,181,441 0 3,241,181,441 97.1 96,796,559
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 256,910,251,000 244,813,956,000 243,919,626,384 7,819,000 243,911,807,384 99.63 902,148,616
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 312,623,368,000 301,644,278,000 300,299,224,948 7,819,000 300,291,405,948 99.55 1,352,872,052
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97,649,456,000 98,133,904,000 93,179,075,051 54,056,569 93,125,018,482 94.9 5,008,885,518
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,167,210,000 5,622,903,000 5,076,805,160 1,098,000 5,075,707,160 90.27 547,195,840
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,008,768,000 11,185,496,000 10,715,197,770 7,470,000 10,707,727,770 95.73 477,768,230
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,741,182,000 6,165,338,000 6,091,227,300 560,000 6,090,667,300 98.79 74,670,700
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 111,566,616,000 121,107,641,000 115,062,305,281 63,184,569 114,999,120,712 94.96 6,108,520,288
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri 816,300,000 2,345,326,000 2,150,487,399 5,685,800 2,144,801,599 91.45 200,524,401
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 816,300,000 2,345,326,000 2,150,487,399 5,685,800 2,144,801,599 91.45 200,524,401
5251 Belanja Barang BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 131,216,384,000 159,766,614,000 145,698,826,680 817,000 145,698,009,680 91.19 14,068,604,320
525112 Belanja Barang 11,211,177,000 13,066,586,000 11,301,528,454 0 11,301,528,454 86.49 1,765,057,546
525113 Belanja Jasa 53,165,583,000 52,911,844,000 46,948,434,957 0 46,948,434,957 88.73 5,963,409,043
525114 Belanja Pemeliharaan 1,615,249,000 1,705,249,000 1,510,255,263 0 1,510,255,263 88.57 194,993,737
525115 Belanja Perjalanan 30,559,822,000 40,318,485,000 36,060,685,265 0 36,060,685,265 89.44 4,257,799,735
525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 5,398,363,366,000 | 20,799,622,540,000 | 20,749,226,038,375 455,272,332 | 20,748,770,766,043 99.76 50,851,773,957
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 959,120,000 909,680,000 566,216,415 0 566,216,415 62.24 343,463,585
525151 Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup 2,471,198,000 207,634,671,000 207,406,480,901 0 207,406,480,901 99.89 228,190,099
525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 248,258,000 50,742,000 12,347,601 0 12,347,601 24.33 38,394,399
525154 Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 127,356,000 84,013,000 0 0 0 0 84,013,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251 5,629,937,513,000| 21,276,070,424,00| 21,198,730,813,91 456,089,332 | 21,198,274,724,57 99.63 77,795,699,421
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 6,434,570,216,000| 22,069,438,989,00| 21,967,798,870,85 624,749,422 | 21,967,174,121,43 99.54 102264867569
53 BELANJA MODAL
5311 Belanja Modal Tanah
531111 Belanja Modal Tanah 0 199,903,000 199,773,000 0 199,773,000 99.93 130,000
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JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 0 199,903,000 199,773,000 0 199,773,000 99.93 130,000
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192,539,546,000 195,667,074,000 195,294,503,102 0 195,294,503,102 99.81 372,570,898
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 182,983,000 182,867,283 0 182,867,283 99.94 115,717
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 192,539,546,000 195,850,057,000 195,477,370,385 0 195,477,370,385 99.81 372,686,615
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52,445,369,000 55,443,383,000 54,844,936,119 707,129,772 54,137,806,347 97.65 1,305,576,653
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 46,854,591,000 75,407,027,000 74,664,460,233 636,000 74,663,824,233 99.01 743,202,767
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 99,299,960,000 130,850,410,000 129,509,396,352 707,765,772 128,801,630,580 98.43 2,048,779,420
5361 Belanja Modal Lainnya
536111 Belanja Modal Lainnya 28,835,997,000 54,870,024,000 54,639,603,954 0 54,639,603,954 99.58 230,420,046
536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset 0 942,177,000 937,377,896 0 937,377,896 99.49 4,799,104
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 28,835,997,000 55,812,201,000 55,576,981,850 0 55,576,981,850 99.58 235,219,150
5371 Belanja Modal BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 3,535,813,000 19,729,399,000 17,240,566,051 0 17,240,566,051 87.39 2,488,832,949
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 0 38,046,317,000 37,364,274,160 0 37,364,274,160 98.21 682,042,840
537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 1,958,855,000 2,878,605,000 2,875,520,387 0 2,875,520,387 99.89 3,084,613
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371 5,494,668,000 60,654,321,000 57,480,360,598 0 57,480,360,598 94.77 3,173,960,402
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 326,170,171,000 443,366,892,000 438,243,882,185 707,765,772 437,536,116,413 98.68 5830775587
JUMLAH BELANJA 6,842,421,176,000| 22,593,014,070,00| 22,481,408,461,51 1,374,016,894| 22,480,034,444,62 99.5 112,979,625,376
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2023 2022
URAIAN REALISASI DI ATAS REALISASI DI ATAS
ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN % ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Pajak Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pajak Perdagangan Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
Il. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 35,889,754,515,000 35,557,630,163,612 (332,124,351,388) 99 32,917,166,553,000 36,191,165,857,439 3,273,999,304,439| 110
1. Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pendapatan BLU 35,889,748,865,000 35,551,595,893,466 (338,152,971,534) 99 32,907,346,053,000 36,177,085,902,696 3,269,739,849,696| 110
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 5,650,000 6,034,270,146 6,028,620,146 108513 9,820,500,000 14,079,954,743 4,259,454,743] 143
Ill. Pendapatan Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.l + A.Il + A.llI) 35,889,754,515,000 35,557,630,163,612 (332,124,351,388) 99 32,917,166,553,000 36,191,165,857,439 3,273,999,304,439| 110
B. Belanja Negara 0 0 0 0 0 0 0 0
|. Belanja Pemerintah Pusat 22,593,014,070,000 22,480,034,444,624 (112,979,625,376) 99 37,669,071,894,000 37,611,414,506,019 (57,657,387,981)| 100
1. Belanja Pegawai 80,208,189,000 75,324,206,780 (4,883,982,220) 94 289,080,277,000 286,815,947,635 (2,264,329,365) 99
2. Belanja Barang 22,069,438,989,000 21,967,174,121,431 (102,264,867,569)| 100 37,207,473,778,000 37,153,042,889,627 (54,430,888,373)| 100
3. Belanja Modal 443,366,892,000 437,536,116,413 (5,830,775,587) 99 172,517,839,000 171,555,668,757 (962,170,243) 99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0
IIl. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Transfer ke Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
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URAIAN REALISASI DI ATAS REALISASI DI ATAS
ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN % ANGGARAN REALISASI (BAWAH) ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. Dana Perimbangan 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Dana Transfer Umum 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dana Transfer Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Dana Insentif Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Dana Keistimewaan DIY 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Dana Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dana Desa 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hibah Kepada Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Belanja Negara (B.l + B.1I) 22,593,014,070,000 22,480,034,444,624 (112,979,625,376) 99 37,669,071,894,000 37,611,414,506,019 (57,657,387,981)] 100
C. PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0

Keterangan :
FINAL




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023

Tanggal @ 15/05/24 1:11 PM

Halaman : 1

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka Tgl Data : 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.325237 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 0
0.0 015.08.527010 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (514,733,278)
0.0 015.08.527027 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA 0
0.0 015.08.527031 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA | (316,377,333)
0.0 015.08.527094 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT 0
0.0 015.08.527120 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON (4,043,750)
0.0 015.08.527137 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR 0
0.0 015.08.527141 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA (2,468,500)
0.0 015.08.527272 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG | (11,204,672)
0.0 015.08.527293 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO 0
0.0 015.08.527301 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO (17,328,500)
0.0 015.08.527336 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS (3,959,500)
0.0 015.08.527340 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG (18,570,750)
0.0 015.08.527521 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER (18,088,000)
0.0 015.08.527741 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI (14,573,000)
0.0 015.08.527780 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG (38,933,306)
0.0 015.08.528057 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (31,297,500)
0.0 015.08.528099 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG

(74,724,000)




DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON |
S.D 31 DESEMBER 2023
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Halaman @ 2

Prg ID . Daftar Saldo Akrual es1 SAKTI

AKUN :219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka TglData © 15/05/24 7:36 AM

TRN KODE NMSATKER RPHREAL
0.0 015.08.528192 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU (17,586,333)
0.0 015.08.528200 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI (950,000)
0.0 015.08.528661 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG (26,499,306)
0.0 015.08.528764 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA (4,661,542)
0.0 015.08.579330  |KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V (25,852,600)
0.0 015.08.613739 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU (25,250,000)
0.0 015.08.613743 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI (3,000,000)
0.0 015.08.613771 KANWIL DITJIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 0
0.0 015.08.634722 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN (15,345,000)
0.0 015.08.648830 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO

(648,375)

TOTAL

(1,186,095,245)
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Berita Acara Rekonsiliasi

Pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan
kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan antara dua pihak:

1. Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan

Dengan
2. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode
penatausahaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 dengan melakukan proses pencocokan data
terhadap 26 kasus kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:

a. 18 kasus kerugian negara dengan saldo sebesar Rp1.889.443.863,00 dicatat sebagai piutang
dalam Laporan Keuangan;

b. Untuk kasus kerugian negara dengan penanggungjawab Sdr. Wakidjo Dikun dengan saldo
sebesar Rpl14.632.775,00 telah dihapuskan secara bersyarat dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 163/KM.1/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Penghapusan Secara Bersyarat
Piutang Negara c.q Kementerian Keuangan Atas Nama Wakidjo Dikun dan diusulkan
penghapusan mutlak melalui surat Nomor S235/MK.1/2023 tanggal 2 November 2023. Kasus ini
dicatat pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara dan tidak dicatat pada neraca Laporan
Keuangan karena telah terbit KMK Penghapusan Bersyarat dan diungkapkan di Catatan atas
Laporan Keuangan;

c. 3 kasus kerugian negara belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan telah dilunasi pada
tahun 2016 dan 2019 sehingga belum dicatat dalam Laporan Perkembangan Kerugian Negara.
Terhadap 3 kasus dimaksud, DJPB agar segera melaporkan kasus dimaksud kepada Menteri
Keuangan sesuai ketentuan PMK Nomor 218/PMK.1/2017;

d. 5 kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan namun belum
diperoleh dokumen pengakuan piutang (SKTIJM/SKPGR) tercatat dalam Laporan Perkembangan
Penyelesaian Kerugian Negara, DJPB agar segera menindaklanjuti kasus dimaksud sesuai
ketentuan PMK Nomor 218/PMK.1/2017.

Dari hasil rekonsiliasi data kerugian negara diketahui terdapat perbedaan pencatatan sebesar
Rp14.632.775,00 hal ini terjadi diantaranya karena terdapat perbedaan prinsip dalam hal pencatatan.
Biro Perencanaan dan Keuangan menghapus catatan kasus pada Laporan Perkembangan Kerugian
Negara apabila telah terbit Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan mutlak. Sedangkan
pada Laporan Keuangan kasus kerugian negara yang telah terbit surat penghapusan secara bersyarat
tidak dicatat pada neraca laporan keuangan.

Kedua belah pihak sepakat bahwa saldo kerugian negara yang dicatat dalam Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp1.874.811.088,00. Sedangkan 8 kasus kerugian
negara pada huruf b dan c di atas, diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 21 Februari 2024

Perwakilan Perwakilan
Bagian Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan

Frank Sinatra Oktana Yudha Sakti
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Perwakilan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Perencanaan dan Keuangan
ok e o]

Benny F. Panjaitan
NIP 198109092009011012
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No |Nomor TP| Entitas Uraian Temuan Pemeriksaan Butir Rekomendasi BPK Rencana Aksi Bukti Dukung pada Renc:ana Aksi Tindak Lanjut Status (Usul Hasil Keterangan
Selesai/Dalam | Pembahasan
Proses)
1 1.1.15 BPDPKS |BPDPKS Belum Menetapkan a |BPK mer kepada Menteri Menteri Keuangan atau yang mewakili Bukti Pendukung Telah diterbitkan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor PER-7/DPKS/2023 Usul Sesuai Usul Sesuai |-
Akuntansi Berbasis Akrual tentang Keuangan agar memerintahkan Dirjen memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan |a. Instruksi Menteri Keuangan atau |tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi atas Beban, Pendapatan Pungutan
Pungutan Ekspor, Kurang Bayar dan Lebih Perbendaharaan untuk menginstruksikan untuk menginstruksikan Direktur Utama yang mewakili Ekspor, Piutang, dan Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pengelola Dana
Bayar Pungutan Ekspor dan Terdapat Direktur Utama BPDPKS supaya: BPDPKS: b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |Perkebunan Kelapa Sawit, per tanggal 1 Desember 2023 (terlampir).
Indikasi Kurang Penerimaan g a. kebijak berbasis a. kebijak berbasis c. Perdirut BPDPKS tentang
Ekspor yang Belum Dilunasi Sebesar akrual tentang pungutan ekspor, kurang bayar |akrual tentang pungutan ekspor, kurang bayar |Kebijakan Akuntansi
Rp16.99 Miliar serta Adanya Peluang dan lebih bayar pungutan ekspor; dan lebih bayar pungutan ekspor;
Kurang Penerimaan Pungutan Ekspor
Sebesar Rp67.23 Miliar
BPDPKS b |menginstruksikan Direktur Penghimpunan Dana |b. Memerintahkan Direktur Bukti Setor pelunasan Terhadap Pungutan Ekspor yang belum dilunasi, telah dilakukan pemantauan dan Dalam Proses | Dalam Proses
supaya penerimaan i 1an Dana akan memantau ditindaklanjuti sebagai berikut:
ekspor senilai Rp16.998.631.140,00 yang belum |penerimaan pungutan ekspor senilai
dilunasi; dan Rp16.998.631.140,00 yang belum dilunasi; dan
oty £.232.se0000)
Biokar Talab Miika 1 B
MsihDibeer | ® a7mncer|
GRS TOTAL EL
BPDPKS c [menginstruksikan Direktur P Dana |c. instruksikan Direktur BA rekonsiliasi BPDPKS dengan Telah dilakukan koordinasi antara Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS dengan Usul selesai Usul selesai
supaya melakukan koordinasi dengan Direktorat|P i 1an Dana akan DJBC (khusus untuk yang DJBC dengan hasil sebagai berikut: Catatan:
terkait pada Ditjen Bea dan Cukai dalam rangka |koordinasi dengan Direktorat terkait pada Ditjen|Rp67.228.100.830,78) dan Dilengkapi BA
i data ekspor |Bea dan Cukai dalam rangka rekonsiliasi data penetapan sesuai hasil rekon Rekonsiliasi
dan validasi atas peluang kurang penerimaan pembayaran pungutan ekspor dan validasi atas
sebesar Rp67.228.100.830,78 atas peluang kurang penerimaan senilai
SPPBK/SPKPBK yang diterbitkan KPPBC TMP C  |Rp67.228.100.830,78 atas
Kuala Tanjung sebesar Rp14.282.254.510,26 SPPBK/SPKPBK yang diterbitkan KPPBC TMP C
KPPBC TMP B Dumai sebesar Kuala Tanjung senilai Rp14.282.254.510,26
FURANG BANAR ATAS 597 T KPFBT KUALA TAMIRG FERKIDE TAHUN 2021
Rp52.738.424.298,02, dan KPUBC Tipe A KPPBC TMP B ksl o Trempar BPY Foo, TA292,204 00 264
Tanjung Priok sebesar Rp207.422.022,50. Dumai senilai Rp52.738.424.298,02, dan KPUBC
Tipe A Tanjung Priok senilai Rp207.422.022,50.
2 122 DJPB  |Denda Keterlambatan Penyelesaian - [BPK merekomendasikan kepada Menteri Menteri Keuangan atau yang mewakili a. Instruksi Menteri Keuangan atau |Telah dilakukan penyetoran atas denda dimaksud dengan NTPN Usul Selesai Usul Selesai  [SS disposisi dari
Pengadaan Jasa Pengiriman Kantor Pusat Keuangan agar memerintahkan Dirjen memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan |yang mewakili DB1BE48VV5LMB85PA pada tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp36.987.480,00. Catatan: Setditjen kepada
Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran Perbendaharaan untuk menginstruksikan PPK | untuk menginstruksikan PPK Kantor Pusat Ditjen|b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan Dilengkapi SS |Kepala Bagian
2022 Belum Dikenakan Sebesar Rp36,99 mengenakan denda keterlambatan senilai Perbendaharaan agar mengenakan denda c. Bukti setor senilai dokumen tambahan: Disposisi kepada|Umum selaku
Juta Rp36.987.480,00 kepada PT Pl dan disetorkan  |keterlambatan senilai Rp36.987.480,00 kepada |Rp36.987.480,00 Bukti Setor PPK PPK terlampir
ke Kas Negara. PT Pl dan disetorkan ke Kas Negara.
3 1.2.8 BPDPKS |Terdapat Penyaluran Dana Peremajaan a |BPK merekomendasikan kepada Menteri Menteri Keuangan atau yang mewakili a. Instruksi Menteri Keuangan atau |Terhadap penerima dana PPKS yang luas lahannya tidak sesuai ketentuan, telah Usul Selesai Usul Selesai
Sawit Rakyat Sebesar Rp412,43 Juta Keuangan agar memerintahkan Dirjen memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan |yang mewakili i dengan ian Pertanian.
Kepada Pekebun dengan Luas Lahan Tidak| Perbendaharaan untuk menginstruksikan untuk menginstruksikan Direktur Utama b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |Dari nilai yang harus dikembalikan Rp412.432.500, telah disetorkan kembali
Sesuai Persyaratan Direktur Utama BPDPKS supaya: BPDPKS: c. Bukti pengembalian dana senilai |seluruhnya ke rekening BPDPKS.
a. Melakukan koordinasi dengan Ditjen a. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Rp412.432.500,00
Perkebunan Kementerian Pertanian dalam Perkebunan Kementerian Pertanian dalam
rangka menarik dana atas penerima dana PPKS |rangka menarik dana atas penerima dana PPKS
yang luas lahannya tidak sesuai ketentuan yang luas lahannya tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp412.432.500,00. sebesar Rp412.432.500,00;
BPDPKS b uksikan Direktur Dana|b. ginstruksikan Direktur Screenshot hasil pengembangan Aplikasi PSR akan di-reenginering agar sesuai standar dari Pusintek Kemenkeu, Dalam Proses | Dalam Proses

BPDKS bersama Direktur Umum, Keuangan,
Kepatuhan & Manajemen Risiko agar
i dan 1 sistem

Dana BPDKS bersama Direktur Umum,
Keuangan, Kepatuhan & Manajemen Risiko agar

aplikasi PSR Online yang mampu memfilter
secara otomatis usulan luasan lahan terhadap
database penerima dana PPKS per NIK dalam
rangka meneliti kesesuaian data luas lahan
pekebun Calon Penerima dan Calon Lokasi
(CPCL) dengan ketentuan yang berlaku.

dan 1gkan sistem
aplikasi PSR Online yang mampu memfilter
secara otomatis usulan luasan lahan terhadap
database penerima dana PPKS per NIK dalam
rangka meneliti kesesuaian data luas lahan
pekebun Calon Penerima dan Calon Lokasi
(CPCL) dengan ketentuan yang berlaku.

aplikasi PSR Online

sehingga filter luasan lahan 4 Ha per NIK akan disusun ulang.
Screenshot aplikasi PSR Online akan dilampirkan kemudian.

Dokumen tambahan:
Bukti screenshoot aplikasi PSR Online per menu tahapan s.d. menu filter luasan
lahan pekebun yang lebih dari 4 hektar per NIK.
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4 1.29 BPDPKS |Penilaian Kelayakan Pembiayaan Proposal| - |Menteri Keuangan atau yang mewakili Menteri Keuangan atau yang mewakili a. Instruksi Menteri Keuangan atau [Berita Acara Hasil Penilaian Proposal yang dibuat oleh Komite Riset disampaikan Usul Selesai Usul Selesai
Kajian Porang Sebagai Tanaman Sela memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk |memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk |yang mewakili oleh Direktur Penyaluran Dana kepada Direktur Utama dengan memuat kalimat
diTanaman Belum Menghasilkan Kelapa menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |“persetujuan atau penolakan pemberian dukungan dana dari Komite Litbang"
Sawit pada Pusat Perkebunan Kelapa supaya memastikan Berita Acara Hasil Penilaian |supaya memastikan Berita Acara Hasil Penilaian |c. Nota Dinas dari Dirut BPDPKS ke |secara kolektif sesuai ketentuan yang berlaku per 9 Agustus 2023.
Sawit Kurang Cermat Proposal yang disampaikan oleh Direktur Proposal yang disampaikan oleh Direktur Direktur Penyaluran Dana dan
Penyaluran Dana telah memuat persetujuan Penyaluran Dana telah memuat persetujuan contoh bukti implementasinya Dalam lampiran Berita Acara (sampling tahun 2023 terlampir) pad kesimpulan telah
atau penolakan pemberian dukungan dana dari |atau penolakan pemberian dukungan dana dari terdapat klausul "persetujuan/penolakan" pemberian dana dari Komite Riset secara
Komite Litbang secara kolektif sesuai ketentuan |Komite Litbang secara kolektif sesuai ketentuan kolektif sesuai ketentuan yang berlaku (terlampir).
yang berlaku. yang berlaku. -
5 1.2.10 BPDPKS dalian atas Pertanggt - |BPK dasikan Kepada Menteri Menteri Keuangan atau yang mewakili a. Instruksi Menteri Keuangan atau [Telah diterbitkan Peraturan Direktur Utama Nomor PER-2/DPKS/2023 tentang Usul Selesai Usul Selesai
Penggunaan Dana dalam Perjanjian Kerja Keuangan agar memerintahkan Dirjen memerintahkan kepada Dirjen Perbendaharaan |yang mewakili Perubahan atas Peraturan Direktur Utama Nomor PER-3/DPKS/2022 tentang Tata
Sama Kegiatan Promosi dan Kemitraan Perbendaharaan untuk menginstruksikan untuk menginstruksikan Direktur Utama b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Monitoring dan Evaluasi Dukungan
Kelapa Sawit Belum Memadai Direktur Utama BPDPKS supaya menyesuaikan [BPDPKS supaya menyesuaikan Peraturan c. Revisi Perdirut tentang Tata Cara [Pendanaan Kegiatan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, per tanggal 4 September
Peraturan Direktur Utama BPDPKS tentang Tata | Direktur Utama BPDPKS tentang Tata Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, |2023.
Cara Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Pengajuan, Penilaian, Penetapan, Monitoring, ~|Monitoring, dan Evaluasi Dukungan
Monitoring, dan Evaluasi Dukungan Pendanaan |dan Evaluasi Dukungan Pendanaan Kegiatan Pendanaan Kegiatan Promosi Sesuai rekomendasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) "Perjanjian
Kegiatan Promosi Perkebunan Kelapa Sawit Promosi Perkebunan Kelapa Sawit termasuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat antara lain
sehingga memuat klausul yang mewajibkan memuat klausul yang mewajibkan mitra contoh implementasinya huruf f. tata cara pencairan dana, termasuk lampiran dokumen pencairan dana
mitra penerima dana menyampaikan laporan |penerima dana menyampaikan laporan yang memuat i Hal ini yang bahwa mitra
penggunaan. penggunaan penerima dana untuk mer laporan
Disamping itu, dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3), disebutkan bahwa dalam rangka
akuntabilitas dukungan pendanaan kegiatan promosi perkebunan kelapa sawit,
maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh BPDPKS dhi. Direktorat Kemitraan
dengan memeriksa laporan kegiatan.
(PER-2/DPKS/2023, terlampir) ~
6 1.2.12 DJPB  |Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja d |BPK merekomendasikan kepada Menteri DJPb poin d: a. Instruksi Menteri Keuangan atau |Telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran dengan total penyetoran Usul Selesai Usul Selesai  [SS disposisi dari
Modal Sebesar Rp1,59 Miliar Keuangan agar memerintahkan: Menteri Keuangan atau yang mewakili 'yang mewakili senilai Rp14.711.720,00. dengan rincian sbb: Catatan: Setditjen kepada
d. Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan PPK|menginstruksikan kepada Dirjen b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |1. Tanggal 9 Juni 2023, NTPN F56332G4VGDP9700 senilai Rp3.538.800,00. Dilengkapi SS [Kepala Bagian
Renovasi Interior Gedung Prijadi Praptosuhardjo| Perbendaharaan untuk memerintahkan PPK  |c. Bukti setor senilai 2. Tanggal 22 Juli 2023, NTPN A00048VV5LUN0O4 senilai Rp11.172.900,00; Disposisi kepada|Umum selaku
untuk menagih dan menyetorkan kelebihan Renovasi Interior Gedung Prijadi Praptosuhardjo|Rp14.711.720,00 3. Tanggal 22 Juli 2023, NTPN CIDE53CIFB3IBAF3 senilai Rp20,00; PPK PPK terlampir
pembayaran ke kas negara senilai untuk menagih dan menyetorkan kelebihan
Rp14.711.720,00; pembayaran ke kas negara senilai dokumen tambahan:
Rp14.711.720,00: Bukti Setor
DJPB f |Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen poin f: a. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No-2854/PB.1/2023 | Usul Selesai Usul Selesai |-
Perbendaharaan, Sekjen Kementerian DJPb: b. Nota Dinas Pembinaan dari KPA [terkait tindak lanjut LHP atas LK Tahun 2022 pada Kanpus DJPb, yaitu instruksi
Keuangan, dan Dirjen PPR untuk Dirjen Perbendaharaan memerintahkan KPA kepada PPK satker Kantor Pusat kepada PPK terkait supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan
menginstruksikan kepada PPK terkait supaya untuk memberikan pembinaan kepada PPK DJPb pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi
lebih cermat dalam melakukan pengendalian  |terkait supaya lebih cermat dalam melakukan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pengendalian dan pengawasan dalam
pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi dan pertanggur Dokumen Tambahan:
tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya BA Pembinaan
berlaku. sesuai ketentuan yang berlaku.
7 13.2 BPDLH |Pengelolaan Uang Kas Tunai pada a |BPK merekomendasikan kepada Menteri Menteri Keuangan atau yang mewakili a. Instruksi Menteri Keuangan atau |Telah diterbitkan Nota Dinas Dirut BPDLH Nomor-94/BPDLH/2023 tanggal 21 Mei Usul Selesai Usul Selesai
Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan agar memerintahkan Dirjen memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk [yang mewakili 2023 hal Penatausahaan Uang/Kas Tunai dan Surat Berharga yang Dikelola
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Perbendaharaan untuk menginstruksikan menginstruksikan Direktur Utama BPDLH b. Disposisi Dirjen Perbendaharaan |Bendahara Pengeluaran secara Tertib dan Cermat sesuai dengan Ketentuan.
(BPDLH) Kurang Memadai Direktur BPDLH supaya: supaya: c. Nota Dinas Pembinaan
a. Memberikan pembinaan kepada Bendahara [a. Memberikan pembinaan kepada Bendahara Dokumen tambahan:
g an atas i dan g an atas i dan BA Pembinaan
selanjutnya supaya Bendahara Pengeluaran selanjutnya supaya Bendahara Pengeluaran
menatausahakan seluruh uang/surat berharga |menatausahakan seluruh uang/surat berharga
yang dikelolanya sesuai ketentuan; yang dikelolanya sesuai ketentuan;
BPDLH b [Merevisi Perdirut BPDLH Nomor 01 Tahun 2020 (b. Melakukan revisi Peraturan Dirut BPDLH Revisi Perdirut BPDLH Nomor 01 Telah dilakukan revisi sesuai dengan rekomendasi BPK melalui Peraturan Direktur Usul Selesai Usul Selesai |-

untuk mengatur batas maksimal saldo kas tunai
di Bendahara Pengeluaran sesuai Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014.

Nomor 1/BPDLH/2020 tentang Pedoman
Mekanisme Pembayaran Belanja atas Beban
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada Badan
g Dana Lil Hidup
pengaturan batas maksimal saldo kas tunai di
Bendahara Pengeluaran sesuai dengan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
3/PB/2014 dan ketentuan lain yang terkait
dengan memperhatikan kebutuhan kas tunai
Bendahara Pengeluaran.

Tahun 2020

Utama BPDLH Nomor 10/BPDLH/2023 tentang Pedoman Mekanisme Pembayaran
Belanja atas Beban DIPA pada BLU BPDLH, sebagaimana diatur dalam Pasal 12

batas saldo kas tunai senilai Rp50.000.000,00.

Tambahan:
Perdirjen PB nomor Per-3/PB/2014




8 1.3.10 DJPB  |Pengelolaan Persediaan pada DJP, DJPb, BPK merekomendasikan kepada Menteri Menkeu atau yang mewakili akan a. Disposisi Dirjen Perbendaharaan [Telah diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor|Usul Selesai Usul Selesai Sertifikat
BKF, BPPK, dan DJA Belum Tertib dan Keuangan agar memerintahkan: memerintahkan untuk: b. Nota Dinas Pengendalian : ND-1878/PB.1/2023 tanggal 15 Juni 2023 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Catatan: pelatihan
Terdapat Item/Barang pada Laporan a. Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, Kepala |DJPb rekomendasia Persediaan oleh Sesditjen PB Pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 berupa Pengelolaan Dilengkapi terlampir
Persediaan yang Tidak Dapat BKF, dan Kepala BPPK untuk menginstruksikan [Menteri Keuangan atau yang mewakili Persediaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). sertifikat
Dipergunakan Lagi Sekretaris DJP, DJPb, BKF, dan BPPK supaya memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk pelatihan

memberikan pembinaan kepada: menginstruksikan Sesditjen untuk memberikan Dokumen tambahan:
1) Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja kepada: BA Pembinaan
terkait atas kekurangoptimalannya, dan 1) Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja
selanjutnya agar lebih optimal dalam terkait agar mengendalikan dan mengawasi
dalikan dan i 1 barang secara optimal.
barang persediaan; 2) Pengelola persediaan atas
2) Pengelola persediaan atas kekurangcermatannya, dan selanjutnya agar
kekurangcermatannya, dan selanjutnya agar mempedomani ketentuan dalam pengelolaan
mempedomani ketentuan dalam pengelolaan | persediaan
persediaan
9 13.12 DJPB  |Pengelolaan Aset Tetap pada DJBC, DJP, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar|Menteri Keuangan atau yang mewakili Nota Dinas Pembinaan oleh Telah diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan Nomor : ND- Usul Selesai Usul Selesai |-
dan DJPb Belum Memadai memerintahkan: memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Sekretaris DJPb kepada Kuasa 3743/PB.1/2023 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemerikasaan Badan Pemeriksa
a. Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak dan Dirjen |Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk: Pengguna Barang Satuan Kerja Keuangan (BPK) Tahun 2022 berupa Pengelolaan Aset Tetap Pada Direktorat
Perbendaharaan untuk menginstruksikan terkait atas Jenderal Perbendaharaan dengan Kondisi Rusak Berat dan Sudah Tidak Digunakan
Sekretaris DJBC, DJP dan DJPb supaya DJPB poin a kekurangoptimalannya, dan Belum Diperbaiki atau Dihentikan dari Penggunaan/ Operasional, berkaitan dengan
memberikan kepada ing: g | Dirjen Perbendah. menginstruksikan selanjutnya agar lebih optimal kepada 8- ing Kuasa 88! Barang Satuan Kerja terkait
Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait Sekretaris DJPb supaya memberikan pembinaan |dalam pengelolaan Aset Tetap atas i ya, dan agar lebih optimal dalam pengelolaan
atas i ya, dan j kepada ing: g Kuasa 88! Barang |Peralatan dan Mesin yang dalam  |Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam penguasaannya.
agar lebih optimal dalam pengelolaan Aset Satuan Kerja terkait atas kekurangoptimalannya,| penguasaannya
Tetap Peralatan dan Mesin yang dalam dan selanjutnya agar lebih optimal dalam Dokumen tambahan:
penguasaannya; pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin BA Pembinaan
yang dalam penguasaannya
DJPB c. Dirjen Pajak dan Dirjen Perber DJPB rek dasic Tindak Lanjut hasil inventarisasi DJPb telah melakukan identifikasi atas aset tetap dengan kondisi rusak berat secara| Usul Selesai Usul Selesai |-
untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang |Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan keseluruhan, tidak hanya yang menjadi temuan BPK Rl untuk dilakukan tindak
terkait menindaklanjuti hasil identifikasi atas Sekretaris DJPb untuk memerintahkan Kuasa lanjut sesuai ketentuan.
Aset Tetap dengan kondisi rusak berat sesuai Pengguna Barang terkait untuk menindaklanjuti
ketentuan yang berlaku sebesar hasil identifikasi atas Aset Tetap dengan kondisi Dokumen tambahan:
Rp76.653.231.918,00 yaitu pada DJP senilai rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku BA Inventarisasai
Rp22.869.466.327,00 dan pada DJPb senilai senilai Rp53.783.765.591,00; ND perintah Inventarisasi
Rp53.783.765.591,00; dan SK Tim Inventarisasi/ Surat Tugas/ sejenisnya
10 1313 DJPB  |Terdapat Aset Tanah yang Belum BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar|Menteri Keuangan atau yang mewakili a. Disposisi Dirjen Perbendaharaan [Telah diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor| Usul Selesai Usul Selesai

Dimanfaatkan dan Dimanfaatkan Pihak
Lain Secara Tidak Sah

memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen
Perbendaharaan untuk:

b. Memberikan pembinaan kepada Kuasa
Pengguna Barang pada satuan kerja terkait atas
kekurangoptimalannya dan selanjutnya supaya
lebih optimal dalam mengendalikan dan
mengawasi pengelolaan aset tetap dengan
melakukan pengamanan hukum terhadap aset-
aset yang dikuasai oleh pihak lain.

menginstruksikan Dirjen Pajak dan Dirjen
Perbendaharaan untuk:

DJPB poin b

Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan
Sekretaris DJPb untuk memerintahkan Kuasa
Pengguna Barang pada satuan kerja terkait
untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan
mengawasi pengelolaan aset tetap dengan
melakukan pengamanan hukum terhadap aset-
aset yang dikuasai oleh pihak lain.

b. Nota Dinas Sesditjen PB kepada
Kuasa Pengguna Barang pada
satuan kerja terkait untuk lebih
optimal dalam mengendalikan dan
mengawasi pengelolaan aset tetap
dengan melakukan pengamanan
hukum terhadap aset-aset yang
dikuasai oleh pihak lain

: ND-2384/PB.1/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 berupa Terdapat Aset
Tanah yang Belum Dimanfaatkan dan Dimanfaatkan Pihak Lain Secara Tidak Sah.

Dokumen tambahan:
BA Pembinaan Satker Kanwil Sumsel dan Kanwil Jatim
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